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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Peta Proses Bisnis Kemenko Marves sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. Proses Utama, yaitu proses yang menciptakan
aliran nilai utama atas penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kemenko Marves.

b. Proses Manajerial/Pendukung, yaitu proses untuk
mengelola operasional dari suatu sistem dan

memastikan proses inti berjalan dengan baik.

Proses Utama sebagaimana disebut dalam diktum

KEDUA huruf a memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan
pengguna eksternal dan internal instansi
pemerintah;

b. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan
instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi,
dan strategi organisasi; dan

c. memberikan respon langsung terhadap

permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Proses Utama disusun secara bertingkat dimulai dari
level O (nol) yang kemudian dijabarkan ke level 1 (satu)

sampai dengan level 4 (empat).

Proses Manajerial/Pendukung sebagaimana disebut
dalam diktum KEDUA huruf b memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan

b. memberikan dukungan atas aktivitas pada proses

utama.

Proses Manajerial disusun secara bertingkat dimulai
dari level O (nol) yang kemudian dijabarkan ke level

1 (satu) sampai dengan level 3 (tiga).
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PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

1. Visi dan Misi Kemenko Marves
1.1 Visi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 25A
telah menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang berciri
Nusantara, Misi ke-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-
2025 berbunyi: mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang maju,
mandiri dan kuat, berbasiskan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 13 ayat (1) juga menyatakan
tujuan pembangunan kelautan adalah untuk mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan
Gotong Royong". Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi
Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan
Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24
Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN
pada tanggal 14 November 2019. Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024
adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai organisasi yang membantu Presiden urusan bidang kemaritiman
dan investasi, rumusan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Invetasi (Kemenko Marves) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 6 Tahun 2020 yaitu:

“Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia
Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia merupakan implementasi
Visi Presiden RI: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang dituangkan dalam Naskah

RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung
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mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu
adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi
rujukan dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita
bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut. Untuk menjadi pusat
peradaban maritim dunia, Indonesia telah memiliki modal yang kuat. Karakter
bangsa bahari yang diwariskan oleh nenek moyang kita menjadi modal dasar
di samping posisi geostrategi Indonesia, kekayaan alam yang ada, dan bonus
demografi yang dimiliki saat ini. Potensi bencana dan potensi ancaman yang

ada, justru menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.
1.2 Misi

Visi tanpa misi hanyalah sebuah cita-cita masa depan. Misi diperlukan
untuk mengoperasionalkan visi yang telah dicanangkan. Misi menggambarkan
segala usaha dan/atau tindakan yang seharusnya diambil untuk mewujudkan
visi. Sehubungan dengan visi tersebut di atas, maka dalam mewujudkan 9 Misi
Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kemenko
Marves berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi
Presiden yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia S5 (lima)

tahun kedepan, yaitu:

Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;

A

Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
Kelima Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi
Kemenko Marves yang diharapkan dapat melaksanakan agenda-agenda
pembangunan nasional yang terkait dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan
investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara
maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.
Dengan mempertimbangkan aspek sejarah, regulasi yang ada, potensi
dan permasalahan kemaritiman dan investasi yang ada serta arah pembangunan
nasional, tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi adalah:
1. Meneguhkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan
berdaulat;
2. Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai

penggerak utama perekonomian nasional;
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Memperkuat jati diri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian
luhur;
Meningkatkan tata kelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam

mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Tujuan ini menggambarkan secara kualitatif dan luas serta berjangka

panjang mengenai kondisi kemaritiman dan investasi Indonesia di masa

mendatang.

Adapun tujuan pembangunan kemaritiman dan investasi sebagaimana

tersebut di atas, dapat dicapai apabila terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang mandiri,

2.

yaitu negara maritim yang disegani dan memailiki pengaruh kuat di forum
internasional, yang berdaulat penuh atas wilayah lautnya dan
mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam memanfaatkan potensi dan
mengatasi berbagai masalah kemaritiman demi mencapai tujuan
bernegara, tanpa harus menutup diri terhadap kerja sama yang saling
menguntungkan dengan pihak lain. Kedaulatan di bidang maritim ditandai
dengan tingginya peran aktif Indonesia di bidang kemaritiman, minimnya
pelanggaran kedaulatan di laut, dan rendahnya angka korban dari
bencana/kecelakaan di laut.

Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang kuat, yang
ditandai dengan berkembangnya ekonomi berbasis kemaritiman yang
didukung dengan program dan kebijakan investasi unggul (menarik, zero
risk, kemudahan usaha bagi investor), infrastruktur dan konektivitas
maritim yang maju dan seimbang antar kawasan, sistem logistik maritim
yang efisien, produksi sumber daya alam kelautan yang bernilai tambah
tinggi, dan berkembangnya industri, serta jasa maritim berbasis teknologi
maju. Kondisi itu diharapkan akan mendorong peningkatan kontribusi PDB

kemaritiman dalam struktur perekonomian nasional.

3. Negara kepulauan Indonesia telah menjadi negara maritim yang maju, yang

memiliki keunggulan di bidang IPTEK, literasi maritim, sumber daya
manusia yang inovatif dan berkarakter bangsa bahari serta menjunjung
tinggi budaya nusantara sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain
itu, daya saing bangsa juga ditandai oleh kemampuan menyediakan
sumber daya termasuk penyediaan modal pembangunan dalam bentuk
pendanaan, kelembagaan dan sistem tata kelola laut yang baik (good ocean

governance).
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4. Negara kepulauan Indonesia saat ini sudah menunjukan sebagai negara

potensial bagi investor asing untuk berinvestasi. Hal ini ditunjukan dari
meningkatnya atau tumbuhnya Foreign Direct Investment (FDI) sebesar
Rp.423,1 triliun di sepanjang Tahun 2019. Realisasi itu menyumbang
52,3% dari total investasi di tahun lalu yang sebesar Rp.809,6 triliun.

2. Tugas dan Fungsi Kemenko Marves

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Kemenko

Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di

bidang kemaritiman dan investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kemenko Marves

menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang
kemaritiman dan investasi;

Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan
isu di bidang kemaritiman dan investasi;

Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman
dan investasi;

Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah
diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;

Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat
diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan
terlaksananya keputusan dimaksud,;

Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kemenko Marves;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko
Marves;

Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
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3. Struktur Organisasi Kemenko Marves

Stuktur Organisasi Kemenko Marves berdasarkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;

=

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;

a0

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;

Staf Ahli Bidang Hukum Laut;

5o oo

—

Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi;
j- Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
k. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

Adapun Bagan Struktur Organisasi dari Kemenko Marves adalah sebagai
berikut:

Salinan Lampiran

Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Struktur Organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Mentert Kesedinstor
Didang Kemaritiman das Investasl

Staf Ahlid Didang Helkum Laut
Staf Akl Didang

palny
Ei .. —
Staf Ahli Didang Manajeren Koasktivitss R -I Selratarist

I
| |
— !
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Gambar 4.1

Bagan Struktur Organisasi Kemenko Marves
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Susunan struktur organisasi di lingkungan Kemenko Marves adalah sebagai
berikut:
[. Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Hukum;

c. Biro Komunikasi; dan

d. Biro Umum.

II. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
a. Sekretariat Deputi;
b. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim;
c. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim;
d. Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan;
e. Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim; dan

f. Asisten Deputi Energi.

III. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
a. Sekretariat Deputi;
b. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir;
c. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap;
d. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya;
e. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing; dan

f. Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

IV. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi

Sekretariat Deputi;

o P

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air;

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah;

a0

Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas;

Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur; dan

®

™

Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi.

V. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan
a. Sekretariat Deputi;
b. Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

c. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan;
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d. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber

Daya Alam,;
e. Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan

f. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

VI. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

a. Sekretariat Deputi;

b. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;

c. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;

d. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

e. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
f. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

VII. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
a. Sekretariat Deputi;
b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi;
c. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa;
d. Asisten Deputi Investasi Strategis;

e. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha; dan

f. Asisten Deputi Pertambangan.

VIII. Inspektorat
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4. Matriks Peta Proses Bisnis Kemenko Marves

LEVEL-0 [ LEVEL-1 [

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis
1 |Koordinasidan 1.1
sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan

bidang kemaritiman.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan
terkait kedaulatan maritim.

Proses Bisnis

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
hukum dan perjanjian maritim.

Kode

1111

Proses Bisnis

Menyusun agenda kebijakan (Agenda Setting ).

Kode

11111

Proses Bisnis

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

11112

Menyusun agenda kebijakan.

11113

Menelaah agenda kebijakan.

11114

Menetapkan agenda kebijakan.

1112

Merumuskan kebijakan (Policy Formulation ).

11.1.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

11.1.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

11.1.23

Menelaah alternatif solusi.

11124

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1113

Menetapkan kebijakan (Policy Adoption ).

11131

Menvyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

11132

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

11133

Menetapkan produk kebijakan.

1.1.134

Menerbitkan produk kebijakan.

1114

Melaksanakan kebijakan (Policy Implementation ).

11.1.41

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

1.1.1.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

1.1.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

11.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1115

Mengevaluasi kebijakan (Policy Evaluation ).

11151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

1.1.1.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

11153

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

11154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

1.1.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
keamanan dan ketahanan maritim.

1121

Menyusun agenda kebijakan (Agenda Setting ).

11211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

11212

Menyusun agenda kebijakan.

11.213

Menelaah agenda kebijakan.

11214

Menetapkan agenda kebijakan.

1.1.2.2

Merumuskan kebijakan (Policy Formulation ).

11221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

11222

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

11223

Menelaah alternatif solusi.

11224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1123

Menetapkan kebijakan (Policy Adoption ).

11231

Menvyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

1.1.232

Melaksanakan uiji publik rekomendasi kebijakan.

11233

Menetapkan produk kebijakan.

11.234

Menerbitkan produk kebijakan.

1124

Melaksanakan kebijakan (Policy Implementation ).

11241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

1.1.24.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerija.

1.1.243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

11.244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1.1.25

Mengevaluasi kebijakan (Policy Evaluation )

1.1.251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

1.1.25.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

11253

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

1.1.254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

113

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan.

1131

Menyusun agenda kebijakan (Agenda Setting ).

11311

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

11312

Menyusun agenda kebijakan.

11313

Menelaah agenda kebijakan.

11314

Menetapkan agenda kebijakan.

1.13.2

Merumuskan kebijakan (Policy Formulation ).

11321

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

11322

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

1.13.23

Menelaah alternatif solusi.

1.13.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1133

Menetapkan kebijakan (Policy Adoption ).

11331

Menvyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

11332

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

11333

Menetapkan produk kebiiakan.

11334

Menerbitkan produk kebijakan.

1134

Melaksanakan kebijakan (Policy Implementation ).

11341

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

1.13.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

11343

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

11344

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1135

Mengevaluasi kebijakan (Policy Evaluation )

11351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

1.135.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

11353

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

11354

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebiiakan.

114

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
navigasi dan keselamatan maritim.

1141

Menyusun agenda kebijakan (Agenda Setting ).

11411

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

11412

Menyusun agenda kebijakan.

11413

Menelaah agenda kebiiakan.

11414

Menetapkan agenda kebijakan.
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1.1.4.2

Merumuskan kebijakan (Policy Formulation ).

11421

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebiiakan.

11422

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

11423

Menelaah alternatif solusi.

11424

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1143

Menetapkan kebijakan (Policy Adoption ).

11431

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

11432

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

11433

Menetapkan produk kebiiakan.

11434

Menerbitkan produk kebiiakan.

1.1.4.4

Melaksanakan kebijakan (Policy Implementation ).

11441

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

11442

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

11443

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

11444

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1.1.45

Mengevaluasi kebijakan (Policy Evaluation )

11451

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

11452

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

11453

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

11454

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

1.2

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait energi dan
pertambangan

121

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
energi.

1211

Agenda Setting

12111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

12112

Menyusun agenda kebijakan.

12113

Menelaah agenda kebijakan.

12114

Menetapkan agenda kebiiakan.

1212

Policy Formulation

12121

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

12122

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

12123

Menelaah alternatif solusi.

12.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1213

Policy Adoption

12131

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

12132

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

12133

Menetapkan produk kebiiakan.

12134

Menerbitkan produk kebiiakan.

12.1.4

Policy Implementation

12141

Mentransformasikan produk kebiiakan dalam program dan kegiatan.

12.1.42

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

12.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

12.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1215

Policy Evaluation

12151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

12152

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

12153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

12154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

122

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pertambangan.

1221

Agenda Setting

12211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

12212

Menyusun agenda kebijakan.

12213

Menelaah agenda kebijakan.

12214

Menetapkan agenda kebijakan.

1222

Policy Formulation

1.2.2.2.1

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

1.2.2.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

1.2.2.23

Menelaah alternatif solusi.

1.2.2.2.4

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1223

Policy Adoption

12231

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

12232

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

12233

Menetapkan produk kebijakan.

12234

Menerbitkan produk kebijakan.

1224

Policy Implementation

12241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

12242

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

12243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

12244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1225

Policy Evaluation

12251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

12252

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

12253

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

12254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

13

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait sumber daya
maritim.

131

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan ruang laut dan pesisir.

1311

Agenda Setting

13111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

13.1.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

13.1.13

Menelaah agenda kebijakan.

13.1.14

Menetapkan agenda kebijakan.

13.1.2

Policy Formulation

13.1.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

13.1.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

13.1.23

Menelaah alternatif solusi.

13.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1313

Policy Adoption

13.131

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

13.1.3.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

13.133

Menetapkan produk kebijakan.

13.1.34

Menerbitkan produk kebijakan.

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 9




LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

13.1.4

Policy Implementation

13141

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

13.1.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

13.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

13.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1.3.15

Policy Evaluation

13151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

13152

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

13153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

13.154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

13.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perikanan tangkap.

13.21

Agenda Setting

13211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

13.21.2

Menyusun agenda kebijakan.

13.213

Menelaah agenda kebijakan.

13214

Menetapkan agenda kebiiakan.

13.2.2

Policy Formulation

13.2.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

13222

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

13.2.23

Menelaah alternatif solusi.

13.2.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

13.23

Policy Adoption

13.231

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

13.232

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

13.233

Menetapkan produk kebiiakan.

13.234

Menerbitkan produk kebiiakan.

13.2.4

Policy Implementation

13.241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

13.242

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

13.243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

13.244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

13.25

Policy Evaluation

13.251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

13.25.2

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

13.253

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

13.254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

133

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi daya.

1331

Agenda Setting

133.11

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

133.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

133.13

Menelaah agenda kebiiakan.

133.14

Menetapkan agenda kebiiakan.

1332

Policy Formulation

133.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

133.22

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

133.23

Menelaah alternatif solusi.

133.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1333

Policy Adoption

13331

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

13332

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

13333

Menetapkan produk kebijakan.

13334

Menerbitkan produk kebijakan.

1334

Policy Implementation

13341

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

13.3.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

13343

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

13.3.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1335

Policy Evaluation

13351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

13.3.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

13.3.53

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

13354

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

134

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
peningkatan daya saing.

1341

Agenda Setting

13411

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

13.4.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

13.4.13

Menelaah agenda kebijakan.

13.4.14

Menetapkan agenda kebijakan.

13.4.2

Policy Formulation

13.4.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

13.4.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

13.4.23

Menelaah alternatif solusi.

13.4.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1343

Policy Adoption

13431

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

13.4.3.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

13433

Menetapkan produk kebijakan.

13.434

Menerbitkan produk kebijakan.

13.4.4

Policy Implementation

13.4.41

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

13.4.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

13.4.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

13.444

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

13.45

Policy Evaluation

13451

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

13.4.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

13453

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

13454

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVESl IO



LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

135

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
hilirisasi sumber daya maritim.

1351

Agenda Setting

13511

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

135.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

13513

Menelaah agenda kebiiakan.

13514

Menetapkan agenda kebijakan.

1.35.2

Policy Formulation

13521

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebiiakan.

13522

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

13523

Menelaah alternatif solusi.

13524

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1353

Policy Adoption

13531

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

13532

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

13533

Menetapkan produk kebiiakan.

13534

Menerbitkan produk kebiiakan.

1354

Policy Implementation

13541

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

13.5.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

13543

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

13544

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1355

Policy Evaluation

13551

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

13.5.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

13553

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

13554

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

1.4

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait infrastruktur

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya
air.

1411

Agenda Setting

14111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

14112

Menyusun agenda kebijakan.

14113

Menelaah agenda kebiiakan.

14114

Menetapkan agenda kebiiakan.

14.1.2

Policy Formulation

14121

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

14122

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

14123

Menelaah alternatif solusi.

14124

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1413

Policy Adoption

14131

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

14132

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

14133

Menetapkan produk kebiiakan.

14134

Menerbitkan produk kebiiakan.

14.1.4

Policy Implementation

14141

Mentransformasikan produk kebiiakan dalam program dan kegiatan.

14.1.42

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

14143

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

14.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1415

Policy Evaluation

14151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

14152

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

14153

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

14154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

14.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur pengembangan wilayah.

1421

Agenda Setting

14211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

14212

Menyusun agenda kebijakan.

14213

Menelaah agenda kebijakan.

14214

Menetapkan agenda kebijakan.

1422

Policy Formulation

14221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

14222

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

14223

Menelaah alternatif solusi.

14224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1423

Policy Adoption

14231

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

14232

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

14233

Menetapkan produk kebijakan.

14234

Menerbitkan produk kebijakan.

1424

Policy Implementation

14241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

14242

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

14243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

14244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1425

Policy Evaluation

14251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

14252

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

14253

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

14254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

143

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur konektivitas.

1431

Agenda Setting

14311

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

14312

Menyusun agenda kebijakan.

14313

Menelaah agenda kebijakan.

14314

Menetapkan agenda kebijakan.

1432

Policy Formulation

14321

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

143.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

14323

Menelaah alternatif solusi.

143.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.
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1433

Policy Adoption

14331

Menvyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

1.433.2

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

14333

Menetapkan produk kebiiakan.

14334

Menerbitkan produk kebijakan.

1434

Policy Implementation

14341

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

14342

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

14343

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

14344

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1435

Policy Evaluation

14351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

14352

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

14353

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

14354

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

144

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
industri pendukung infrastruktur.

1441

Agenda Setting

14411

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

14412

Menyusun agenda kebijakan.

14413

Menelaah agenda kebijakan.

14414

Menetapkan agenda kebiiakan.

1442

Policy Formulation

14421

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

14422

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

14423

Menelaah alternatif solusi.

14424

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1443

Policy Adoption

14431

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

14432

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

14433

Menetapkan produk kebiiakan.

14434

Menerbitkan produk kebiiakan.

14.4.4

Policy Implementation

14441

Mentransformasikan produk kebiiakan dalam program dan kegiatan.

14442

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

14443

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

14.4.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1445

Policy Evaluation

14451

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

14452

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

14453

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

14454

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

145

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
industri maritim .

1451

Agenda Setting

14511

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

14512

Menyusun agenda kebijakan.

14513

Menelaah agenda kebiiakan.

14514

Menetapkan agenda kebijakan.

1452

Policy Formulation

14521

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

14522

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

14523

Menelaah alternatif solusi.

14524

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1453

Policy Adoption

14531

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

14532

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

14533

Menetapkan produk kebijakan.

14534

Menerbitkan produk kebijakan.

1454

Policy Implementation

14541

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

14542

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

14543

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

14544

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1455

Policy Evaluation

14551

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

14552

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

14553

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

14554

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

15

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait transportasi

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
industri transportasi.

1511

Agenda Setting

15111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

15.1.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

15113

Menelaah agenda kebijakan.

15114

Menetapkan agenda kebijakan.

15.1.2

Policy Formulation

15121

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

15.1.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

15.1.23

Menelaah alternatif solusi.

15.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1513

Policy Adoption

15131

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

15.1.3.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

15.133

Menetapkan produk kebijakan.

15134

Menerbitkan produk kebijakan.

15.1.4

Policy Implementation

15141

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

15.1.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

15.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

15.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.
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1515

Policy Evaluation

15151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

15152

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

15153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

15154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

1.6

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait pengelolaan
lingkungan.

161

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi
sumber daya alam.

1611

Agenda Setting

16111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

16.1.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

16.1.13

Menelaah agenda kebiiakan.

16.1.14

Menetapkan agenda kebiiakan.

16.1.2

Policy Formulation

16.1.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

16.1.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

16.1.23

Menelaah alternatif solusi.

16.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

16.13

Policy Adoption

16.131

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

16.1.32

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

16.133

Menetapkan produk kebiiakan.

16.1.34

Menerbitkan produk kebiiakan.

16.1.4

Policy Implementation

16.1.41

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

16.1.42

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

16.143

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

16.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

16.15

Policy Evaluation

16.151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

16.1.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerija program kebijakan.

16.153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

16.1.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

16.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan sampah dan limbah.

16.2.1

Agenda Setting

16.21.1

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

16.21.2

Menyusun agenda kebijakan.

16.213

Menelaah agenda kebiiakan.

16214

Menetapkan agenda kebiiakan.

16.2.2

Policy Formulation

16.2.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

16.2.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

16.2.23

Menelaah alternatif solusi.

16224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

16.2.3

Policy Adoption

16.231

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

16.23.2

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

16.233

Menetapkan produk kebiiakan.

16.234

Menerbitkan produk kebijakan.

16.2.4

Policy Implementation

16.24.1

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

16.24.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

16.243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

16.244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

16.25

Policy Evaluation

16.25.1

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

1.6.2.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

16.253

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

16.254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

163

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan.

163.1

Agenda Setting

163.11

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

163.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

163.13

Menelaah agenda kebijakan.

163.14

Menetapkan agenda kebijakan.

163.2

Policy Formulation

163.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

16.3.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

163.23

Menelaah alternatif solusi.

163.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1633

Policy Adoption

16331

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

16.3.32

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

16333

Menetapkan produk kebijakan.

16334

Menerbitkan produk kebijakan.

1634

Policy Implementation

16341

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

1.6.3.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

16.3.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

163.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1635

Policy Evaluation

17351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

1.7.3.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

17353

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

17354

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
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1.7

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait pengelolaan
kehutanan.

171

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
planologi kehutanan dan tata lingkungan.

1711

Agenda Setting

17111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

17112

Menyusun agenda kebijakan.

17113

Menelaah agenda kebiiakan.

17114

Menetapkan agenda kebijakan.

1.7.1.2

Policy Formulation

17121

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebiiakan.

1.7.1.22

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

1.7.1.23

Menelaah alternatif solusi.

17.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

17.13

Policy Adoption

17131

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

17.132

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

17.133

Menetapkan produk kebiiakan.

17.134

Menerbitkan produk kebiiakan.

17.1.4

Policy Implementation

17.1.41

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

17.1.42

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

17.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

17.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1.7.15

Policy Evaluation

17151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

17.1.52

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

17.153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

17154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

1.7.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk kehutanan dan jasa
lingkungan.

1721

Agenda Setting

17211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

17212

Menyusun agenda kebijakan.

17213

Menelaah agenda kebiiakan.

17214

Menetapkan agenda kebiiakan.

17.2.2

Policy Formulation

17221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

17222

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

17223

Menelaah alternatif solusi.

17224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1723

Policy Adoption

17231

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

17232

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

17233

Menetapkan produk kebiiakan.

17234

Menerbitkan produk kebiiakan.

17.2.4

Policy Implementation

17241

Mentransformasikan produk kebiiakan dalam program dan kegiatan.

17242

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

17243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

17244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1.7.25

Policy Evaluation

17251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

17.252

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

17253

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

17254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

1.8

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait pariwisata.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata berkelanjutan.

18.1.1

Agenda Setting

18.1.11

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

18.1.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

18.1.13

Menelaah agenda kebijakan.

18.1.14

Menetapkan agenda kebijakan.

18.1.2

Policy Formulation

18.1.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

18.1.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

18.1.23

Menelaah alternatif solusi.

18.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1813

Policy Adoption

18131

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

18.1.3.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

18133

Menetapkan produk kebijakan.

18.1.34

Menerbitkan produk kebijakan.

18.1.4

Policy Implementation

18.1.41

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

18.1.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

18.143

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

18.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

18.15

Policy Evaluation

18.1.51

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

18.1.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

18.153

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

18.1.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

18.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan pariwisata.

1821

Agenda Setting

18211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

18.2.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

18213

Menelaah agenda kebijakan.

18214

Menetapkan agenda kebijakan.

1822

Policy Formulation

18221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

18222

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

18223

Menelaah alternatif solusi.

18224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.
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1823

Policy Adoption

1.8.23.1

Menvyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

1.8.2.3.2

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

1.8.23.3

Menetapkan produk kebiiakan.

18234

Menerbitkan produk kebijakan.

18.2.4

Policy Implementation

18.2.4.1

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

1.8.2.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

1.8.243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

18.2.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

18.25

Policy Evaluation

18251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

18.2.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

18.2.53

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

18.2.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

183

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual pariwisata.

183.1

Agenda Setting

183.11

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

183.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

183.13

Menelaah agenda kebijakan.

183.14

Menetapkan agenda kebiiakan.

183.2

Policy Formulation

183.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

183.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

183.23

Menelaah alternatif solusi.

183.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1833

Policy Adoption

18331

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

18332

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

18333

Menetapkan produk kebiiakan.

18334

Menerbitkan produk kebiiakan.

1834

Policy Implementation

18341

Mentransformasikan produk kebiiakan dalam program dan kegiatan.

183.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

183.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

183.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

1835

Policy Evaluation

18351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

1.83.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kineria program kebijakan.

1.83.53

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

183.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

184

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia pariwisata.

184.1

Agenda Setting

184.1.1

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

18.4.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

184.13

Menelaah agenda kebiiakan.

184.14

Menetapkan agenda kebijakan.

1.8.4.2

Policy Formulation

184.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

18.4.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

184.23

Menelaah alternatif solusi.

18.4.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1843

Policy Adoption

18431

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

1.8.4.3.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

18433

Menetapkan produk kebijakan.

18434

Menerbitkan produk kebijakan.

18.4.4

Policy Implementation

18.4.4.1

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

1.8.4.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

18.4.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

18.4.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1845

Policy Evaluation

18451

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

1.8.4.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

1.8.4.53

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

1.8.4.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

1.9

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait ekonomi kreatif.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan terkait
pengembangan ekonomi kreatif.

19.11

Agenda Setting

19.1.1.1

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

19.1.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

19.1.13

Menelaah agenda kebijakan.

19.1.14

Menetapkan agenda kebijakan.

19.1.2

Policy Formulation

19.1.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

19.1.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

19.1.23

Menelaah alternatif solusi.

19.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

19.13

Policy Adoption

19.131

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

19.13.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

19.133

Menetapkan produk kebijakan.

19.1.34

Menerbitkan produk kebijakan.

19.1.4

Policy Implementation

19.1.41

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

19.1.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

19.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

19.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.
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LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

19.15

Policy Evaluation

19151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

19.152

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

19.153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

19.154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

1.9.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan ekonomi kreatif.

19.21

Agenda Setting

19211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

1.9.2.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

1.9.2.13

Menelaah agenda kebiiakan.

19.2.14

Menetapkan agenda kebiiakan.

19.2.2

Policy Formulation

19.221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

19.2.22

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

19.223

Menelaah alternatif solusi.

19.224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

19.23

Policy Adoption

19.231

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

19.232

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

19.233

Menetapkan produk kebiiakan.

19.234

Menerbitkan produk kebiiakan.

19.2.4

Policy Implementation

19.241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

19.24.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

19.243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

19.244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

19.25

Policy Evaluation

19.251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

19.25.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerija program kebijakan.

19.253

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

19.254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

193

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual ekonomi kreatif.

1931

Agenda Setting

193.11

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

193.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

193.13

Menelaah agenda kebiiakan.

193.14

Menetapkan agenda kebiiakan.

1932

Policy Formulation

193.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

193.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

19.3.23

Menelaah alternatif solusi.

193.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1933

Policy Adoption

19331

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

19332

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

19333

Menetapkan produk kebiiakan.

19334

Menerbitkan produk kebijakan.

1934

Policy Implementation

19341

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

19.3.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

19343

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

19.3.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

1935

Policy Evaluation

19351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

19.3.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

19.3.53

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

19.3.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

19.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia ekonomi kreatif.

1941

Agenda Setting

193.11

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

19.3.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

193.13

Menelaah agenda kebijakan.

193.14

Menetapkan agenda kebijakan.

19.4.2

Policy Formulation

193.21

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

19.3.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

19.3.23

Menelaah alternatif solusi.

19.3.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

1943

Policy Adoption

19331

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

19.3.3.2

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

19333

Menetapkan produk kebijakan.

19334

Menerbitkan produk kebijakan.

19.4.4

Policy Implementation

19341

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

19.3.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

19.3.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

19.3.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

19.45

Policy Evaluation

19351

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

19.3.5.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

19.3.53

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

19.3.54

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.
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LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis
2 |Pengendalian 2.1 |Pengendalian pelaksanaan | 2.1.1 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait hukum | 2.1.1.1 [Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.1.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
pelaksanaan kebijakan kebijakan terkait dan perjanjian maritim. 2.1.1.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
bidang kemaritiman. kedaulatan maritim. 2.1.1.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.1.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.1.1.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.1.2 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.1.2.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.2.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
keamanan dan ketahanan maritim. 2.1.2.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.1.2.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.2.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.1.2.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.1.3 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.1.3.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.3.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan. 2.1.3.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.1.3.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.3.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.1.3.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.1.4 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.1.4.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.4.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
navigasi dan keselamatan maritim. 2.1.4.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.1.4.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.1.4.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.1.4.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.2 |Pengendalian pelaksanaan | 2.2.1 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait energi. | 2.2.1.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.2.1.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
kebijakan terkait energi dan 2.2.1.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
pertambangan. 2.2.1.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.2.1.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.2.1.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.2.2 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.2.2.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.2.2.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
pertambangan. 2.2.2.1.2 |Menvyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebiiakan.
2.2.2.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.2.2.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.2.2.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.3 |Pengendalian pelaksanaan | 2.3.1 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.3.1.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.1.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
kebijakan terkait sumber pengelolaan ruang laut dan pesisir. 2.3.1.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
daya maritim. 2.3.1.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.1.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.3.1.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.3.2 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.3.2.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.2.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
pengelolaan perikanan tangkap. 2.3.2.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.3.2.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.2.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.3.2.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
2.3.3 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.3.3.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.3.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
pengembangan perikanan budi daya. 2.3.3.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.3.3.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.3.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.3.3.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.3.4 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.3.4.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.4.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
peningkatan daya saing. 2.3.4.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.3.4.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.4.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.3.4.2.1 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.3.5 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.3.5.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.5.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
hilirisasi sumber daya maritim. 2.3.5.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.3.5.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.3.5.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.3.5.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.4 |Pengendalian pelaksanaan | 2.4.1 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.4.1.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.1.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
kebijakan terkait infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya 2.4.1.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
infrastruktur. air. 2.4.1.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.1.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.4.1.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.4.2 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.4.2.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.2.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
infrastruktur pengembangan wilayah. 2.4.2.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.4.2.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.2.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.4.2.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.4.3 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.4.3.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.3.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
infrastruktur konektivitas. 2.4.3.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.4.3.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.3.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.4.3.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.4.4 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.4.4.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.4.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
industri pendukung infrastruktur. 2.4.4.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.4.4.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.4.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.4.4.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.4.5 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 2.4.5.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.5.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
industri maritim. 2.4.5.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
2.4.5.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.4.5.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
2.4.5.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
2.5 |Pengendalian pelaksanaan | 2.5.1 |Pengendalian pelaksanaan terkait industri 2.5.1.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.5.1.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
kebijakan terkait transportasi 2.5.1.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
transportasi. 2.5.1.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 2.5.1.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
2.5.1.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
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LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

2.6

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

26.1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi
sumber daya alam.

26.1.1

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

26111

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

2.6.1.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebiiakan.

2.6.1.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

2.6.1.2.1

Mengukur capaian rencana aksi.

2.6.1.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

262

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan sampah dan limbah.

2.6.2.1

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

2.6.2.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

2.6.2.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebiiakan.

2.6.2.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

2.6.2.2.1

Mengukur capaian rencana aksi.

26.2.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

263

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan.

26.3.1

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

263.11

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

2.6.3.12

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

26.3.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

26.3.21

Mengukur capaian rencana aksi.

2.6.3.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

2.7

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
planologi kehutanan dan tata lingkungan.

2711

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

27111

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

27112

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

27.1.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

27121

Mengukur capaian rencana aksi.

2.7.1.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

272

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait produk
kehutanan dan jasa lingkungan.

2721

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

27211

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

27212

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

2722

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

27221

Mengukur capaian rencana aksi.

27222

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

2.8

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pariwisata.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata berkelanjutan.

28.1.1

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

28.1.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

28.1.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

28.1.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

28.1.21

Mengukur capaian rencana aksi.

2.8.1.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

282

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait akses
permodalan pariwisata.

2821

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

28211

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

2.8.2.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

2822

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

28221

Mengukur capaian rencana aksi.

28222

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

283

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual pariwisata.

2831

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

283.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

2.83.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

2832

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

2.83.21

Mengukur capaian rencana aksi.

2.83.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.

284

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia pariwisata.

284.1

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

284.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebiiakaan.

2.8.4.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

2842

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

284.21

Mengukur capaian rencana aksi.

2.8.4.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

29

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi
kreatif.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan ekonomi kreatif.

2911

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.11.1

Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.

29.1.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

29.1.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.1.21

Mengukur capaian rencana aksi.

29.1.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

29.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait akses
pemodalan ekonomi kreatif.

29.21

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.21.1

Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.

29.2.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

29.2.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.2.21

Mengukur capaian rencana aksi.

29.2.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

293

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual ekonomi kreatif.

2931

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

293.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.

29.3.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

2932

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.3.21

Mengukur capaian rencana aksi.

29.3.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

294

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia ekonomi kreatif.

2941

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.4.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.

29.4.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

29.4.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

29.4.21

Mengukur capaian rencana aksi.

29.4.2.2

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.

Koordinasi dan
sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan
bidang investasi.

31

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait percepatan
investasi.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
strategi dan kebijakan percepatan investasi.

3111

Agenda Setting

31111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

31112

Menyusun agenda kebijakan.

31113

Menelaah agenda kebijakan.

31114

Menetapkan agenda kebijakan.

3.1.1.2

Policy Formulation

31121

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

31122

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

31123

Menelaah alternatif solusi.

3.1.1.24

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

3113

Policy Adoption

31131

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

31132

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

3.1.133

Menetapkan produk kebijakan.

3.1.134

Menerbitkan produk kebijakan.

3114

Policy Implementation

31141

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

3.1.1.4.2

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

3.1.1.43

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

3.1.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.
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LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

Kode

Proses Bisnis

3.1.15

Policy Evaluation

31151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

3.1.15.2

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

3.1.153

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

3.1.154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

312

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan
badan usaha.

3.1.21

Agenda Setting

31211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

3.1.2.1.2

Menyusun agenda kebijakan.

3.1.2.13

Menelaah agenda kebiiakan.

31214

Menetapkan agenda kebiiakan.

3122

Policy Formulation

31221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

31222

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

31223

Menelaah alternatif solusi.

31224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

3.1.23

Policy Adoption

31231

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

3.1.232

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

3.1.233

Menetapkan produk kebiiakan.

3.1.234

Menerbitkan produk kebiiakan.

3124

Policy Implementation

31241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

3.1.2.42

Menyusun indikator dan ukuran capaian kineria.

3.1.243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebiiakan.

3.1.2.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebiiakan.

3.1.25

Policy Evaluation

3.1.251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebiiakan.

3.1.252

Menyusun instrumen pengukuran kinerija program kebijakan.

3.1.253

Melakukan analisis kineria program kebiiakan.

3.1.254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kineria program kebiiakan.

32

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan
terkait pengelolaan produk
investasi.

3.21

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi bidang jasa.

3211

Agenda Setting

32111

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

32112

Menyusun agenda kebijakan.

32113

Menelaah agenda kebiiakan.

32114

Menetapkan agenda kebiiakan.

3.21.2

Policy Formulation

32121

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

32122

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

32123

Menelaah alternatif solusi.

32124

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

3213

Policy Adoption

32131

Menvyosialisasikan rekomendasi kebiiakan.

32132

Melaksanakan uii publik rekomendasi kebiiakan.

32133

Menetapkan produk kebiiakan.

32134

Menerbitkan produk kebijakan.

3214

Policy Implementation

32141

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

32142

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

32143

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

32.1.44

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

3.2.15

Policy Evaluation

32151

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

32152

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

32153

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

32154

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

322

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi strategis.

3221

Agenda Setting

32211

Menginventarisasi isu privat dan isu publik.

32212

Menyusun agenda kebijakan.

32213

Menelaah agenda kebijakan.

32214

Menetapkan agenda kebijakan.

3222

Policy Formulation

32221

Merumuskan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan.

3.2.2.2.2

Menetapkan fokus dan alternatif solusi.

32223

Menelaah alternatif solusi.

32224

Menetapkan rekomendasi kebijakan.

3223

Policy Adoption

32231

Menyosialisasikan rekomendasi kebijakan.

32232

Melaksanakan uji publik rekomendasi kebijakan.

32233

Menetapkan produk kebijakan.

32234

Menerbitkan produk kebijakan.

3224

Policy Implementation

32241

Mentransformasikan produk kebijakan dalam program dan kegiatan.

32242

Menyusun indikator dan ukuran capaian kinerja.

32243

Merumuskan asumsi kendala dan alternatif solusi pelaksanaan kebijakan.

32244

Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam pemberlakuan kebijakan.

3.2.25

Policy Evaluation

32251

Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan.

32252

Menyusun instrumen pengukuran kinerja program kebijakan.

32253

Melakukan analisis kinerja program kebijakan.

32254

Menetapkan rekomendasi perbaikan kinerja program kebijakan.

Pengendalian
pelaksanaan kebijakan
bidang investasi.

4.1

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
percepatan investasi.

411

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait
strategi dan kebijakan percepatan investasi.

4111

Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

411.1.1

Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.

4.1.1.1.2

Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.

4.1.1.2

Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan.

41121

Mengukur capaian rencana aksi.

41122

Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
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LEVEL-0 LEVEL-1 LEVEL-2 LEVEL-3 LEVEL-4

Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis
4.1.2 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 4.1.2.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 4.1.2.1.1 [Menvusun standar pelaksanaan kebiiakaan.
pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan 4.1.2.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
badan usaha. 4.1.2.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 4.1.2.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
4.1.2.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
4.2 |Pengendalian pelaksanaan | 4.2.1 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 4.2.1.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 4.2.1.1.1 [Menvusun standar pelaksanaan kebiiakaan.
kebijakan terkait pengelolaan investasi bidang jasa. 4.2.1.1.2 |Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
pengelolaan produk 4.2.1.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 4.2.1.2.1 [Mengukur capaian rencana aksi.
investasi. 4.2.1.2.2 |Menvusun keseniangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebiiakan.
4.2.2 |Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait 4.2.2.1 |Menyusun rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 4.2.2.1.1 |Menyusun standar pelaksanaan kebijakaan.
pengelolaan investasi strategis. 4.2.2.1.2 [Menyusun instrumen pengendalian pelaksanaan kebijakan.
4.2.2.2 |Melaksanakan rencana aksi pengendalian implementasi kebijakan. 4.2.2.2.1 |Mengukur capaian rencana aksi.
4.2.2.2.2 |Menyusun kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar pelaksanaan kebijakan.
LEVEL-0 LEVEL-1 LEVEL-2 LEVEL-3 LEVEL-4
Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Kode Proses Bisnis
5 |Pengelolaan organisasi 5.1 |Pengelolaan organisasi 5.1.1 |Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi. 5.1.1.1 |Menetapkan Tim Penataan Organisasi.
dan tata laksana. yang tepat ukuran (right 5.1.1.2 |Mengkaii peraturan perundang-undangan vang berlaku.
size ) dan tepat fungsi 5.1.1.3 [Mengolah dan menganalisis data.
(right function ). 5.1.1.4 |Menyusun laporan hasil evaluasi kelembagaan dan rancangan struktur organisasi (naskah
akademik).
5.1.2 |Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban 5.1.2.1 [Menetapkan Tim Penyusun ANJAB ABK.
kerja. 5.1.2.2 |Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.

5.1.2.3 |Memvalidasi usulan unit kerja.

5.1.2.4 |Menetapkan dokumen ANJAB ABK dan proyeksi kebutuhan formasi jabatan Kemenko Marves.

5.1.3 |Pelaksanaan evaluasi jabatan. 5.1.3.1 |Menetapkan Tim Penyusun dokumen Evaluasi Jabatan.

5.1.3.2 |Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.

5.1.3.3 |Memvalidasi nilai informasi faktor jabatan.

5.1.3.4 [Menetapkan dokumen Evaluasi Jabatan dan Kepmenko tentang Kelas Jabatan pada Kemenko

Marves.
5.1.4 |Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar 5.1.4.1 |[Menetapkan Tim Penyusun Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.
Kompetensi Jabatan. 5.1.4.2 |Melakukan pengumpulan data dari unit keria.

5.1.4.3 |Memvalidasi usulan unit keria.

5.1.4.4 |Menetapkan Permenko tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan Kemenko

Marves.
5.2 |Pengelolaan tata laksana 5.2.1 |Pemetaan Proses Bisnis. 5.2.1.1 |Menetapkan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kemenko Marves.
yang efektif dan efisien. 5.2.1.2 |Melakukan pengumpulan data dari unit kerija.

5.2.1.3 |Memvalidasi usulan unit kerja.

5.2.1.4 |Menetapkan Permenko tentang Peta proses Bisnis Kemenko Marves.

5.2.2 |Penyusunan Standar Operasional Prosedur. 5.2.2.1 |[Menetapkan Tim Penyusun SOP Kemenko Marves.

5.2.2.2 |Melakukan pengumpulan data dari unit kerja.

5.2.2.3 |Memvalidasi rancangan SOP usulan unit kerja.

5.2.2.4 |Mengesahkan SOP unit kerja.

5.2.2.5 |Menetapkan Kepmenko tentang SOP pada Kemenko Marves.

6 |Pengelolaan sumber daya| 6.1 |Perencanaan kebutuhan 6.1.1 |Penyusunan rencana formasi dan kebutuhan 6.1.1.1 |Menetapkan panitia seleksi penerimaan pegawai.

manusia (human capital ). dan penataan pegawai. pegawai. 6.1.1.2 |Mengkaiji peraturan perundang-undangan dan dokumen ANJAB ABK.

6.1.1.3 |Mengolah dan menganalisis data.

6.1.1.4 |Menyusun laporan hasil penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai.

6.1.1.5 |Menyampaikan rencana formasi dan kebutuhan pegawai kepada instansi terkait.

N

6.2 |Perekrutan pegawai. 6.2.1 |Persiapan pelaksanaan rekrutmen pegawai. 6.2.1.1 |Menyusun rencana rekrutmen pegawai.

6.2.1.2 |Pengumuman lowongan formasi pegawai.

6.2.1.3 |Pelamaran lowongan formasi pegawai.

6.2.2 |Pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi.| 6.2.2.1 |Melaksanakan seleksi administrasi.

6.2.2.2 |Melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

6.2.2.3 |Melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

6.2.2.4 |Mengumumkan hasil seleksi.

6.2.3 |Pengangkatan dan masa percobaan CPNS. 6.2.3.1 |Melaksanakan pemberkasan dan penetapan NIP CPNS.

6.2.3.2 |Melaksanakan pengangkatan menjadi CPNS.

6.2.3.3 |Melaksanakan masa percobaan CPNS.

6.2.4 |Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan | 6.2.4.1 |Mengangkat CPNS menijadi PNS.

sumpah. 6.2.4.2 |Memberhentikan CPNS yang tidak memenuhi syarat.
6.2.4.3 |Mengambil sumpah/janii PNS.
6.3 |Pengembangan kompetensi| 6.3.1 |Penyelengaaran asesmen pegawai (individual 6.3.1.1 |Memperbarui basis data kompetensi pegawai.
pegawai. assesment ). 6.3.1.2 |Menvyiapkan lembaga asesmen (c ment centre ) peg.
6.3.1.3 |Melaksanakan asesmen pegawai.
6.3.2 |Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan 6.3.2.1 |Mengukur dan menganalisis kesenjiangan kompetensi pegawai.
kompetensi pegawai. 6.3.2.2 |Mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

6.3.2.3 |Memperbarui basis data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.
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LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis
6.3.3 |Penyusunan rencana pengembangan kompetensi 6.3.3.1 |Melakukan verifikasi data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.
pegawai. 6.3.3.2 |Mengembangkan kurikulum, jalur, dan jenis pengembangan pegawai.
6.3.3.3 |Menyusun rencana pelaksanaan pengembangan pegawai.
6.3.4 |Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai. | 6.3.4.1 |Menetapkan rencana pelaksanaan pengembangan pegawai.
6.3.4.2 |Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai.
6.3.4.3 |Menyusun laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.
6.3.4.4 |Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.
6.3.4.5 |Memperbarui basis data pengembangan pegawai.
6.4 |Penyelengaraan evaluasi 6.4.1 |Penyusunan rencana kinerja pegawai. 6.4.1.1 |Menyusun Sasaran Kerja Pegawai.
kinerja pegawai. 6.4.1.2 |Menetapkan Sasaran Kerja Pegawai.
6.4.1.3 |Pengembangan sistem informasi kineria.
6.4.2 |Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai. 6.4.2.1 |Memantau kinerja pegawai.
6.4.2.2 |Mengukur dan memberikan penilaian kineria/Sasaran Keria Pegawai.
6.4.2.3 |Menetapkan hasil penilaian kineria pegawai.
6.4.3 |Perumusan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai. | 6.4.3.1 |Membuat laporan kineria pegawai.
6.4.3.2 |Memberikan penghargaan/sanksi kineria pegawai.
6.5 [Pengembangan sistem 6.5.1 [Penyusunan rancangan unsur pola karier. 6.5.1.1 |Mengidentifikasi jabatan dalam organisasi.
karier pegawai. 6.5.1.2 |Menginventarisasi syarat semua jabatan dalam organisasi.
6.5.1.3 |Menginventarisasi standar kompetensi semua jabatan dalam organisasi.
6.5.1.4 |Menetapkan kategori/rumpun jabatan.
6.5.2 |Penyusunan rancangan alur karier (career path) 6.5.2.1 |Menviapkan dan memperbarui informasi terkait pendidikan dan usia pegawai.
pegawai: regular dan fast track . 6.5.2.2 |Menyiapkan dan memperbarui informasi terkait kepangkatan dan masa keria pegawai.
6.5.3 [Penyusunan rancangan pola perpindahan jabatan 6.5.3.1 |Merancang pola perpindahan jabatan horizontal.
(succession plan ) dan dukungan administrasi 6.5.3.2 |Merancang pola perpindahan jabatan vertikal.
pensiun pegawai. 6.5.3.3 [Merancang pola perpindahan jabatan diagonal.
6.5.3.3 |Memberikan dukungan administrasi pensiun pegawai.
7 |Pengelolaan TIK dan 7.1 |Pengelolaan TIK 7.1.1 |Pengelolaan infrastruktur 7.1.1.1 [Mengelola server.
Publikasi. 7.1.1.2 |Mengelola Internet Service Provider (ISP).
7.1.2 |Pengelolaan data 7.1.2.1 |Mengumpulkan data.
7.1.2.2 |Memverifikasi data.
7.1.2.3 |Melakukan input data.
7.1.2.4 |Mempublikasikan data.
7.1.3 |Pengelolaan sistem informasi 7.1.3.1 |Melakukan analisis kebutuhan sistem.
7.1.3.2 |Melakukan desain sistem.
7.1.3.3 |Melakukan implementasi sistem (coding and deployment).
7.1.3.4 |Melakukan testing/user acceptance test.
7.1.3.5 |Melakukan maintenance sistem.
7.1.3.6 |Melakukan evaluasi sistem.
7.1.4 |Pemberian dukungan layanan TIK 7.1.4.1 |Mengelola permohonan dukungan layanan TIK.
7.1.4.2 |Melakukan penjadwalan dukungan layanan TIK.
7.1.4.3 |Memberikan dukungan layanan TIK.
7.2 |Pengelolaan publikasi dan 7.2.1 |Pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 7.2.1.1 [Mengelola pelaksanaan komunikasi publik yang efektif.
hubungan masyarakat. 7.2.1.2 |Melaksanakan peliputan, publikasi dan dokumentasi kegiatan Kemenko Marves.
7.2.1.3 |Menyiapkan bahan publikasi kebijakan bidang kemaritiman dan investasi.
7.2.1.4 |Menyosialisasikan kebijakan bidang kemaritiman dan investasi.
7.2.1.5 |Melaksanakan komunikasi dengan media massa, antar lembaga dan masyarakat.
7.2.2 |Pengelolaan opini publik 7.2.2.1 |Membangun jaringan komunikasi publik untuk pemantauan berita.
7.2.2.2 |Menganalisis kebutuhan publikasi dan isu hubungan masvarakat.
7.2.2.3 |Menganalisis isu yang berkembang tentang Kemenko Marves dan menyiapkan counter opinion (jika
diperlukan).
8 |Pengelolaan anggaran 8.1 |Penyusunan dokumen 8.1.1 |Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis 8.1.1.1 |Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kemenko Marves.
dan keuangan. perencanaan Kementerian Koordinator dan Unit. 8.1.1.2 |Melakukan pengumpulan bahan dari unit keria.
8.1.1.3 |Melakukan telaah dan analisis sesuai peraturan perundang-undangan bersama unit keria.
8.1.1.4 |Menyusun rancangan Rencana Strategis Kementerian Koordinator dan Unit.
8.1.1.5 |Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Koordinator dan Unit. (Permenko)
8.1.2 |Penyusunan Rencana Kerja Kemenko Marves. 8.1.1.1 |Melakukan pengumpulan bahan dari unit keria.
8.1.1.2 |Melakukan telaah dan analisis sesuai peraturan perundang-undangan bersama unit keria.
8.1.1.3 |Menyusun rancangan Rencana Kerja Kemenko Marves.
8.1.1.4 |Menetapkan Rencana Keria Kemenko Marves.
8.2 |Penyusunan rencana 8.2.1 |Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) 8.2.1.1 |Menyusun RKA sesuai Surat Bersama.
anggaran kementerian. 8.2.1.2 |Membahas RKA dengan Bappenas dan Kemenkeu.
8.2.1.3 |Membahas RKA dengan DPR.
8.2.1.4 |Menyampaikan RKA dan mengoordinasikan penerbitan DIPA Kemenko Marves.
8.3 |Pengelolaan keuangan 8.3.1 |Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi 8.3.1.1 |Mengelola keuangan dan pengadministrasian dokumen keuangan.
keuangan dan perbendaharaan 8.3.1.2 |Mengelola pembayaran gaiji dan hak pegawai lainnya.
8.3.1.3 |Melakukan pembukuan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara.
8.3.1.4 |Melakukan administrasi perpaiakan Kemenko Marves.
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LEVEL-0

LEVEL-1

LEVEL-2

LEVEL-3

LEVEL-4

Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis
8.3.2 |Pelaksanaan verifikasi keuangan dan tindak lanjut 8.3.2.1 |Melaksanakan verifikasi keuangan.
laporan hasil verifikasi 8.3.2.2 |Menindaklaniuti laporan hasil verifikasi.
8.3.2.3 |Melakukan pengarsipan berkas pertanggungiawaban keuangan
8.3.3 |Pelaksanaan koordinasi akuntansi, dan penyusunan| 8.3.3.1 |Melakukan pelaporan keuangan secara periodik.
laporan keuangan 8.3.3.2 |Melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan
9 |Pengelolaan 9.1 |Pengelolaan kearsipan 9.1.1 |Penciptaan arsip 9.1.1.1 |Membuat arsip.
ketatausahaan dan BMN. 9.1.1.2 |Menerima arsip.
9.1.2 |Penggunaan arsip 9.1.2.1 |Mengklasifikasi arsip.
9.1.2.2 |Mendistribusikan arsip.
9.1.3 [Penyimpanan arsip 9.1.3.1 [Memelihara arsip.
9.1.3.2 |Menvimpan arsip.
9.1.3.3 |Penyusutan arsip.
9.2 |Pengelolaan Persuratan 9.2.1 |Pengelolaan surat masuk 9.2.1.1 |Menerima dan mencatat/mengagendakan surat masuk.
9.2.1.2 |Mendistribusikan surat kepada tujuan surat (internal).
9.2.2 |Pengelolaan surat keluar 9.2.2.1 [Memberikan penomoran surat secara terpusat.
9.2.2.2 |Mengirimkan surat kepada tujuan surat (eksternal).
9.3 |Pengelolaan Barang Milik 9.3.1 |Pencatatan asal perolehan Barang Milik Negara 9.3.1.1 |[Mencatatkan barang vang diperoleh dari belania APBN.
Negara Mencatatkan barang yang diperoleh dari sumber lain: hibah, perianiian, putusan pengadilan, dil.
9.3.2 |Pengelolaan barang Barang Milik Negara Mencatat dan menetapkan status penggunaan barang.
Mencatat dan menetapkan pemanfaatan barang.
Mencatat pemindahtanganan barang: peniualan, hibah, penvertaan modal, atau tukar-menukar.
Mencatat penghapusan barang: lelang, rusak, dll.
Mempertanggungiawabkan.
10 |Pelaksanaan sistem 10.1 |Pengelolaan Kinerja 10.1.1 |Penyusunan Perjanjian Kinerja Menvyusun indikator kineria.
pengendalian internal Menetapkan target kineria.
dan akuntabilitas kinerja Melaksanakan perianiian kineria.
organisasi 10.1.2 |Monitoring dan evaluasi Kinerja Melaksanakan pemantauan kineria.
Melaksanakan evaluasi/pengukuran kineria.
10.1.3 |Penyusunan Laporan Kinerja Menyusun laporan kerja.
Menvaiikan laporan kineria.
10.1.4 |Reviu atas Laporan Kineria Mereviu atas laporan kineria.
10.1.5 |Evaluasi atas implementasi SAKIP Melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP.
10.2 |Pelaksanaan Sistem 10.2.1 | Pelaksanaan Penilaian Mandiri maturitas SPIP Melakukan perencanaan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.
Pengendalian Internal Melaksanakan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.
(SPIP) Menyusun laporan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.
Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Quality Assurance dari BPKP atas Penilaian Mandiri maturitas
SPIP.
10.2.2 |Pelaksanaan penilaian risiko Mengidentifikasi risiko.
Menganalisis risiko.
Mengevaluasi risiko.
11 [Dukungan perancangan 11.1 |Dukungan perancangan 11.1.1 |Penyusunan rancangan peraturan perundang- Menginventarisasi dan menetapkan kebutuhan rancangan peraturan.
peraturan perundang- peraturan perundang- undangan (internal) Menyusun rancangan peraturan secara teknis.
undangan, advokasi undangan. Membahas dan menganalisis rancangan peraturan menurut hukum.
hukum, persidangan, dan Melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan ke KemenkumHAM.
protokol Menetapkan dan mendaftarkan peraturan ke Berita Negara.
Membuat salinan peraturan.
11.1.2 |Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang- Menginventarisasi dan menetapkan kebutuhan rancangan rekomendasi peraturan.
undangan dan penyusunan rekomendasi peraturan Mengevaluasi peraturan secara teknis.
perundang-undangan (Internal dan eksternal) Mengevaluasi peraturan secara hukum.
Menyusun rekomendasi peraturan dan memberikan ke pemrakarsa.
11.1.3 |Pemberian dukungan perancangan naskah hukum Menginventarisasi dan menetapkan kebutuhan rancangan naskah hukum.
non peraturan Menyusun rancangan naskah hukum secara teknis.
Menganalisis rancangan naskah hukum.
Menyusun rancangan naskah hukum dan memberikan ke pemrakarsa.
11.2 |Dukungan advokasi hukum | 11.2.1 |Pelaksanaan advokasi hukum Menentukan isu advokasi.
Mengumpulkan data pendukung.
Menganalisis data.
Membangun jaringan.
Menyusun strategi advokasi.
Melaksanakan advokasi.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan advokasi.
11.2.2 |Pelaksanaan informasi hukum Mengumpulkan dokumen hukum.

Mengklasifikasi dokumen dalam katalog.

Mengembangkan arsip digital.

Membangun jaringan (JDIH).
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LEVEL-0 LEVEL-1 LEVEL-2 LEVEL-3 LEVEL-4

Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis Kode Proses Bisnis

11.3 |Dukungan Persidangan 11.3.1 [Penyiapan bahan rapat Menteri Koordinator 11.3.1.1 [Menviapkan bahan rapat koordinasi Menteri Koordinator.

11.3.1.2 |Menyiapkan bahan rapat Menteri Koordinator sebagai Keynote Speaker.

11.3.1.3 |Menyiapkan bahan rapat terbatas kabinet untuk Menteri Koordinator.

11.3.2 |Pelaksanaan rapat koordinasi Menteri Koordinator | 11.3.2.1 [Melakukan fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi.

11.3.2.2 |Melakukan koordinasi pengumpulan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi.

11.3.2.3 |Melakukan koordinasi dengan unit penanggung jawab dan protokol Menteri Koordinator.

11.3.3 [Perumusan hasil rapat koordinasi Menteri 11.3.3.1 |Menvyusun draf risalah hasil rapat koordinasi.
Koordinator 11.3.3.2 |Melakukan koordinasi untuk persetujuan dari unit penanggung jawab rapat koordinasi.
11.3.3.3 |Mencetak risalah hasil rapat koordinasi dengan security paper.
11.3.4 [Pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi 11.3.4.1 |Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator.
Menteri Koordinator
11.4 |Dukungan Keprotokolan 11.4.1 |Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan 11.4.1.1 |Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keprotokolan Menteri Koordinator.
pengamanan Menteri Koordinator 11.4.1.2 |Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengamanan Menteri Koordinator.
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5. Bagan Peta Proses Bisnis Kemenko Marves Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES — LEVEL 0

K/L dan PEMDA

Kebijakan/regulasifisu
Strategis

PRIVAT/PUBLIK

Permintaan /Konsultasi
Penyelesaian ISU

PROSES UTAMA

MAR.1

Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan
bidang kemaritiman

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR.2

MAR.3

Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan kebijakan
bidang investasi

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

MAR.4

b

PROSES MANAJERIAL/PENDUKUNG

PRIVAT/PUBLIK

dan p:

MAR.5

Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya manusia
(human capitaf}

laksana

MAR.7
Pengelolaan TIK dan publikasi

MAR.9

Pengelolaan ketatausahaan dan Pelaksanaan pengendalian internal
BMN dan akuntabilitas kinerja

MAR.11

Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Pengelolaan anggaran
dan keuangan

organisasi/SAKIP

MAR.6 Kebijakan/Rekomendasi
Kebijakan Kemaritiman
dan Investasi yang Efektif

dan Efisien

MAR.8

Dukunngan teknis dan regulasi

Terlaksananya
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
Kemaritiman dan
Investasi yang Efektif dan
Efisien

MAR.10

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 24



6. Bagan Peta Proses Bisnis dan Cross Functional Map pada Setiap Urusan Utama

6.1 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hukum dan perjanjian maritim

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

pe
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
< perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= e e e o e e b
= kemaritiman
=1
wy
b
W
= MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dar kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r

MAR 5 M.
Pengelolaan organisasi dan tata
ak:

Pengelolaan a
dan B

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

AR 6
Pengelolaan sumber daya
laks: manusia
(human capital)

AR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

MAR MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
MN

kinerja organisa

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

(

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan ke kan terkait
nfrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisa
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkro:
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

\

Level 2

MAR 1.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

‘\

MAR 1.1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
hukum dan perjanjian mari

MAR 1.1.3
Koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
delimitasi zona maritim dan
kawasan perbatasan.

MAR 1.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
keamanan dan ketahanan
maritim.

MAR 1.1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
navigasi dan keselamatan
maritim.

A

Level 3

f

MAR 1.1.1

dan perjanjian maritim.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hukum

\

A
e

MAR 1.1.1.1
Menyusun agenda ke
(Agenda Setting)

MAR 1.1.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

(Policy Formulation)

Menetapkan kel
(Policy Adoption)

MAR 1.1.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (hukum dan perjanjian maritim)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Deputi1
Deputi 2 "
Deputi 3 Internal:
Deputi4 Deputi 1
Deputi 5
Sdm;n:o s o Merumuskan
5 Eng'.n ver:a".sas‘ Menyusun agenda tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
= pnvat. aisd kebijakan ruang lingkup dan alternatif solusi
publik kebijakan
Ets Eksternal:
Kemlu Kemlu
= Kemhub
KKP KKP
Setneg
Staf ARl Menelaah agenda Staf Ahli Menelaah a\.ternatif
kebijakan solusi
Tidak . " Tidak Ya Menetapkan
Menteri Koordinator Menetapl i Menteri Koordinator rekomendasi
SEITEER L
Policy Adoption Policy Implementation
'm"'lall Menerbitkan produk Internal: ?:::Ez‘::n"l:t:it;:
dem:,,h kebijakan Deputi 1 kinerja
e Mentransformasikan
Menyosialisasikan bl
rekomendasi
Eketernal: kebijakan dalamk [T dan
Kemlu Eksternal: egiatan
Kemhub Kemlu
(T Kemhub Merumuskan
Kemenkumham Melaksanakan uiji KKP asumsi kendala dan
KLHK publik rekemendasi KLHK alternatif solusi
o kebijakan o pelaksanzan
othat kebijakan Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.
Staf Ahli Staf Ahli
R S Tidak Menetapkan produk T,
kebijakan enteri inator
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Policy Evaluation

Melakukan an:

Internal: PR
- kinerja program
Deputi1
P kebijakan.
Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen
pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan
Eksternal:
Kemlu
Kemhub
KKP
Melakukan analisis
Staf Ahli kinerja program

kebijakan.

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya

Menteri Koordinator _v
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6.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait keamanan dan ketahanan maritim

Level O

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
-
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kan bidang investasi
pelaksanaan ke kan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
‘&T (human capital)
o
jo)
ﬁ =
=] MA MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan a e e (e trmvasl e Pelaksanaan pengend
s a dan keu dan BMN internal dan akunta
= kinerja o
QY w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\ . vy

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

MAR 1.
Koordinasi dan
perumusan, penetapan, de

pelaksanaan kel
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan ke kan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, pen
pelaksanaan ke
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya ma

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

<\

Level 2

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
hukum dan perjanjian maritim.

MAR 1.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
keamanan dan ketahanan
maritim.

MAR 1.1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
delimitasi zona maritim dan
kawasan perbatasan.

MAR 1.1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
navigasi dan keselamatan
maritim.

A

Level 3

MAR 1.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
keamanan dan ketahanan maritim.

~

N

MAR 1.1.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.1.2.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR1.1.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.1.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

MAR 1.1.2.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

/
<

J
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Cross Functional Map (keamanan dan ketahanan maritim)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi &

Eksternal:
Kemlu
Kemenkeu
Kemhub
Basarnas
Bakamla
KKP

KLHK
LAPAN
Kemenaker
Kemenko
Perekonomian
Nappenas
YRl

EF

Lo

Mo

FAD
UNODC
INTERPOL
ASEAN

Menginventarisasi
el Menyusun agenda

Internal:
Deputi1
Deputi 2

Merumuskan

tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

isu privat dan isu
publik

kebijakan

Eksternal:
Kemlu
Kemhub

Kemenkeu
LAPAN
Basarnas
Kemendagri
Bakamla
Kemenperin
Kemendag
Setkab

BNN

Setneg

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

Menteri Koordinator

. 4

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 1
Setmenko

Eksternal:
KKP
Kemlu
Kemhub

Kemenkeu
LAPAN
Basarnas
Kemendagri
Bakamla
Kemenperin
Kemendag
Setkab

BNN
Setneg.
KemenkumHAM

Menerbitkan produk

kebijakan

Menyosialisasikan
rekomendz

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Internal:
Deputi 1

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan

Eksternal:
KKP
Kemlu
Kemhub

Kemenkeu
LAPAN
Basarnas
Kemendagri
Bakamla
Kemenperin
Kemendag

dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Staf Ahli

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan preduk

kebijakan

Menteri Koordinater
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 1
setmenko

Mengidentifikasi
kendala dalam

Eksternal:

KKP

Kemhub

KLHK

KemenESDM
KemenPUPR
KemenParekraf
BKPM
KementerianPANRB

pelaksanaan
program kebijakan

Melakukan analisis

kinerja program
kebijakan.

Menyusun
instrumen

pengukuran kinerja
program kebijak:

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri iKoordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Ya
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6.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait delimitasi zona maritim dan kawasan

perbatasan

Level O

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
'
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3
= Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
s
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
i (human capital)
<T
o
jo)
ﬁ =
=] MA MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan a e e (e trmvasl e Pelaksanaan pengend
=1 dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= inerja o
wy
oo
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

S
e

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

vy
<N

Level 2

'

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

™

NS
Ve

-
\

MAR 1.1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

hukum dan perjanjian maritim.

MAR 1.1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
delimitasi zona maritim dan
kawasan perbatasan.

MAR 1.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
keamanan dan ketahanan
maritim.

MAR 1.1.4
Koordinasi dan sinkronisa

navigasi dan keselamatan
maritim.

Level 3

Ve

MAR 1.1.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan.

(.
7

MAR 1.1.3.1
Menyusun agenda kebij
(Agenda Setting)

MAR 1.1.3.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.1.3.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.1.3.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.1.3.4

Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

N

/
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Cross Functional Map (delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 1

Eksternal:
Kemlu
KKP

BIG
TNIAL

Menginventarisasi

Menyusun agenda

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Sesmenko

isu privat dan isu
publik

kebijakan

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Merumuskan

tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi1
Setmenko

Eksternal:
Kemlu

KKP

BIG

TNIAL
Kemendagri
Kumham
Setneg
Setkab
Kemhan
Kemenhub
Kemen ESDM

Menyosialisasikan

Menerbitkan produk
kebijakan

rekomendasi

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Internal:
Deputil

Eksternal:
Kemlu

KKP

BIG

TNIAL
Kemendagri
Kemhan
Kemenhub
Kemen ESDM

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder

‘Staf Ahli

Staf Ahli

dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk
kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Melakukan anal
:;':E:."h"'l kinerja program
P kebijakan.
Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen
[E— pelaksanaan pengukuran kinerja
Kemlu program kebijakan program kebijakan
KKP
BIG
TNIAL
Kemendagri
Kemhan
Kemenhub
Kemen ESDM
Melakukan analisis
Staf Ahli kinerja program
kebijakan.
5 Menetapkan
_— — Tidak Ya rekomendasi
ri Koordinator

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait navigasi dan keselamatan maritim

Level O

~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
<
' ~ '
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=
v
et
wy
= MAR 3 MAR 4
o= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\ 2
he 2
MAR 5 MAR 6 AR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
laksana r i
= (human capital)
==
o
(G
ﬁ =
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
=z = Pengelolaan a Femmee em e e Pelaksanaan pengend
=2 dan BMN internal dan akuntabi
= kinerja organi
0w
vy B-
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokal
_ M vy

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

/

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisa

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan ke kan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronis:
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

<~
™~

S

Level 2

MAR 1.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

\

Y

MAR 1.1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
hukum dan perjanjian maritim.

kronisasi

Koordinasi dan
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
delimitasi zona maritim dan
kawasan perbatasan.

MAR 1.1.2
Koordinasi dan sinkronisa
perumusan, penetapan, da

pelaksanaan ke
keamanan dan ketahanan
maritim.

MAR 1.1.4
Koordinasi dan sinkronisa
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
navigasi dan keselamatan
maritim.

<
N\

Level 3

(

MAR 1.1.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait navigasi
dan keselamatan maritim.

~

S

N
s

MAR 1.1.4.1
Menyusun agenda kebijakan
{Agenda Setting)

MAR 1.1.4.5
Mengevaluasi keb
(Pelicy Evaluation)

MAR 1.1.4.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.1.4.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.1.4.4
Melaksanakan kebijakan

(Policy Implementation)

<\

/
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Cross Functional Map (navigasi dan keselamatan maritim)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 1

Eksternal:
KKP
Kemenhub
Basarnas
KNKT

Menginventarisasi

Menyusun agenda

isu privat dan isu

- kebijakan

Internal:
Deputi 1
Deputi 2

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:

Kemenhub
Basarnas
KNKT
Kemlu
TNIAL
BMKG

Merumuskan

tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya Menetapkan
rekomendasi

kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputil
Setmenko

Eksternal:

Kemenhub
Basarnas
KNKT
Kemiu

TNI AL
BMKG

Menyosialisasikan
rekomendasi

Menerbitkan produk
kebijakan

Internal:
Deputi1

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Eksternal:
KKP
Kemenhub
Basarnas
KNKT
Kemlu
TNIAL
BMKG

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan

kebijakan Melakukan koordinasi

staf Ahli

dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 35




Policy Evaluation

Internal:
Deputi 1

Melakukan analisis

kinerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

Eksternal:

Kemenhub
Basarnas
KNKT
Kemlu
TNIAL
BMKG

pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.5 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait energi

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

.
~
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
5 kemaritiman
vy
i}
vy
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan ke kan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-

MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
(human capital)

MAR 8 MAR 9 MAR 10
Pengelolaan a Pl e (e e Pelaksanaan pengendali
dan keuangan dan BMN internal dan akunta

kinerja organi:

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
cungan perancangan peraturan
ndang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 1

kemaritiman.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisa
perumusan, penetapan, da
an terkait

pelaksanaan ke
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

-

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordina an sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

<N

J

Level 2
e N

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait energi
dan pertambangan. y,

A
e <

MAR 1.2.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.2.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pertambangan.

pelaksanaan kebijakan terkait

Level 3

(

MAR 1.2.1

\

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait energi.

.
Ve

MAR 1.2.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.2.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.2.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.2.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Palicy Implementation)

MAR 1.2.1.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

/
<

/
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Cross Functional Map (energi)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 1

Menginventarisasi

Menyusun agenda

Intemnal:
Deputi1

isu privat dan isu
publik

kebijakan

Eksternal:
Kemen ESDM
KLHK
Kemenperin
Kemenkeu
Bappenas

Staf Ahli Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
Kemen ESDM

Kemenperin
Kemenkeu
Bappenas

PUPR
Setkab

Kemendagri
Kemlu

Merumuskan

tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

Staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi1

Menyosialisasikan
rekomendasi

Menerbitkan produk

kebijakan

Internal:
Deputi 1

Eksternal:
Kemen ESDM
KLHK
Kemenperin
Kemenkeu

Bappenas . .
PDTT Melaksanakan uji

PUPR publik rekomendasi
Setkab kebijakan

kebijakan

KKP
Kemendagri
Kemlu
Kemenkumham

Eksternal:
Kemen ESDM
KLHK
Kemenperin
Kemenkeu
Bappenas
PDTT

PUPR

Setkab

KKP
Kemendagri
Kemlu

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi

laks:
pek:bii::::n Melakukan keordinasi

dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

Staf Ahli

Staf Ahli

kebijakan.

Tidak

Menteri Koordinator

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 38




Policy Evaluation

Internal:
Deputi1

Eksternal:
Kemen
KLHK
Kemenperin
Kemenkeu
Bappenas
PDTT

PUPR

Setkab

KSP

KKP
Kemendagri
Kemlu

Mengidentifikasi

kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.
Menyusun
instrumen

pengukuran kinerja
program kebijakan

staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.6

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pertambangan

Level O

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebi an bidang investasi
pelaksanaan ke an bidang
investasi
\,
s
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
B (human capital)
<T
o
jo)
ﬁ =
=] MA MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan a e e (e trmvasl e Pelaksanaan pengendalian
s a dan keu dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
“a w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidan; dan protokol
" S

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koeordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
naan ke kan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koeordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, ds
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi in i isasi
perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi. pengelolaan lingkungan.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.9
Koerdinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

J
<

Level 2

-~

MAR 1.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait energi

dan pertambangan.

\

S

.
7

MAR 1.2.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pertambangan.

Koordinasi dan
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

_\

Level 3

MAR 1.2.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

pertambangan.

MAR 1.2.2.1
Menyusun agenda

MAR 1.2.2.5
Mengevaluasi kebijakan

(Policy Evaluation)

bijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.2.2.3
Menetapkan kebijakan
(Pelicy Adoption)

MAR 1.2.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.2.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy implementation)

N

J
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Cross Functional Map (pertambangan)

kebijakan

Menteri Koordinater

Tidak

Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

Agenda Setting Policy Fermulation
Internal: Internal:
Deputi1 Deputi1
Deputi 2 Deputi 2
Deputi 3 Deputi 3
Deputia Deputi 4
Deputi6. Deputi 6
Menginventarisasi Merumuskan
isu privat dan isu Menyusun agenda tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Eksternal: publik kebijakan Ehsternal: ruang.!ingkup dan alternatif solusi
Kemen ESDM sz kebijakan
ATR/BPN
. ATR/BPN
Kemendagri Kemendagri
Kemenpetin [
Kemendag i
KL KLHK
BKPM BKPM
Pemda
staf Ahli Menelaah agenda staf Ahli Menelaah alternatif

solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

kebijakan

Policy Adoption Policy Implementation
Internal: ey dikato
puti 1 . Deputi 1 d a p
iz rAk Menerbitkan produk Deputi 2 .
Deputi 3 kebijakan Deputi 3
Deputi 4 5
Deputi 6 Deputia
Setmenko Deputi -
Menyosialisasikan .
ternal rekomendasi S S
Eksternal: - Tl da da
Kemen ESDM T Kemen ESDM
ATR/BPN ATR/BPN
Kemendagri Kemendagri e
tx::::“ Me.laksanakan uii xx::::“ dala d
KLHK publik rekomendasi KLHK o
BKPM kebijakan BKPM pe
Kemenkumham pemda ebijaka oord
Setneg Badan Usaha d a d
Setkab
dalam pembe
b
Staf ARl staf Ahli
Tidak 1
Menteri Koordinator Menetapkan produk Menteri Koordinator Tidak Ya
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Policy Evaluation

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi
kendala dalam

Menyusun
instrumen

pelaksanaan
program kebijakan

pengukuran kinerja
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

staf Ahli

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya

Menteri Koordinator
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6.7

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut dan pesisir

Level O

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata

MAR 8
Pengelolaan a
dan keu

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

hukum, persidan

-~ ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
.
e
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
5 kemaritiman
vy
i}
vy
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
s

MAR 6 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
({human capital)

MAR 10
anaan pengendalian
al dan akuntabilitas
kinerja organis

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi

dan protokol

Level 1

MAR 1

kemaritiman.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1.1
Koordinasi dan kronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

\-

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordina an sinkronis:
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya m

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

J
<\

Level 2

MAR 1.3

N

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber
daya maritim.

~

o
7

MAR 1.3.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pela naan kebijakan terkait
pengelolaan ruang laut dan
pesisir.

MAR 1.3.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait pelaks

pengembangan perikanan budi
LEER

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, pe

peningkatan daya saing.

MAR 1.3.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perikanan
tangkap.

MAR 1.3.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, pe apan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

MAR 1.3.4

apan, dan
anaan kebijakan terkait

hilirisasi sumber daya maritim.

\

Level 3

-~

MAR 1.3.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan ruang laut dan pesisir.

.
r

MAR1.3.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1. 5

Mengevaluasi E:bljakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.3.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.3.1.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.3.1.4

Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (pengelolaan ruang laut dan pesisir)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6

Eksternal:
KLHK

Kemen ESDM
Kemenpar
Kemenhub
KKP
Kemendagri
Kemen ATR
Bappenas

Menginventarisasi

isu privat dan isu Menyusun agenda

publik kebijakan

Internal:
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
KLHK

Kemen ESDM
Kemenpar
Kemenhub
KKP
Kemendagri
Kemen ATR
Bappenas

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan

Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

Staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya Menetapkan
rekomendasi

kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6
Setmenko

Eksternal:
KLHK

Kemen ESDM
Kemenpar
Kemenhub

KKP
Kemendagri
Kemen ATR
Bappenas
Kemenkumham
Setneg

Setkab

Menyosialisasikan
rekomendasi

Menerbitkan produk

Internal:
Deputi 2
Deputi 3
Deputi4

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

staf Ahli

Eksternal:

Kemen ESDM
Kemenpar
Kemenhub
KKP
Kemendagri
Kemen ATR
Bappenas
TNIAL
KemenPUPR
Kemenkeu

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan

kebijakan dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

Melakukan koordinasi

kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal: Melakukan analisis
Deputi 2 kinerja program

Deputi 3 =
Deputi 4 kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun

kendala dalam instrumen

Eksternal: pelaksanaan pengukuran kinerja
KLHK program kebijakan program kebijakan
Kemen ESDM
Kemenpar
Kemenhub
KKP
Kemendagri
Kemen ATR
Bappenas
TNI AL
KemenPUPR
Kemenkeu

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya

Menteri Koordinator —v
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6.8 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perikanan tangkap

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

\
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
5 kemaritiman
vy
k)
wy
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r

MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
(human capital)

MAR 9 MAR 10
Pengelolaan ketatausahaan naan pengenda

an keuangan dan BMN

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan

perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman.

\
e

<

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

pelaksanaan ke an terkait
infrastruktur.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

Level 2
s ~

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber
daya maritim. J

NS
s S

MAR 1.3.1
Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan perikanan
tangkap.

perumusan, pe

pelaksanaan kebi
pengelolaan ruang laut dan
pesisir.

MAR 1.3.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
hilirisasi sumber daya maritim.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
peningkatan daya saing.

pengembangan perikanan budi
daya.

Level 3

MAR 1.3.2
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perikanan tangkap.

(

A

MAR 1.3.2.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.3.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.3.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.3.2.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.3.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy implementation)

J

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 46



Cross Functional Map (pengelolaan perikanan tangkap)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4

Eksternal:
KLHK
Kemenhub
KemenPUPR
BKPM
Bakamla
BMKG

POLRI
TNIAL

Menginventarisasi
isu privat dan isu

Menyusun agenda

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Setmenko

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

kebijakan

publik

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
KLHK
Kemenhub
KemenPUPR
BKPM
Bakamla
BMKG
POLRI
TNIAL
Kemlu
Kemendagri
Bappenas
Kemenkumham
Setkab
Setneg

ruang lingkup dan alternatif solusi
kebijakan

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

Staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

. 4

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Eksternal:
KLHK
Kemenhub
KemenPUPR
BKPM
Bakamla
BMKG
POLRI
TNIAL
Kemlu
Kemendagri
Bappenas

Menerbitkan produk

kebijakan

Menyosialisasikan
rekomendasi

kebijakan

Melaksanakan uj
publik rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan

Eksternal:
KLHK.
Kemenhub
KemenPUPR
BKPM
Bakamla
BMKG
POLRI
TNIAL
Kemlu
Kemendagri
Bappenas

dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi

pelaksanaan Melakukan koordinasi
kebijakan dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

staf Ahli

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menyusun
instrumen

pengukuran kinerja
program kebijakan

staf Ahli

Melakukan analisis
T —
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Ya
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6.9

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan perikanan budi daya

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

\
-
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
5 kemaritiman
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kan bidang investasi
pelaksanaan ke kan bidang
investasi
\,
>

MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
(human capital)

MAR 10
Pelaksanaan pengend
internal dan akunta

kinerja ol

MA MAR 9
Pengelolaan angg; Pengelolaan ketatausahaan
dan keu & dan BMN

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan

perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

aksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronis:
perumusan, penetapan, da

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronis:
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

J
<\

Level 2

-~

MAR 1.3

daya maritim.

~

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber

S

Ny
7

MAR 1.3.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pesisir.

MAR 1.3.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya.

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan ruang laut dan

MAR 1.3.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
peningkatan daya saing.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perikanan

MAR 1.3.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

risasi sumber daya maritim.

<

Level 3

MAR 1.3.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi daya.

MAR 1.3.3.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.3.3.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.3.3.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation}

MAR 1.3.3.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

MAR 1.3.3.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

A

J
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Cross Functional Map (pengembangan perikanan budi daya)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Internal: Deputi1
Deputi 1 Deputi 2
Deputi 2 Deputi 4
D G l.:; ::xz Merumuskan
i6 tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
I‘fﬂengllnveman.sasl epEmegz Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
isu privat dan isu kebijakan Ksp
publik : P e
Kemen ATR
Eksternal: Kemen PUPR.
Ksp Kemendagri
KLHK BKPM
Kemen ATR Bappenas
Kemen PUPR Kemen ESDM
Kemendagri ™
BPPT
Perguruan Tinggi
Staf Ahli Menﬁlaﬁh fgenda CoATT Menelash alternatif
kebijakan solusi
Menetapkan agenda Tidak Ya Menetapkan
Menteri Koordinator kebijakan Menteri Koordinator rekomendasi
v kebijakan

Policy Adoption Policy Implementation
Internal: Internal:
Deputi 1 Deputi 1 Menyusun indikator
Deputi 2 Menerbitkan produk Deputi 2 dan ukuran capaian
Deputid i Deputi4 —
- kebijakan i kinerja
Deputi 6 Deputi 6 Mentransformasikan
Setmenko Menyosialisasikan produk kebijakan
rekomendasi Eksternal: dalam program dan
E ez kebijakan KsP kegiatan
(=0 KLHK
(AL Kemen ATR
Kemen ATR Kemen PUPR
Kemen PUPR 5
ucx:dagri ;:::ndam Merumuskan
BKPM Bappenas asumsi kendala dan
Bappenas kebijakan Kemen ESDM alternatif solusi
Kemen ESDM upl pelaksanaan Melakukan koordinasi
o seet o kebijakan dengan stakeholder
e i Perguruan Tinggt dalam pemberlakuan
Perguruan Tinggi Pelaku Usaha o
kebijakan.
Staf Ahli Staf Ahli
Tidak
Menteri Koordinator e "QEE:: L‘a':‘md L Menteri Kaordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi1
Deputi 2
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6
Setmenko

Eksternal:

KLHK

Kemen ATR
Kemen PUPR
Kemendagri
Bappenas
Kemen ESDM
uel

BPPT
Perguruan Tinggi

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menyusun
instrumen

pengukuran kinerja
program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

[V ——
rekomendasi

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.10 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan daya saing

Level O

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
-
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebi an bidang investasi
pelaksanaan ke an bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
B (human capital)
<T
o
jo)
ﬁ =
=] MA MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan a e e (e trmvasl e Pelaksanaan pengendalian
s a dan keu & dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
“a w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidan; dan protokol
" S

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

Koordinasi dan
perumusan, pen
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

ksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

\

Level 2

g

MAR 1.3

daya maritim.

™

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber

A

N
s

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya.

MAR 1.3.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan ruang laut dan
pesisir.

MAR 1.3.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perurmusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perikanan
tangkap.

MAR 1.3 MAR 1.3.5

Koeordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan terl

peningkatan daya sain hilirisasi sumber daya mari

\

Level 3

MAR 1.3.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

peningkatan daya saing.

MAR 1.3.4.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

(Policy Evaluation)

MAR 1.3.4.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.3.4.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.3.4.4
Melaksanakan kebijakan

(Policy Implementation)

N

J
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Cross Functional Map (peningkatan daya saing)

Agenda Setting Policy Formulation

Internal: Internal:
Deputi 1 Deputi1
Deputi 2 . o Deputi 2 Merumuskan
Deputi 3 Mengl_nver‘\;(an.sas\ Menyusun agenda Deputi 3 tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
F— EhE ity kebijakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Blsternal: publik Kemenko PMK kebijakan
———— Kemenko Ekon
KKP e
f Kemenhub

menhu Kemen ESDM
Kemen ESDM —
Kemen =
L= KLHK
Ml Kemen ATR
Kemen ATR Kemen PUPR
Kemen PUPR uet
upl Bappenas
Bappenas Kemendag
Kemendag Kemlu
Kemlu Kemendagri
Kemendagri Kemenperin
Kemenperin Kemenkes
Kemenkes Kemenkeu
Tl Badan POM
Badan POM 5L
BATAN Perguruan Tinggi
Perguruan Tinggi PELNI
PELNI e
g:l'_'::“ Kemen BUMN

PELINDO
::::; gUMN Asosiasi Perikanan
Asosiasi Perikanan
— Menelaah alternatif
i -
|
A Menela?h agenda solusi
kebijakan
Ya Menetapkan
et e Menetapkan agen Menterl Koordinator rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Kemenkeu
Badan POM
BATAN
Perguruan Tinggi
PELNI

GARUDA
KALOG

Kemen BUMN
PELINDO
Kemenkumham
Setkab

Setneg

Menyosialisasikan

rekomendasi
kebijakan

Menerbitkan produk
kebijakan

Menyusun indikator

Mentransformasikan
produk kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi

kebijakan

Perguruan Tinggi
PELNI
GARUDA

Kemen BUMN
PELINDO

dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan

kebijakan

Staf Ahli

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan produk
ebijakan

Menteri Koordinator

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi1
Deputi 2
Deputi 3

Mengidentifikasi
kendala dalam

Eksternal:
Kemenko PMK.
Kemenko Ekon

KKP
Kemenhub
Kemen ESDM
Kemen

pelaksanaan

program kebijakan

Melakukan analisis

Menyusun
instrumen

pengukuran kinerja
program kebijakan

staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.11

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hilirisasi sumber daya maritim

Level O

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
-
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebi an bidang investasi
pelaksanaan ke an bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
B (human capital)
<T
o
jo)
ﬁ =
=] MA MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan a e e (e trmvasl e Pelaksanaan pengendalian
s a dan keu dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
QY w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidan; dan protokol
.

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

-

Koordinasi dan
perumusan, pen
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

ksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

\

/

Level 2

Ve

MAR 1.3

daya maritim.

~

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber

~

S
/-

MAR 1.3.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan ruang laut dan

MAR 1.3.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perikanan

MAR 1.3.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan ke
pengembangan p
daya.

MAR 1.3.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
peningkatan daya saing.

MAR 1.3.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terl
i asi sumber daya mari

\

Level 3

g

MAR 1.3.5

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait hilirisasi
sumber daya maritim.

N

~

NS
f

MAR 1.3.5.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.3.5.5

Mengevalua

(Policy Evaluation)

MAR 1.3.5.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

ebijakan

MAR 1.3.5.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.3.5.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

N

/
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Cross Functional Map (hilirisasi sumber daya maritim)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: Internal:
Deputi 1 Deputi 1
Deputi 2 Deputi 2
Deputi 3 | o Deputi 3 Merumuskan
Deputi 4 MEI\gI_lW’EI:jTa"_SBSI VT Deputi 4 tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Eksternal: = p"vat_ SRS kebijakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Kemenko PMK el Kemenko PMK kebijakan
Kemenko Ekon Kemenko Ekon
Setkab Setkab
Setneg Setneg
Kemenhub Kemenhub
Kemenkes Kemenkes
Kemenperin Kemenperin
KKP KKP
Kemenkeu Kemenkeu
KemenPUPR KemenPUPR
Kemen ATR Kemen ATR
e Kemenkumham
BUMN BUMN )
Kemendagri Kﬂmlemjﬂerl
Asosiasi Kelautan Asosiasi Kelautan dan
dan Perikanan Perikanan .
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi
upl upl
BPPT BPPT
BRIN BRIN
KLHK KLHK
Kemlu Kemlu
Badan POM I
Kemendikbud Kemendikbud
Menelaah alternatif
Staf ARl Menelaah agenda Staf Ahli SRE a;;l u‘; SRS
kebijakan
Tidak Ya T
Menteri Koordinator ME“THEHE IEEa Menteri Koordinator rekomendasi
v ebijakan kebijakan

Policy Adoption

Internal:
Deputi 1
Deputi2
Deputi 3
Deputi4
‘Setmenko

Eksternal:
Kemenko PMK
Kemenko Ekon
Setkab

Setneg
Kemenhub
Kemenkes
Kemenperin

KKP

Kemenkeu
KemenPUPR
Kemen ATR
Kemenkumham
BUMN
Kemendagri
Asosiasi Kelautan dan
perikanan
Perguruan Tinggi
upt

BPPT

BRIN

KLHK

Kemlu

Badan POM
Kemendikbud

Menerbitkan produk

kebijakan

Menyosialisasikan
rekomendasi

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi

kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak Ya
Menetapkan produk

_v kebijakan

Policy Implementation

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4

Menyusun indikator

Mentransformasikan
produk kebijakan

Eksternal:
Kemenko PMK
Kemenko Ekon
Setkab

Setneg

Kemenhub

Kemenkes
Kemenperin

KKP

Kemenkeu
KemenPUPR

Kemen ATR
Kemenkumham
BUMN

Kemendagri

Asosiasi Kelautan dan
Perikanan

Perguruan Tinggi

upt

BPPT

BRIN

KLHK

Kemlu

Badan POM
Kemendikbud
KSP.

dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan

kebijakan

‘staf Ahli

Melskukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputii
Deputi2
Deputi3
Deputia

Eksternal:
Kemenko PMK
Kemenko Ekon
Setkab

Setneg
Kemenhub
Kemenkes
Kemenperin
KKP

Kemenkeu
KemenPUPR
Kemen ATR
Kemenkumham
BUMN
Kemendagri
Asosiasi Kelautan dan
Perikanan
Perguruan Tinggi
upl

BPPT

BRIN

KLHK

Kemlu

Badan POM
Kemendikbud
KSP

Mengidentifikasi
kendala dalam

pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran kinerja
program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis

Menteri Koordinator

kinerja program
kebijakan. -

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.12 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber

daya air

Level O

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terk

infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
5 kemaritiman
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi dalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksan manusia
i (human capital)
<T
o
jo)
ﬁ =
= 3 MAR 9 MAR 10
£ 3 Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=1 dan keuangan dan BMN al dan akuntabilitas
= kinerja organis
QY w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persida lan protokol
\ Ao vy

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, pe
pelaksanaan kebijakan terkait

energi dan pertambangan.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebij

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kel

MAR 1.2 MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

sumber daya maritim.

tapan, dan

MAR 1.5 MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan lingkungan.

kan terkait
transportasi.

MAR 1.8 MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

ekonomi kreatif.

jakan terkait
pariwisata.

oy
N

Level 2

MAR 1.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

~

Y4

MAR 1.4.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkotaan,
dan sumber daya air.

MAR 1.4.4
Koordinasi dan si
perumusan, pes

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terk

infrastruktur konektivitas.

infrastruktur.

kronisasi
tapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
industri pendukung

MAR 1.4.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur pengembangan
wilayah.

MAR 1.4.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
industri maritim .

-
™\

Level 3

MAR 1.4.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air.

MAR 1.4.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.4.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Pelicy Evaluation)

Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.4.1.2 MAR 1.4.1.3
Menetapkan kebijakan

(Policy Adoption)

MAR 1.4.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Deputi1
Deputi 2
Deputi3
Deputi 4
Deputis Merumuskan
tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Menginventarisasi Kemenko Ekon kebijakan
isu privat dan isu MEWUSE" gz Kemen PUPR
T o kebijaken b
Kemenko Ekon publi Kemen ATR/EPN
Kemen PUPR Kemenhub
KKP BKPM
Kemen ATR/BPN KLHK
Kemenhub Kmendagri/Pemda
BKPM Kemen BUMN
KLHK KSP BUMN
KmendagrifPemda Perguruan Tinggi
Kemen BUMN Bappenas
KSP BUMN
<ot b Menelaah alternatif
Staf ARl Menelaah agenda ! solusi
kebijakan
Tidak Tidak Ya Menetapkan
Menteri Koordinator Menetapran e Menteri Koordinator rekomendasi
kebijakan o
kebijakan

Policy Adoption Policy Implementation
Internal:
Deputi 1
Deputi 2
D'W‘j: Internal: o
Dqlul;i Deouti 3 ca p
Setmenko Menyosialisasikan —
rekomendasi ansformasika
Eksternal: ™
——— kebijakan e ebiiaka
Kemen PUPR Eksternal: dalam program da
KKP Kemenko Ekon eglata
Kemen ATR/BPN Kemen PUPR
Kemenhub KKP
Kemen ATR/BPN
:EHP:' Melaksanakan uji mx:huh a endala da
Kmendagri/Pemda publik rekomendasi BKPM alternatif so
Kemen BUMN kebijakan KLHK pelaksanaa
i Kmendagri/Pemda L] an koord
Perguruan Tinggi Kemen BUMN dengan stakehold
Bappenas dalam p
Kemenkumham
Setneg b
Setkab
staf Ahli
staf Ahli
Tidak Ya
1 Menteri Koordinato r
Menteri Koordinator Tidak Menetapkan produk entert wnator _\v/
kebijakan
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi1
Deputi2
Deputi3
Deputi4
Deputis

Menyusun
instrumen

Mengidentifikasi
kendala dalam

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen PUPR
KKP

Kemen ATR/BPN
Kemenhub

BKPM

KLHK
Kmendagri/Pemda
Kemen BUMN

KSP BUMN
Perguruan Tinggi
Bappenas

pengukuran kinerja
program kebijakan

pelaksanaan
program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Ya
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6.13 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan wilayah

Level O

Level 1

Y

MAR 1.4.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.4.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
elaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur pengembangan
wilayah.

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkotaan,
dan sumber daya

MAR 1.4.3 MAR 1.4.4 MAR 1.4.5

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terl
infrastruktur konektivitas.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
industri pendukung
infrastruktur.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

industri ma

A
~N

e ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o ] o MAR 1 B .
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
> kemaritiman. J
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman MAR 1.2 MAR 1.3
= pelaksanaan kebijakan bidang Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
5 kemaritiman perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
- pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
= kedaulatan maritim. energi dan pertambangan. sumber daya maritim.
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebi an bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
MAR 1.4 MAR 1.5 MAR 1.6
> Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
MARS MAR 6 MAR 7 L pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi infrastruktur. transportasi. pengelolaan lingkungan.
manusia
B (human capital)
=
o
ol
ﬁ =
= MA MAR 9 MAR 10
= = Pengelolaan a Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian MAR 1.7 MAR 1.8 MAR 1.9
= g dan keu dan BMN internal dan akuntabilitas Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
o= kinerja organis perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
o pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
8 pengelolaan kehutanan. pariwisata. ekonomi kreatif.
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokal
. . >y \ j
Level 2 Level 3
- ~
@ MAR 1.4 ) MAR 1.4.2
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur. infrastruktur pengembangan wilayah.

MAR 1.4.2.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.4.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.4.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.4.2.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.4.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (infrastruktur pengembangan wilayah)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 3

Eksternal:
Kemen PUPR
Bappenas
Kemenhub
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
KLHK

KKP

Kemendag
Kemenperin
Kemendagri/Pemda

Menginventarisasi

Menyusun agenda

Internal:
Deputi 1
Deputi2
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5
Deputi 6
Setmenko

isu privat dan isu
publik

kebijakan

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen PUPR
Bappenas
Kemenhub
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
KLHK

KKP

Kemendag
Kemenperin
Kemendagri/Pemda
Kemen ESDM
BNPP

Merumuskan

tujuan, sasaran, dan

Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak

Ya Menetapkan
rekomendasi

kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internalz
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Deputi 6
Setmenko

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen PUPR
Bappenas
Kemenhub

Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
KLHK

KKP

Kemendag
Kemenperin
Kemendagri/Pemda
Kemen ESDM

BNPP
Kemenkumham
Setkab

Setneg

Menyosialisasikan

Menerbitkan produk

kebijakan

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5
Deputi 6

rekomendasi

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen PUPR
Bappenas
Kemenhub
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
KLHK

KKP

Kemendag
Kemenperin
Kemendagri/Pemda
Kemen ESDM
BNPP

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Staf Ahli

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinater
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Policy Evaluation

Melakukan analisis

Internal: kinerja program
Deputi 3 kebijakan.
Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen
pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan
Eksternal:
Bappenas
Setkab
Setneg
KSP
Melakukan analisis
Staf Ahli kinerja program

kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak
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6.14 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur konektivitas

Level O

Level 1

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o ) o MAR 1 B .
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
> \_ kemaritiman. J
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman MAR 1.1 MAR 1.2 MAR 1.3
= pelaksanaan kebijakan bidang Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
5 kemaritiman perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
- pelaksanaan kebijak pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
= kedaulatan mari energi dan pertambangan. sumber daya maritim.
Q MAR 3
= Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
MAR 1. MAR 1.5 MAR 1.6
> Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
MAR 5 MAR 6 MAR 7 pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi infrastruktur. transportasi. pengelolaan lingkungan.
laksana manusia
B (human capital)
<T
Fw
<=2
= MA MAR 9 MAR 10
Z = Pengelolaan a Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengend o A e o | _Lwehdile e o LGblias e
s a dan keu dan BMN internal dan akunta Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
o= kinerja ol perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
o pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
8 pengelolaan kehutanan. pariwisata. ekonomi kreatif.
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\ e /

Level 2

MAR 1.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

Level 3

-~

MAR 1.4.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

infrastruktur. infrastruktur konektivitas.

A

|
(

LN

MAR 1.4.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkotaan,
dan sumber daya air.

MAR 1.4.2
Koerdinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur pengembangan
wilayah.

MAR 1.4.3.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.4.3.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.4.3.2
Merumuskan kebijakan
(Palicy Formulation)

MAR 1.4.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur konektivitas.

MAR 1.4.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
industri pendukung

MAR 1.4.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
industri maritim .

MAR 1.4.3.5
Mengevaluasi kebijakan

MAR 1.4.3.4
Melaksanakan kebijakan

infrastruktur.

(Policy Evaluation) (Policy Implementation)

- S - /
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Cross Functional Map (infrastruktur konektivitas)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi3
Deputi1

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemenhub
Bappenas
Kemendagri/Pemda
Kemen PUPR
BUMN

Asosiasi Angkutan
Darat dan
Transportasi

Menginventarisasi

Menyusun agenda

isu privat dan isu

publik kebijakan

Internal:
Deputi1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5
Deputi 6
setmenko

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemenhub
Bappenas
Kemendagri/Pemda
Kemen PUPR
BUMN

KKP

Kemen ATR/BPN
Kemen BUMN
Kemenkeu

KLHK

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi
kebijakan

Menteri Koordinator

Tld & k Ya Menetapkan agenda

\v/ kebijakan

Staf Ahli

Menelazh alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

. 4

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 1
Deputi2
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5
Deputi &
setmenko

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemenhub
Bappenas
Kemendagri/Pemda
Kemen PUPR
BUMN

KKP

Kemen ATR/BPN
Kemen BUMN
Kemenkeu

KLHK.
Kemenkumham
Setneg

Setkab

KsP

Menerbitkan produk

kebijakan

Menyosialisasikan

Internal:
Deputi1
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5
Deputi 6

rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Eksternal:
Kemenhub
Kemendagri/Pemda
Kemen PUPR
BUMN

KKP

Kemen ATR/BPN
Kemen BUMN
Kemenkeu

KLHK

Asosiasi Angkutan Darat
dan Transportasi

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan
Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

Staf Ahli

kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputia
Deputi 5
Deputi 6

Mengidentifikasi
kendala dalam

Menyusun
instrumen

Melakukan analisis
kinerja program
kehijakan.

Eksternal:
Kemenhub
Bappenas
Kemendagri/Pemda
Kemen PUPR
BUMN

KKP
Kemen ATR/BPN
Kemen BUMN
Kemenkeu
KLHK

pelaksanaan
program kebijakan

pengukuran kinerja
program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Ya
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6.15 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri pendukung infrastruktur

Level O

' ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kan bidang investasi
pelaksanaan ke kan bidang
investasi
\,
s
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
‘&T (human capital)
o
jo)
ﬁ =
=] MA MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan a e e (e trmvasl e Pelaksanaan pengend
s a dan keu dan BMN internal dan akunta
= kinerja o
QY w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 1

kemaritiman.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

N
e

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

Y
N

S

Level 2

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

~

Y

MAR 1.4.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkctaan,
dan sumber daya air.

MAR 1.4.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur pengembangan
wilayah.

MAR 1.4.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur konekti

MAR 1.4.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
industri pendukung
infrastruktur.

MAR 1.4.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
industri maritim .

vy
<

Level 3

-~

MAR 1.4.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri
pendukung infrastruktur.

~

/

.
r

MAR 1.4.4.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.4.4.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.4.4.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.4.4.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

MAR 1.4.4.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

<

/
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Cross Functional Map (industri pendukung infrastruktur)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Deputi1
Internal: Deputi 3
Deputi 3 Deputi 4
Dq)ul: 1 Deputi 5
Deputi 6
. — . Merumuskan
Menginventarisasi tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
. . . Menyusun agenda . . -
isu privat dan isu kebiiakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
'E(:smml:_ publik i Kemenko Ekon
e KemenkoPolhukam
e Kemen ATR/BPN
Kemenhub Kemenperin
Bappenas Kemenkominfo
(e 3] Kemenhub
Kemen PUPR Bappenas
Kemen BUMN Kemendagri
Kemenkeu Kemen PUPR
Pemprov/kot/kab Kemen BUMN
Kemenkeu
Pemprov/kot/kab
Menelaah agenda
Staf Ahli kebijakan
i Menelaah alternatif
Staf Al solusi
Tidak
. i Menetapkan agenda Tidak Ya Menetapkan
W kebijakan Menteri Keordinator rekomendasi
v kebijakan

Policy Adoption Policy Implementation
Internal: Internal:
Deputi 1 Deputi 1
Deputi 2 Deputi 2 Menyusun indikator
Deputi 3 Menerbitkan produk Deputi3 dan ukuran
Deputi 4 kebijakan Deputi4 nexja
Deputi 5 B Mentransformasikan
EordE (=5 produk kebijakan
Setmenko Eksternal: dalam program dan
Eksternal: = Kemenko Ekon kegiatan
Kemenko Ekon AT KemenkoPolhukam
KemenkoPolhukam Kemen ATR/BPN
Kemen ATR/BPN Kemenperin
Kemenperin Kemenkominfo Merumuskan
Kemenkominfo Kemenhub asumsi kendala dan
Kemenhub . o Bappenas alternatif solusi
Eeppena: ik rekomendac pemendon —
Kemendagri g o KETCHRUER) T Melakukan koordinasi
Kemen PUPR kebijakan Kemen BUMN Il
e e dengan stakeholder
Kemenkeu Pemprov/kot/kah dalam pemberlakuan
Kemenkumham kebijakan.
Setneg
Setkab
Pemprov/kot/kab

Staf Ahli
Staf Ahli
i Menteri Koordinator
Menteri Koordinator Tldak Menetapkan produk
kebijakan
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Policy Evaluation

Internal: Melakukan analisis
Deputi 3 kinerja program
kebijakan.

Deputi1
Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

Eksternal: pelaksanaan pengukuran kinerja
Kemenko Ekon program kebijakan program kebijakan
KemenkoPolhukam
Kemen ATR/BPN
——
Kemenkominfo
Kemenhub
Bappenas
Kemendagri
Kemen PUPR
Kemen BUMN
Kemenkeu

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak

Menteri Koordinator _v

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 69



6.16

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri maritim

Level O

'S ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
5 kemaritiman
vy
[wi]
wy
e MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N,
r
MAR 5 MAR &6 R 7
sasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
g (human capital)
<T
o
[
g
MAR 9
=z = (el e (e e P
s a dan keuangan dan BMMN " : it
= kinerja organisas
hrt ]
A o
jo]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

N
e

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

S

Level 2

MAR 1.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

infrastruktur.

™

Y4

MAR 1.4.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur dasar, perkotaan, nfrastruktur pengembangan
dan sumber daya air. wilayah.

MAR 1.4.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.4.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

infrastruktur konektivitas.

MAR 1.4.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
industri pendukung
infrastruktur.

MAR 1.4.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
industri ma 5

)
\

Level 3

-~

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri

MAR 1.4.5 )

maritim . J

(.
7

MAR 1.4.5.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.4.5.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

\

MAR 1.4.5.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.4.5.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.4.5.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

/
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Cross Functional Map (industri maritim)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
I: Deputi 1
'nmml. 5 Deputi 2
e Menginventarisasi Deputi 3
SeEs . Menyusun agenda Deputi 4
isu privat dan isu - Deputi 5
Eksternal: . kebijakan "
Kemen, publik Deputi 6 Merumuskan
S Setmenko S 4 M Kan fok:
Kementub tujuan, sasaran, dan enetapkan fokus
KemenESDM Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
s ‘Kemenko Ekon kebijakan
Kemendagri Kemenperin
Kemenkeu Kemenhub
e KemenESDM
Kepolisian e
Gty Kemendogri
C=r Kemenkeu
KemenBUMN Kepolisian
Kemenkes (rmrriiy
Kemen PUPR Bappenas.
Kementan KemenBUMN
KKP Kemenkes
Kemen Ristek/BRIN Kemen PUPR
Setkab Kementan
BKPM e
BPKP xgmel.: Ristek/BRIN
BPPT Efio
LAPAN Bre
LKPP m"“
= LAPAN
Asosiasi T
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi
Menelaah agenda Menelaah alternatif
T kebijakan staf Ahli solusi
. v
Tidak Ya "
. " Menetapkan agenda . N Tidak ME”E‘“"E“_
Menteri Koordinator e Menteri Keordinator rekomendasi
v kebijakan v kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Deputi 2

Deputi 6
‘Setmenko

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemenperin
Kemenhub
KemenESDM
KLHK
Kemendagri
Kemenkeu
Kepolisian
Kemendag
Bappenas
KemenBUMN
Kemenkes

KKP

Kemen Ristek/BRIN
Setkab

BKPM

BPKP

BPPT

LAPAN

LKPP

Perguruan Tinggi
Kemenkumham

Menyosialisasikan

Menerbitkan produk
kebijakan

Mentransformasikan
produk kebijakan

rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kel

Kemen Ristek/BRIN
Setkab

BKPM

BPKP

BPPT

LAPAN

LKPP

KSP

Asosiasi

Perguruan Tinggi

dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

staf Ahli

Staf Ahli

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Ya

Menetapkan produk
ebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Melakukan analisis

- kinerja program
Eprils Mengidentifikasi Menyusun kebijakan.
kendala dalam instrumen

Eksternal: pelaksanaan pengukuran kinerja
kemenperin program kebijakan program kebijakan

KKP

Kemen Ristek/BRIN
Setkab

BKPM

BPKP

BPPT

LAPAN

KPP

KsP

Asosiasi
Perguruan Tinggi

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Tidak Ya [ ———

Menteri Koordinator perbaikan kinerja program
v (= e
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6.17 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri transportasi

Level O

Level 1

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o _ . MAR 1 . )
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
> kemaritiman.
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman MAR 1.1 MAR MAR 1.3
= pelaksanaan kebijakan bidang Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
5 kemaritiman perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
- pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
= kedaulatan maritim. energi dan pertambangan. sumber daya maritim.
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
MAR 1.4 MAR 1.5 MAR 1.6
> Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
MARS MAR 6 MAR 7 L pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi infrastruktur. e L g T
aksana manusia
B (human capital)
<T
Fw
<=2
= MA MAR 9 MAR 10
Z = Pengelolaan a Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengend o Laka Sler o L lnhblils e [ Lokl .
s a dan keu dan BMN internal dan akunta Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
o= kinerja ol perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
o pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
8 pengelolaan kehutanan. pariwisata. ekonomi kreatif.
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
- \

<
~

/

Level 2

MAR 1.5

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

transportasi.

~

\

MAR 1.5.1
Koerdinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
industri transportasi.

vy
™\

Level 3

(

MAR 1.5.1

transportasi.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait industri

\

vy

N
7

MAR 1.5.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.5.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.5.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.5.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

MAR 1.5.1.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

<\

/
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Cross Functional Map (industri transportasi)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Internal: Deputit
5 Deputi 2
' Menginventarisasi Deputi3
e : [V —— Deputia
isu privat dan isu - Deputi 5
Eksternal: . kebijakan i
Kemen, publik Deputi 6 Merumuskan
perin Setmenko j d; kan fok
Kemenhub tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
KemenESDM Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
KLHK Kemenko Ekon bi
i Kemenperin
——— Kemenhub
v KemenESDM
Kepolisian s
Kemendag Kemendagri
R Kemenkeu
KemenBUMN Kepolisian
Kemenkes Kemendag
Kemen PUPR Bappenas
Kementan KemenBUMN
KKP Kemenkes
Kemen Ristek/BRIN Kemen PUPR
Setkab Kementan
BKPM =
e Kem:: Ristek/BRIN
BPPT BKPM
LAPAN s
LKPP T
KsP LAPAN
Asosiasi KPP
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi
e Menelaah agenda X Menelaah altern:
i kebijakan St solusi
n " A
Tld a k Ya Menetapkan
. N Menetapkan agenda . N .
Menteri Koordinator o Menteri Koordinator rekomendasi
kebijakan o
kebijakan

Policy Adoption

Kemendagri
Kemenkeu
Kepolisian
Kemendag
Bappenas
KemenBUMN
Kemenkes
Kemen PUPR
Kementan

KKP

Kemen Ristek/BRIN
Setkab

BKPM

BPKP

BPPT

LAPAN

LKPP

Perguruan Tinggi
Kemenkumham

Menyosialisasikan
rekomendasi

Menerbitkan produk
kebijakan

Internal:
Deputi 3

Mentransformasikan
produk kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Eksternal:
Kemenperin
Kemenhub
KemenESDM
KLHK
Kemendagri
Kemenkeu
Kepolisian
Kemendag
Bappenas
KemenBUMN
Kemenkes
Kemen PUPR
Kementan
KKP

Kemen Ristek/BRIN
Setkab

BKPM

BPKP

BPPT

LAPAN

LKPP

KSP

Asosiasi
Perguruan Tinggi

dalam program dan
kegiatan

dan ukuran capaian

u

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Staf Ahli

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan produk
kebijakan

Menteri Koordinater
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Policy Evaluation

Internalz
Deputi 3

Eksternal:
Kemenperin
Kemenhub
KemenESDM
KLHK
Kemendagri
Kemenkeu
Kepolisian
Kemendag
Bappenas
KemenBUMN
Kemenkes
Kemen PUPR
Kementan

Kemen Ristek/BRIN
setkab

BKPM

BPKP

BPPT

LAPAN

LKPP

Ksp

Asosiasi

Perguruan Tinggi

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran kinerja
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

| Tidak

Ya

Menetapkan rekomendasi
perbaikan kinerja program

kebijakan
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6.18 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai dan

konservasi sumber daya alam

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
o (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
E = Pengelolaan a Pl e Pelaksanaan pengendalian
s o dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= inerja o
wy
o o
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
. S

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

A
e

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

/
<

Level 2

MAR 1.6

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan lingkungan.

MAR 1.6.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran
sungai dan konservasi sumber
daya alam.

MAR 1.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan sampah dan
limbah.

MAR 1.6.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perubahan

LN

Level 3

MAR 1.6.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam.

NS
e

MAR 1.6.1.1

Menyusun agenda kebijakan

(Agenda Setting)

MAR 1.6.1.5
Mengewvaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.6.1.3
Menetapkan akan
(Policy Adoption)

MAR 1.6.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.6.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy iImplementation)

A

J
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Cross Functional Map (pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam)

Agenda Setting

Policy Formulation

Deputi 3
Deputi 5
Deputi &

Eksternal:

KLHK

Kemen PUPR
Kemen ATR

KKP

Kemen Pertanian
BPPT

Menginventarisasi
8l Menyusun agenda

Internal:
Deputi 4
Deputi2
Deputi 6

isu privat dan isu

publk kebijakan

staf Ahli

Menelaah agenda

kebijak

Eksternal:
Bappenas

KLHK

Kemen PUPR
Kemen ATR

KKP

Kemen Pertanian
BPPT

upl

Kemen Pariwisata
Kemendagri
Pemda

™

POLRI

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan

Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak

Ya Menetapkan
rekomendasi

kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 4
Deputi 2
Deputi &
Setmenko

Eksternal:

KLHK

Kemen PUPR
Kemen ATR

KKP

Kemen Pertanian

Menyosialisasikan

Menerbitkan produk
kebijakan

rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi

kebijakan

Staf Ahli

Internal:
Deputi 4
Deputi 2
Deputi 6

Eksternal:

KLHK

Kemen PUPR
KKP

Kemen Pertanian
BPPT

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Staf Ahli

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk
kebijakan

Menteri Koordinator

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVEs | 77




Policy Evaluation

Internal:
Deputi 4
Deputi2
Deputi 6

Eksternal:
KLHK
Kemen PUPR
KKP

‘Kemen Pertanian
Kemen Pariwisata
Kemendagri

NI

POLRI

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program

kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.19

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
-
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
)
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
‘&T (human capital)
=
o
ﬁ =
=2 MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
= dan keuangan dan BMN \al dan akunta
= kinerja o
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
_ Ao vy

Level 1

MAR 1

kemaritiman.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

A
e

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2

Koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

/
<

Level 2

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

N

MAR 1.6.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran
sungai dan konservasi sumber
daya alam.

MAR 1.6.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan sampah dan
limbah.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perubahan
dan kebencanaan.

A

Level 3

(

MAR 1.6.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan sampah dan limbah.

.
g

MAR 1.6.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.6.2.5
Mengevaluasi kebij
(Policy Evaluation)

MAR 1.6.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

kan

MAR 1.6.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

MAR 1.6.2.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

A
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Cross Functional Map (pengelolaan sampah dan limbah)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: |mem_a::
Deputi 4 Deputi
Deputi 1 Deputi 1
Deputi 2 Deputi 2
Deputi Deputi 3
Dq)ul:: Deputi 5
. Deputi 6 Merumuskan
Deputi 6 icasi
l_den _nvt:r;t::?:;\ Menyusun agenda tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
— p"vabl.k kebijakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Eksternal: [LLi Bappenas kebijakan
(R Kemenkeu
Kemen PUPR KLHK
KKP Kemen PUPR
Kemenkes KKP
Kemenperin Kemenkes
Kemenpar Kemenperin
Pemda Kemenpar
Pemda
BUMN
Asosiasi Pengolah
Sampah
staf ARl Menelaah agenda
JZElEEw £ ahl Menelaah alternatif
stafahl solusi
q Ya o
Tidak Menetapkan agenda Tidak Ya Menetapkan_
Menteri Koordinator kebijakan Menteri Koordinator —v rekomendasi
' kebijakan
Policy Adoption Policy Implementation
Internal: Internal:
Deputi4 qulu:
Deputi 1 : Deputi Menyusun indikator
Deputi 2 MEnelbll.lfan produk Depul:; GrnalrE D
i3 kebijakan Dﬂ"‘lis kinerja
Deputi 5 qul_G
Deputi Deputi
sdmnln:lim Mentransformasikan
Menyosialisasikan produk kebijakan
Eksternal rekﬂrnendasi Eksternal: dalam program dan
Blate kebijakan s kegiatan
Kemen PUPR Kemen PUPR
KKP KKP Merumuskan
Kemenkes Melaksanakan uji Kemenkes asumsi kendala dan
::x:p::" publik rekomendasi xx:":‘" alternati
Pemda. kebijakan s
Kemenkumham Melakukan koordinasi
Setneg dengan stakeholder
setkab dalam pemberlakuan
kebijakan.
Staf Ahli
staf Ahli
e Tidak Menstapan produk Merter Koadintor
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 4
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 5
Deputi 6

Mengidentifikasi
kendala dalam

Eksternal:
Bappenas

kemen PUPR
KKP

Kemenkes
Kkemenperin
Kemenpar
Pemda

pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran kinerja
program kebijakan

Melakukan analisis

kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Ya
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6.20 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perubahan iklim dan

kebencanaan

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\,
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
)
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
o (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
E = Pengelolaan a Pl e Pelaksanaan pengendalian
s o dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= inerja o
wy
o o
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
. S

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

/
<

Level 2

MAR 1.6

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan daerah aliran
sungai dan konservasi sumber
daya alam.

MAR 1.6.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan sampah dan
limbah.

MAR 1.6.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perubahan i
dan kebencanaan.

A

Level 3

MAR 1.6.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan.

MAR 1.6.3.1
Menyusun agenda kebijs
(Agenda Setting)

MAR 1.6.3.2

(Policy Formulation)

Menetapkan
(Policy Adoption)

MAR 1.6.3.5
Mengevaluasi keb
(Policy Evaluation)

MAR 1.6
Melaksanakan ke
(Policy implementation)

A

/
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Cross Functional Map (pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: Internal:
Deputi 4 Deputi 4
Deputi 1 Deputi 1
Deputi 2 Deputi 2
Deputi 3 Deputi 3
Deputi 5 Deputi 5
w==rlo Menginventarisasi Deputi 6 Merumuskan
isu privat dan isu Menyusun agenda tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Eainh ublik kebijakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Bappenas ‘ Bappenas kebijakan
Kemlu Kemlu
KLHK G
Kemen PUPR Kemen PUPR
Kemen ATR Kemen ATR
KKP KKP
Kemenhub Kemenhub
BPPT e
e uPl
Kemenpar Kemenpar
Kemendagri Kemendagri
BIG BIG
Pemda Pemda
Menelaah agenda . Menelazh alternatif
Staf Ahli :
Staf Anl kebijakan ' solusi
Tidak )
Menteri Koordinator Menetapkan agenda P e Tidak Ya Menetapkan
kebijakan —v rekomendasi
i

Policy Adoption Policy Implementation

Internal:

3 : Menyusun indikator

Deputi L =

Menerbitkan produk Deputi 2 2l ukt.!ran.capalan
kebijakan Deputi 3 kinerja
Deputi 5 Mentransformasikan
M alisasik E=oilO produk kebijakan
Setmenko e Eksternal: dalam program dan
rekomendasi N

Eksternal: Tl Bappenas kegiatan
Bappenas ebljakan Kemlu
Kemlu KLHK
KLHK Kemen ESDM
Kemen PUPR Kemen Pertanian
Kemen ATR [P Merumuskan
KKP. Kemen PUPR asumsi kendala dan
Kemenhub Melaksanakan Kemen ATR alternatif solusi
BPPT publik rekomendasi KKP pelaksanaan
uPi kebijakan Kemenhub kebijakan Melakukan koordinasi
T BPPT dengan stakeholder
Kemendagri i
BIG Kemenpar dalam pemberlakuan
Kemenkumham Kemendagri kebijakan.
Setneg BIG
Setkab Pemda
Pemda

Staf Ahli
Staf Ahli
R IR Tlda k Menetapkan produk Menteri Koordinator

kebijakan
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Policy Evaluation

Internal:
::x : Melakukan analisis
Deputi 2 kinerja program

Deputi 3
Deputi 5 Mengidentifikasi Menyusun
2EilD kendala dalam instrumen

Eksternal: pelaksanaan pengukuran kinerja
Bappenas program kebijakan program kebijakan
Kemlu

KLHK

Kemen ESDM
Kemen Pertanian
Kemenperin
Kemen PUPR
Kemen ATR

KKP

Kemenhub

BPPT

upl
Kemenpar
Kemendagri
BIG

Pemda

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Menetapkan
rekomendasi

Menteri Koordinator

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.21

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait planologi kehutanan dan tata lingkungan

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebi i
investasi
\,
r
MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
lak: manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
| MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
s a dan keuangan dan BMN " i it
=S kinerja organis
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar , advokasi
hukum, persidang dan protokol
.

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

N\
Ve

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

ekonomi kreatif.

\

Level 2

MAR 1.7

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

Y

MAR 1.7.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

planologi kehutanan dan tata
lingkungan.

MAR 1.7.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk kehutanan
dan jasa lingkungan.

N

Level 3

Ve

MAR 1.7.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

planologi kehutanan dan tata lingkungan.

N
e

MAR 1.7.1.1
Menyusun agenda kebijakan
{Agenda Setting)

MAR 1.7.1.5
Mengevaluasi

(Policy Evaluation)

SELET

MAR 1.7.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.7.1.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.7.1.4
Melaksanakan kel
(Policy Implementation)

ijakan

A

/
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Cross Functional Map (planologi kehutanan dan tata lingkungan)

Agenda Setting

Policy Formulation

Deputi
Deputi 6

Eksternal:
Kemenko Ekon
Bappenas
KLHK

Kemen PUPR
Kemen ATR
KKP

BIG

Badan Restorasi
Gambut (BRG)
Pemda

Pelaku Usaha

Menginventarisasi

Menyusun agenda

Internal:
Deputi4
Deputi1
Deputi2
Deputi 3
Deputi 5
Deputi 6

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan

isu privat dan isu
publik

kebijakan

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen ESDM
Bappenas

KLHK

Kemen PUPR

Kemen ATR

KKP

BIG

Badan Restorasi Gambut
(BRG)

Pemda

BKPM
Perguruan Tin

ruang lingkup
kebijakan

Menetapkan fokus
dan alternatif solusi

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

Staf Ahli

Menelazh alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak

— @

Ya

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Deputi 5
Deputi 6
Setmenko

Eksternal:

Kemenko Ekon
Kemen ESDM
Bappenas

KLHIC

Kemen PUPR

Kemen ATR

KKP

BIG

Badan Restorasi Gambut
(BRG)

Pemda

BKPM

Kemen Kop dan UKM
Kemenkumham
Setneg

Setkab

Menyosialisasikan

Menerbitkan produk

kebijakan

Policy Implementation

Mentransformasikan
produk kebijakan

rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan uiji
publik rekomendasi
kebijakan

BIG
Badan Restorasi Gambut
(BRG)

Pemda

BKPM

Kemen Kop dan UKM
LP1

Pelaku Usaha

dalam program dan
kegiatan

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Merumuskan

asumsi kendala dan

alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

‘staf Ahli

‘Staf Ahli

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk
kebijakan

Menteri Koordinator

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 4
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 5
Deputi 6

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi
kendala dalam

Menyusun
instrumen

pengukuran kinerja
program kebijakan

pelaksanaan
program kebijakan

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen ESDM
Bappenas
KLHK

Kemen PUPR
Kemen ATR
KKP

BIG
Badan Restorasi Gambut
(BRG)

Pemda

Kemen Kop dan UKM
Ksp

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

staf Ahli

Menetapkan
rekomendasi

Menteri Koordinator

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.22 Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk kehutanan dan jasa

lingkungan

Level O

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\,
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi dalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan an bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
)
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika
laksan manusia
o (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
=1 MAR 8 MAR 9 MAR 10
E = Pengelolaan a Pl e Pelaksanaan pengendalian
s o dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= kinerja organis
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidang an protokol
_ Ao vy

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

<

Level 2

MAR 1.7

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

Y

MAR 1.7.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
planologi kehutanan dan tata
lingkungan.

MAR 1.7.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk kehutanan
dan jasa lingkungan.

A

Level 3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

MAR 1.7.2

pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan.

MAR 1.7.2.1
Menyusun agenda
(Agenda Setting)

MAR 1.7.2.5
Mengewvaluasi ke

bijakan

IELEN
(Policy Evaluation)

MAR 1.7.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.7.2.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.7.2.4

Melaksanakan ke
(Policy Implementation)

/
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Cross Functional Map (pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Internal: Deputi 4
Deputi d Deputi1
Deputi1 Deputi 2
Deputi 2 Deputi 5
Deputis Deputi 6 Merumuskan
= tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Menginventarisasi Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
o T Me"\kf:;;:kigr‘e"dﬂ o Kebijakan
Eksternal: publik i ]
KLHK Kemenperin
Kemenperin Kemen BUMN
Kemen BUMN KKP
KKP Kemen ESDM
Kemen ESDM Kemen Parekraf
Kemen Parekraf Kemen PUPR
Kemen PUPR Kemenhub
Kemenhub Kemendag
Kemendag Pemda
Pemda BKPM
BKPM Perguruan Ti
15M
™
POLRI
Menelaah agenda
Staf Ahli
' kebijakan
Staf Ahli SREISE
o
Tidak Ya B .
Menteri Koordinator enetapkan agenda Tidak Ya Menetapkan
kebijakan Menteri Koordinator e
v kebijakan
Policy Adoption Policy Implementation
izt Internal: o
Deputi 4 Deputi4 Menyusun indikator
= Menerbitkan produk Deputi 1 e
i kebijakan Dq)u‘_li kinerja
Deputi
Deputi 6 o Deputi 6 Mentransformasikan
Setmenko Menyosialisasikan produk kebijakan
rekomendasi o -
Eksternal: - Eksternal: alam program dan
KLHK kebijakan KLHK kegiatan
Kemenperin Kemenperin
Kemen BUMN Kemen BUMN
KKP i KKP
Komen ESDM M;!:ksinakan :Jl_ e Merumuskan
Kemen Parekraf publik rexomencasi Kemen Parekraf asumsi kendala dan
Kemen PUPR kebijakan Kemen PUPR alternatif solusi
Kemenhub "f"‘ﬂ":"" pelaksanaan
Kemend Kemendag ‘.
p,::: o Pemda iy Melakukan koordinasi
BKPM BKPM dengan stakeholder
TNI mm dalam pemberlakuan
POLRI =
e kebijakan.
Setneg
Setkab
‘staf Ahli
Staf Ahli
Tidak
Menteri Koordinator Menetapkan produk Menteri Koordinator
kebijakan
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 4

Eksternal:
KLHK
Kemenperin
Kemen BUMN
KKP

Kemen ESDM
Kemen Parekraf
Kemen PUPR
Kemenhub
Kemendag
Pemda
Kemenkominfo
Kantor Staf
Kepresidenan
TNI

POLRI

Mengidentifikasi

kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran kinerja
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

[ ——
rekomend

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.23

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
‘&T (human capital)
=
o
ﬁ =
| MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
= dan keuangan dan BMN \al dan akunta
= kinerja o
wy
o o
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
_ Ao vy

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

.
(

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.5 MAR 1.6

Koordin. dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

transportasi. pengelolaan lingkungan.

MAR 1.8 MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

\

Level 2

Level 3

MAR 1.8

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

pariwisata.

MAR 1.8.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata berkelanjutan.

MAR 1.8.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

MAR 1.8.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual
pariwisata.

MAR 1
Koordinasi dan kronisasi
perumusan, penetapan, dan
aksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan paiwisata.

MAR 1.8.4
Koordinasi dan kronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait

sumber daya manusia
pariwisata.

A

(

MAR 1.8.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.8.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

Merumuskan kebijakan

MAR 1.8.1.2 MAR 1.8.1.3
Menetapkan kebijakan

(Policy Formulation) (Policy Adoption)

MAR 1.8.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (pengembangan pariwisata berkelanjutan)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal: Internal:
Deputi 5 Deputi 5
D!W‘_IZ Deputi 2
Deputi 3 Deputi 3
Deputi4 Deputi 4
Menginventarisasi o 4 Merumuskan
isu privat dan isu en:u;\:mkagen o tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Esizvs publik ebljakan ruang lingkup dan alternatif solusi
Kemen Parekraf Eksternal: kebijak
S Kemen Parekraf SR
Kemen PUPR e
s Kemen PUPR
(3 Kemenhub
KKP KLHK
Bappenas e
setkab s
Asosiasi Pariwisata
Staf Ahli Men:el?:: ka‘;g:nda Staf Ahi Menelaah alternatif
¥ solusi
Tidak e . Tidak Ya Menetapkan
Menteri Koordinator kebiiakan Menteri Koordinator rekomendasi
\v’ i vV s
Policy Adoption Policy Implementation
Internal: Internal:
Deputi 5 = dikato
Deputi 2 Menerbitkan produk """"_'2 ; .
Deputi 3 kebijakan Deputi =
A Deputi 3 e
Deputi 4 e
Setmenko Deputi
Menyosialisasikan Crod ' b
rekomendasi
Ekstemal: - Elesternal: dalam p d
Kemen Parekraf T Kemen Parekraf eg
Kemen ESDM Kemen ESDM
Kemen PUPR Kemen PUPR
KLHK Melaksanakan uji Kemenhub dala d
L publik rekomendasi KLHK .
Bappenas ebjiak: KKP
Kemenkumham LD Bappenas pe a
Setneg Setkab eb oord
Setkab Asosiasi Pariwisata dengan stakeholde
d pemberla
Staf Ahli staf Ahli
Tidak [0t Tidak Ya
Menteri Koordinator kebijakan Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputis
Deputi2
Deputi 3
Deputi4

Mengidentifikasi
kendala dalam

Eksternal:
Kemen Parekraf
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemenhub
KLHK

KKP

Bappenas
setkab

pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran kinerja
program kebijakan

Melakukan analisis

kinerja program
kebijakan.

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.24

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan pariwisata

Level O

-
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
> MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
= dan keuangan dan BMN \al dan akunta
= kinerja o
8w
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 1

kemaritiman.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

ksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

-

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

\

J

Level 2

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

N

MAR 1.8.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

MAR 1.8.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan paiwisata.

MAR 1.8.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual
pariwisata.

MAR 1.8.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

sumber daya manusia
pariwisata.

A

Level 3

-

MAR 1.8.2

pemodalan paiwisata.

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait akses

~

.
f

MAR 1.8.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.8.2.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.8.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.8.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

MAR 1.8.2.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

~
N

/
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Cross Functional Map (akses permodalan pariwisata)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi §
Deputi 2
Deputi 4
Deputi 6 . S

Menginventarisasi Ve

isu privat dan isu

Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf
Kemenkeu
Kemenperin
Kemendag

KKP

KLHK

Bl

0K

kebijakan

Internal:
Deputi 5
Deputi 2
Deputi 4
Deputi 6

Merumuskan

tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf

ruang lingkup dan alternatif solusi

kebijakan

Tidak

Menteri Koordinator

Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak

Ya

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Implementation

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Policy Adoption
"'""‘_‘E et
Deputi Deputi s
Deputi 2 Menerbitkan produk .:; Menyusun i tor
Deputi 4 kebijakan Deputid dan ukuran capaian
Deputi 6 Deputi 6 kinerja
Setmenko e
Menyosialisasikan Mentransformasikan
rekomendasi produk kebijakan
R T kebijakan o dalom program dan
ernal: kegiatan
Kemen Kop & UKM —
Kemen Parekraf Kemen Kop & UKM
Kemenkeu Melaksanakan uji Kemen Parekraf
Tt publik rekomendasi Kemendag
kebijakan Kemenperin
Kemenkumham | T
Setneg. s
Setkab
staf Ahli staf Ahli

Melakukan keordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

Tidak

Menteri Koordinator

kebijakan

Menetapkan produk

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 5 Melakukan analisis
Deputi 2 Kineri
Deputia inerja program
Deputi6 kebijakan.
Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen
pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan
Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf
Kemenperin
KLHIC
Melakukan analisis
staf Ahli kinerja program
kebijakan.
a Menetapkan
Tidak Ya rekomendasi
Menteri Koordinator

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.25

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual pariwisata

Level O

-
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
> MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
= dan keuangan dan BMN \al dan akunta
= kinerja o
8w
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

.
/

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
ksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

\

Level 2

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.8.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan paiwisata.

MAR 1.8.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual
pariwisata.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

sumber daya manusia
pariwisata.

A

Level 3

-

MAR 1.8.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

kekayaan intelektual pariwisata.

NS
’e

A

MAR 1.8.3.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.8.3.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.8.3.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.8.3.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.8.3.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

/
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Cross Functional Map

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 5 Internal:
Deputi 5
Menginventarisasi
5 - Menyusun agenda
isu privat dan isu kebiiakan Merumuskan
:m:mkmf publik I} tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
Kemendikbud ruang lingkup dan alternatif solusi
Kemenkumham ook kebijakan
Kemen Parekraf
Kemen ESDM Kemendikbud
KKP Kemenkumham
LTSI Kemen ESDM
AIGH KKP
setkab setkab
DANA Bappenas
Himp. Masy. Kopi
Menelaah agenda .
staf Ahli ey Staf Ahli Menelaah alternatif
kebijakan olusi
. . Tidak Ya Menetapkan agenda Tidak Ya Menetapkan
Menteri Koordinator kebijakan Menteri Koordinator rekomendasi
NV . 4 keblakan
Policy Adoption Policy Implementation
dikato
Internal: Internal: d pa
e Menerbitkan produk Deputis "
er—— kebijakan
ansforma
produk keb
Menyosialisasikan Eksternal: d p da
rekomendasi Kemen Parekraf <
Eksternal: kebijakan Kemendikbud
Kemen Parekraf L
Kemendikbud Kemen ESDM
Kemenkumham - KKP dala da
— Melaksanakan uji MPIG Taput atif <o
KKP publik rekomendasi AIGI -
il kebijakan Setkab a
Setneg. RN X =1 oord
Himp. Masy. Kopi 4 . d
dalam pemberla
b
Staf Ahli Staf Ahli

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak Ya
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Policy Evaluation

Internal:

Melakukan analisis
kinerja program

TarHe kebijakan.
Eksternal:
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenkumham
Kemen ESDM
KKP
Melakukan analisis
Staf Ahli kinerja program
kebijakan.
- Menetapkan
Tidak rekomendasi
Menteri Koordinator

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.26

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia pariwisata

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
> MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
= dan keuangan dan BMN \al dan akunta
= kinerja o
8w
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

.
7

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan ke
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

_\

J

Level 2

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

A

MAR 1.8.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

MAR 1.8.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual
pariwisata.

MAR 1.8.2
Koordinasi dan kronisasi
perurmusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan paiwisata.

MAR 1.8.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

sumber daya manusia
pariwisata.

Level 3

(

MAR 1.8.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber

daya manusia pariwisata.

\

S

.
Ve

MAR 1.8.4.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.8.4.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

Merumuskan kebijakan

MAR 1.8.4.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.8.4.2

(Policy Formulation)

MAR 1.8.4.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

<

/
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Cross Functional Map (sumber daya manusia pariwisata)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputis

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Menginventarisasi
isu privat dan isu
publik

Menyusun agenda

kebijakan

Internal:
Deputis
Deputi4

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan

Menetapkan fokus

dan alternatif solusi

ruang lingkup

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda
kebijakan

staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

R 4

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 5
Deputi 4
setmenko

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Kemenkumham
Setneg.

Setkab

Badan Usaha

Menyosialisasikan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Menerbitkan produk

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Internal:
Deputi 5
Deputi 2
Deputi 4

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan

kebijakan Melakukan koordinasi

Staf Ahli

dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 5
Deputi2
Deputi4

Melakukan analisis

kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kementistek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya
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6.27

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan ekonomi kreatif

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
-
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebi i
investasi
\,
)
MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
lak: manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
| MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
s a dan keuangan dan BMN " i it
=S kinerja organis
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar , advokasi
hukum, persidang dan protokol
.

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

(

-

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pel naan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

naan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

pelaksanaan kebijakan terkait

pelaksanaan kebijakan terkait

pelaksanaan kebijakan terkait

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

energi dan pertambangan. sumber daya maritim.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

transportasi. pengelolaan lingkungan.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

pariwisata. ekonomi kreatif.

\

J

Level 2

Level 3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

MAR 1.9

g

MAR 1.9.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan terkait pengembangan

ekonomi kreatif.

~

MAR 1.9.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan terkait
pengembangan ekonomi
kreatif.

MAR 1.5.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual ekonomi
kreatif.

A

MAR 1.9.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia ekonomi
kreatif.

(.
(

MAR 1.9.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

(Policy Evaluation)

MAR 1.9.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.9.1.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.9.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

-
N

/
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Cross Functional Map (pengembangan ekonomi kreatif)

Agenda Setting

Policy Formulation

kebijakan

Internal: Internal:
Deputi 5 Deputi 5
Menginventarisasi a LIS T 2
. . 5 Menyusun agenda tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
isu privat dan isu - . . .
FlatermE publik kebijakan Eksternak ruang lingkup dan alternatif solusi
Kemenkop & UKM Kemenkop & UKM kebijakan
Kemen BUMN Kemen BUMN
Kemen Parekraf Kemen Parekraf
Kemendag Kemendag
Kemenperin Kemenperin
Kementan Kementan
KKP KKP
Perguruan Tinggi Kemenkeu
Asosiasi Ekraf Perguruan Tinggi
Badan Usaha Asosiasi Ekraf
staf A e Staf ARl Menelaah alternatif

solusi

Menteri Koordinator

Tidak

Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak Ya

. 4

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi5
Setmenko

Eksternal:
Kemenkop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendag
Kemenperin
Kementan

KKP

Bappenas
Kemenkumham
Setneg

Setkab
Perguruan Tinggi
Asosiasi Ekraf
Badan Usaha

Menyosialisasikan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Menerbitkan proeduk
kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Internal:
Deputi 5

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan

Eksternal:
Kemenkop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendag
Kemenperin
Kementan
Kemlu
Kemenkeu

KKP

Bappenas
Asosiasi Ekraf

dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan
Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan

staf Ahli

kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputis

Melakukan analisis

kinerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

Eksternal:
Kemenkop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendag
Kemenperin
Kementan
Kemlu
Kemenkeu

KKP

Bappenas

pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak
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6.28

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan ekonomi kreatif

Level O

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR S5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
‘&T (human capital)
=
o
ﬁ =
=2 MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
= dan keuangan dan BMN \al dan akunta
= kinerja o
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
. A

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

<
~

Level 2

MAR 1.9

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

ekonomi kreatif.

Y

MAR 1.9.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan terkait
pengembangan ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
akses pemodalan ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia ekonomi
kreatif.

N

Level 3

MAR 1.9.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual ekonomi kreatif.

MAR 1.9.3.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.9.3.5
Mengevaluasi kebijakan

(Policy Evaluation)

MAR 1.9.3.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.9.3.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.9.3.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (akses permodalan ekonomi kreatif)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi 5
Deputi 2
Deputi 4
Deputi 6

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf
Kemenkeu
Kemenperin
Kemendag

KKP

KLHK

BI

oK

Menginventarisasi
isu privat dan isu
publik

Menyusun agenda

kebijakan

Internal:
Deputi 5
Deputi2
Deputi4
Deputi6

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf
Kemenkeu
Kemendag

KKP

KLHK

Bappenas

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan

Menetapkan fokus

dan alternatif solusi

ruang lingkup
kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak

Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

Staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinator

Tidak Ya

— @

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf

Menyosialisasikan
rekomendasi
kebijakan

Menerbitkan produk

kebijakan

Internal:
Deputi 5
Deputi 2
Deputi 4
Deputi 6
Setmenko

Eksternal:
Kemenko Ekon
Kemen Kop & UKM

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan

dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

kebijakan

xx:::- Melaksanakan uji Kemen Parekraf MEfumuskan
KK E publik rekomendasi Kemendag asumsi kendala dan

. Kemenperin alternatif solusi
ekt kebijakan
o KLHK pelaksanaan
= KKP kebijakan Melakukan koordinasi
Staf Ahli Staf Ahli

Tlda k Menetapkan produk

Menteri Koordinator Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputis
Deputi 2
Deputi4
Deputi 6

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menyusun
instrumen

Mengidentifikasi
kendala dalam

Eksternal:
Kemenko Ekan
Kemen Kop & UKM
Kemen Parekraf
Kemenperin

KLHK

pengukuran kinerja
program kebijakan

pelaksanaan
program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Ya
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6.29

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual ekonomi kreatif

Level O

Level 1

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

kemaritiman.

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebi i
investasi
\,
r
MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
lak: manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
=2 MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
s a dan keuangan dan BMN " i it
=S kinerja organis
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar , advokasi
hukum, persidang dan protokol
. S

MAR 1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya maritim.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

<
~

Level 2

MAR 1.9

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

ekonomi kreatif.

Y

MAR 1.9.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan terkait
pengembangan ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan ke kan terkait
akses pemodalan ekonomi
kreatif.

sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

elektual ekonomi
kreatif.

perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia ekonomi
kreatif.

A

Level 3

MAR 1.9.3

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait

kekayaan intelektual ekonomi kreatif.

MAR 1.9.3.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 1.9.3.2 MAR 1.9.3.3
Merumuskan kebijakan Menetapkan kebijakan
(Policy Formulation) (Policy Adoption)

MAR 1.9.3.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 1.9.3.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

/
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Cross Functional Map (kekayaan intelektual ekonomi kreatif)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: Internal:
Deputi 5 LIrEs
Merumuskan
l\.flengl.lwl:r;tan.sasl SN T tujuan, EEED dan Menelapka[\ fukus.
Eksternal: - pnvabrkan - kebijakan S ruang lingkup dan alternatif solusi
ek s Kemen Parekraf
Kemendikbud Kemendikbud
Kemenkumham Kemenkumham
Kemen ESDM Kemen ESDM
KKP KKP
MPIG Taput Setkabh
AIGI Bappenas
Setkab
DANA
Himp. Masy. Kopi
Menelash agenda staf Ahli Menelaah aIFernatlf
Staf Ahli . solusi
kebijakan
a i Menetapk
Menteri Koordinator Tidak Ya i i Tidak Ya Ene apdan-
Menetapkan agenda Menteri Koordinator rekomendasi
kebijakan kebijakan
Policy Adoption Policy Implementation
Internal: Menyusun indikator
i I:
Deputi 5 ME“i":_""L‘ produk |szma“ z dan ukuran capaian
setmenko =L kinerja
o Mentransformasikan
Menyosi: kan produk kebijakan
rekomendasi Eksternal: dalam program dan
Eksternal: kebijakan Kemen Parekraf kegiatan
Kemen Parekraf Kemendikbud
Kemendikbud Kemenkumham Merumuskan
kumha Kemen ESDM .
romenkumhan Melaksanakan uji i asumsi kendala dan
KKP. publik rekomendasi MPIG Taput alternatif solusi
Setkab kebijakan AlGH pelaksanaan
Setneg Setkab kebijakan Melakukan koordinasi
oana dengan stakeholder
imp. Masy. Kopi dalam pemberlakuan
kebijakan.
Staf Ahli
Staf Ahli
Tidak —
Menteri Koordinator Lz e Menteri Koordinator
kebijakan
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Policy Evaluation

Internal:
Deputis

Melakukan analisis

kinerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

Eksternal:
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenkumham
Kemen
KKP

pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya
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6.30

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia ekonomi kreatif

Level O

Level 1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 1

kemaritiman.

N
<

r ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
,
4
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebi i
investasi
\,
r
MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
lak: manusia
B (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
| MAR 8 MAR 9
Z = Pengelolaan ai Pengelolaan ketatausahaan
s a dan keuangan dan BMN " i it
=S kinerja organis
@B w
o oo
j=)
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar , advokasi
hukum, persidang dan protokol
.

-

MAR 1.1
Koordinasi dan
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kedaulatan maritim.

MAR 1.
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
infrastruktur.

MAR 1.7
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kehutanan.

MAR 1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
energi dan pertambangan.

MAR 1.5
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
transportasi.

MAR 1.8
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pariwisata.

MAR 1.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya mari -

MAR 1.6
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan lingkungan.

MAR 1.9
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

<
~

/

Level 2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
ekonomi kreatif.

MAR 1.9

MAR 1.9.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan terkait
pengembangan ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
kekayaan intelektual ekonomi
kreatif.

A

MAR 1.9.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terka
akses pemodalan ekonomi
kreatif.

MAR 1.9.4
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
sumber daya manusia ekonomi
kreatif.

Level 3

-~

MAR 1.9.4

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber
daya manusia ekonomi kreatif.

~

S/

.
e

MAR 1.9.4.1
Menyusun agenda kebijakan
{Agenda Setting)

MAR 1.9.4.5
Mengevaluasi

(Policy Evaluation)

ebijakan

MAR 1.9.4.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 1.9.4.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 1.9.4.4

Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

\

/
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Cross Functional Map (sumber daya manusia ekonomi kreatif)

Agenda Setting

Policy Formulation

Internal:
Deputi5

Eksternal:
Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Menginventarisasi
isu privat dan isu
publik

Menyusun agenda

Internal:
Deputis
Deputi4

kebijakan

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Merumuskan
tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus

ruang lingkup dan alternatif solusi
kebijakan

Staf Ahli

Menelaah agenda
kebijakan

Staf Ahli

Menelaah alternatif
solusi

Menteri Koordinater

Tidak Ya

Menetapkan agenda
kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak Ya

. 4

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 5
Deputi4
Setmenko

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Kemenkumham
Setneg

Setkab

Badan Usaha

rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Menerbitkan produk
kebijakan

Internal:
Deputi 5
Deputi2
Deputi 4

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja

Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan

kebijakan Melakukan koordinasi

Staf Ahli

dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:

:l’ﬁi kinerja program
p

Pt kebijakan.

Melakukan analisis

Mengidentifikasi Menyusun
kendala dalam instrumen

pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

Eksternal:

Kemen Kop & UKM
Kemen BUMN
Kemen Parekraf
Kemendikbud
Kemenristek/BRIN
Kemenaker
Perguruan Tinggi
Badan Usaha

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

staf Ahli

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya

Menteri Koordinator _v
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6.31

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait hukum dan perjanjian maritim

Level O

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
s
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

maritim. maritim.

pertambangan.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan
kan terkait transportasi.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kedaulatan maritim.

MAR 2.1.1
Pengendalian pelaksanaan

MAR 2.1.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait keamanan dan
ketahanan maritim.

MAR 2.1.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait delimita:
zona maritim dan kawasan

perbatasan.

MAR 2.1.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait navigasi dan
keselamatan maritim.

Level 3

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait hukum dan perjanjian maritim.

Y4

MAR 2.1.1.2

Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

/
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6.32

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait keamanan dan ketahanan maritim

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
s
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
. oy

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

J/

Level 2

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kedaulatan maritim.

Y4

MAR 2.1.1
gendalian pelaksanaan
kan terkait hukum dan
perjanjian maritim.

MAR 2.1.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait delimita
zona maritim dan kawasan

perbatasan.

MAR 2.1.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait keamanan dan

ketahanan mariti

MAR 2.1.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait navigasi dan
keselamatan maritim.

Level 3

MAR 2.1.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait keamanan dan ketahanan maritim.

~

Y

MAR 2.1.2.1 MAR 2.1.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

A
N

/
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6.33

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
. oy

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

\-

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan
kan terkait transportasi.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

J/

Level 2

MAR 2.1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kedaulatan maritim.

MAR 2.1.1
Pengendalian

MAR 2.1.2
Pengendalian pelaksanaan

kebijakan terkait keamanan dan
ketahanan ma

MAR 2.1.3
alian pelaksanaan
kebijakan terkait delimitasi
zona maritim dan kawasan
perbatasan.

MAR 2.1.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait navigasi dan
keselamatan maritim.

Level 3

g

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait delimitasi zona maritim dan kawasan perbatasan.

MAR 2.1.3 )

.
e

/
<\

MAR 2.1.3.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.1.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.34

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait navigasi dan keselamatan maritim

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kedaulatan maritim.

Y4

MAR 2.1.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait hukum dan
perjanjian maritim.

MAR 2.1.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait keamanan dan
ketahanan maritim.

MAR 2.1.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait delimita:
zona maritim dan kawasan

perbatasan.

MAR 2.1.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait navigasi dan
keselamatan maritim.

Level 3

MAR 2.1.4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait navigasi dan keselamatan maritim.

N

MAR 2.1.3.1 MAR 2.1.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi

S
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6.35

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait energi

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kedaulatan kel

Pengendalian pelaksanaan
kan terkait energi dan

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

pertambangan.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait energi dan pertambangan.

MAR 2.2.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait energi.

\

MAR 2.2.1
Pengendalian pelaksanaan

kebijakan terkait energi.

MAR 2.2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pertambangan.

Y4

MAR 2.2.1.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.2.1
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.36

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pertambangan

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kedaulatan

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait energi dan pertambangan.

Y

MAR 2.2.1
Pengendalian pelaksanaan

MAR 2.2.2

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pertambangan.

kebijakan terkait energi.

Level 3

MAR 2.2.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pertambangan.

Y4

MAR 2.2.2.1

MAR 2.2.2.2

Menyusun rencana aksi
mplementasi

pengendalian

Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.37

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut dan pesisir

Level O

MAR 5
Pengelolaan org;

MAR
Pengelolaan a
dan keuangan

si dan tata

MAR 6

Pengelolaan sumber daya

manusia
(human capital)

MAR 9

Pengelolaan ketatausahaan

dan BMN

4 ™\
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-

MAR 7
Pengelolaan TIK dan publika.

MAR 10
Pelaksanaan pengendalian
internal dan akuntabilitas

inerja orgar

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kehutanan. kreatif.

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

J |\ S

Level 2 Level 3

N | MAR 2.3.1 R

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut dan pesisir.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.

.
” < |7 <

MAR 2.3.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
ruang laut dan pesisir.

MAR 2.3.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelclaan
perikanan tangkap.

MAR 2.3.1.1
Menyusun rencana aksi

MAR 2.3.1.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

MAR 2.3.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya..

MAR 2.3.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait peningkatan
daya saing.

MAR 2.3.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait hi i

sumber daya ma

(. A AN /
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6.38

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perikanan tangkap

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.

MAR 2.3.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perikanan tangkap.

MAR 2.3.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan

ruang laut dan pes:

MAR 2.3.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perikanan tangkap.

MAR 2.3.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya..

MAR 2.3.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait peningkatan
daya saing.

MAR 2.3.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait hi i

sumber daya ma

Y4

MAR 2.3.2.1
Menyusun rencana aksi

MAR 2.3.2.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.39

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan perikanan budi daya

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan

lingkungan.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.3

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.

MAR 2.3.1
gendalian pelaksanaan
it pengelolaan
ruang laut dan pesisir.

jakan terk:

MAR 2.3.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya..

AR 2.3.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait peningkatan

aya saing.

MAR 2.3.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perikanan tangkap.

MAR 2.3.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
sumber daya mar

Level 3

MAR 2.3.3
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan perikanan budi daya.

Y4

MAR 2.3.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

J
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6.40

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan daya saing

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.

N

MAR 2.3.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
ruang laut dan pesisir.

MAR 2.3.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perikanan tangkap.

MAR 2.3.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya..

MAR 2.3.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait peningkatan
daya saing.

MAR 2.3.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait i

sumber daya ma

Level 3

MAR 2.3.4

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait peningkatan daya saing.

A

MAR 2.3.4.1
Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

MAR 2.3.4.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.41

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait hilirisasi sumber daya maritim

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya maritim.

MAR 2.3.1
Pengendalian pelaksanaan
an terkait pengelolaan
ruang laut dan pesisir.

MAR 2.3.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perikanan tangkap.

MAR 2.3.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan perikanan budi
daya..

MAR 2.3.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait peningkatan

MAR 2.3.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait i

sumber daya ma

Level 3

MAR 2.3.5

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait hilirisasi sumber daya maritim.

'

MAR 2.3.5.1
Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijs

MAR 2.3.5.2
Melaksanzakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.42

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya air

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisa Pengendalian pelaksa
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemari
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan o asi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendal
== dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= kinerja ol
oW
o o
(@]
= MAR 11
cungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
. oy

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.2
ndalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
Pengendalian pelaksanaan

ijakan terkait transportasi.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan

lingkungan.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

N /

Level 2

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur.

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait i

MAR 2.4.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
dasar, perkotaan, dan sumber
daya air.

MAR 2.4.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
pengembangan wilayah.

MAR 2.4.3 MAR 2.4.4 MAR 2.4.5
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri kebijakan terkait industri

maritim.

frastruktur

pendukung infrastruktur.

Level 3

(" MAR 2.4.1 )

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur dasar, perkotaan, dan sumber daya

\_ air. J
4 N

MAR 2.4.1.1 MAR 2.4,
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

- /
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6.43

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan wilayah

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
s
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja orgar
0w
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
\ Ao vy

Level 1

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terk

kedaulatan

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
ngendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terl sumber daya

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

/

Level 2

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.4.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
dasar, perkotaan, dan sumber

MAR 2.4.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
pengembangan wilayah.

daya air.

MAR 2.4.3
Pengendalian pelaksanaan
frastruktur

MAR 2.4.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri
pendukung infrastruktur.

AR 2.4.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri
maritim.

Level 3

MAR 2.4.2 )

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur pengembangan wilayah.

N

MAR 2.4.2.1
Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi

ke

ebijakan.

MAR 2.4.2.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

~
N

/
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6.44

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur konektivitas

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
s
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisa Pengendalian pelaksa
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemari
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan o asi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendal
== dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= kinerja ol
oW
o o
(@]
= MAR 11
cungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
ndalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
Pengendalian pelaksanaan
ijakan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.4.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
dasar, perkotaan, dan sumber
daya air.

MAR 2.4.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
pengembangan wilayah.

MAR 2.4.3
Pengendalian

MAR 2.4.4
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri kebijakan terkait industri

pendukung infrastruktur. maritim.

MAR 2.4.5

Level 3

MAR 2.4.3

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur konektivitas.

Y

MAR 2.4.3.1
Menyusun rencana aksi
pengendalian implements

kebijakan.

MAR 2.4.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

J
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6.45

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait industri pendukung infrastruktur

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
ngendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5

ngendalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terl sumber daya

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.4.1 MAR 2.4.2

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
dasar, perkotaan, dan sumber

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
pengembangan wilayah.

daya air.

AR 2.4.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terk: dustri
pendukung infrastruktur.

Pengendalian pelaksanaan

kebijakan terk: frastruktur
konektivitas.

AR 2.4.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri
maritim.

Level 3

MAR 2.4.4

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait industri pendukung infrastruktur.

Y4

MAR 2.4.4.1
Menyusun rencana aksi
pengendalian i

MAR 2.4.4.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.46

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait industri maritim

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
s
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
ngendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan
kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terl sumber daya

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.4.5

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait industri maritim.

AR 2.4.1 AR 2.4.2

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
dasar, perkotaan, dan sumber

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur
pengembangan wilayah.

LENERT A

MAR 2.4.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terk frastruktur
konel s.

MAR 2.4.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri
pendukung infrastruktur.

MAR 2.4.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri
maritim.

A

MAR 2.4.5.1
Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

MAR 2.4.5.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.47

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait industri transportasi

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi da
pertambangan.

MAR 2.5
endalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
sumber daya

akan terl

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.5
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait transportasi.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait industri transportasi.

MAR 2.5.1

Y4

MAR 2.5.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait industri

transportasi.

AN

Y4

MAR 2.5.1.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.5.1.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.48

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya alam

Level O

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
s S
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
. oy

\-

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
endalian pelaksanaan

kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

J

Level 2

Level 3

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan.

Y

MAR 2.6.1
engendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
daerah aliran sungai dan
konservasi sumber daya alam.

MAR 2.6.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perubahan iklim dan

kebencanaan.

MAR 2.6.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
sampah dan limbah.

I

MAR 2.6.1

sumber daya alam.

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan daerah aliran sungai dan konservasi

~

A
(

MAR 2.6.1.1 MAR 2.6.1.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implement:
kebijakan.

)
N\

J
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6.49

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah

Level O

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
s S
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisa Pengendalian pelaksa
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemari
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan o asi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendal
== dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= kinerja ol
oW
o o
(@]
= MAR 11
cungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
-

Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan.

Level 3

MAR 2.6.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan limbah.

MAR 2.6.1
gendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
daerah aliran sungai dan
konservasi sumber daya alam.

MAR 2.6.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
sampah dan limbah.

MAR 2.6.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perubahan iklim dan
kebencanaan.

N
V4

MAR 2.6.2.1
Menyusun rencana aksi

pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.6.2.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
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6.50

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan

Level O

Level 1

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES ) MAR 2 ) o
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.
N\ <
s S
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman MAR 2.1 MAR 2.2 MAR 2.3
< pEIEkSa“Ea“_kE:?'Jaka“ bidang Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
5 Srmaritiman kebijakan terkait kedaulatan kebijakan terkait energi dan kebijakan terkait sumber daya
o maritim. pertambangan. maritim.
L
A
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\ MAR 2.4 MAR 2.5 MAR 2.6
- Pengendalian pelaksanaan pendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur. kan terkait transportasi. kebijakan terkait pengelolaan
MAR 5 MAR 6 MAR 7 _ lingkungan.
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
50
2 =
= MAR MAR 9 MAR 10 .
= = Pengelolaan a Py aler (e Gares e Pelaksanaan pengendalian MAR 2.7 MAR 2.8 MAR 2.9
=a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
= inerja orgar kebijakan terkait pengelolaan kebijakan terkait pariwisata. kebijakan terkait ekonomi
m g kehutanan. kreatif.
[72)
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
. >y \ /

Level 2

Level 3

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan.

g

MAR 2.6.3

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan.

™

MAR 2.6.1 MAR 2.6.2
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
ke an terkait pengelolaan kebijakan terkait pengelolaan

daerah aliran sungai dan sampah dan limbah.
konservasi sumber daya alam.

\,
be

/
<

MAR 2.6.3.1 MAR 2.6.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.6.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
perubshan iklim dan
kebencanaan.

- A A /
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6.51

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan perubahan iklim dan kebencanaan

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
. oy

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelclaan

kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
engendalian pelaksanaan

akan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

/

Level 2

Level 3

MAR 2.7

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kehutanan.

MAR 2.7.1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait planologi kehutanan dan tata lingkungan.

~

Y4

MAR 2.7.1
Pengendalian pelaksanaan
ke n terkait planclogi

MAR 2.7.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
produk kehutanan dan jasa
lingkungan.

I
kehutanan dan tata lingkungan.

N

Y4

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
ke

MAR 2.7.1.1

MAR 2.7.
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

/
<\

/
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6.52

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk kehutanan dan jasa lingkungan

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
s
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
r
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
. oy

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelclaan

kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
engendalian pelaksanaan

akan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
maritim.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

/

Level 2

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kehutanan.

Y4

MAR 2.7.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait planclogi

MAR 2.7.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
produk kehutanan dan jasa
lingkungan.

kehutanan dan tata lingkungan.

A

Level 3

MAR 2.7.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk kehutanan dan jasa

lingkungan.

‘\

A

MAR 2.7.2.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.7.2.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

/
<

/
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6.53

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a : Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1 MAR 2.2 MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan kebijakan terkait energi dan kebijakan terkait sumber daya

maritim. pertambangan.

MAR 2.4 b MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan alian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur. : it transportasi. kebijakan terkait pengelolaan

lingkungan.

MAR 2.7 MAR 2.8 MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan kebijakan terkait pariwisata. kebijakan terkait ekonomi
kehutanan. kreatif.

Level 2

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan pariwisata.

MAR 2.8.1 MAR 2.8.2
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kebijakan terkait akses
pengembangan pariwisata pemodalan paiwisata.
berkelanjutan.

MAR 2.8.3 MAR 2.8.4
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kekayaan kebijakan terkait sumber daya

intelektual pariwisata. manusia pariwisata.

Level 3

MAR 2.8.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan.

a4

MAR 2.8.1.2

Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

/
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6.54

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan pariwisata

Level O

Level 1

f h MAR 2
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES . . . .
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.
N\
~
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman MAR 2.1 MAR 2.2 MAR 2.3
= pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
= kemaritiman kebijakan terkait kedaulatan kebijakan terkait energi dan kebijakan terkait sumber daya
3‘ maritim. pertambangan.
7]
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
MAR 2.4 b MAR 2.6
> Pengendalian pelaksanaan n pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur. it transportasi. kebijakan terkait pengelolaan
MAR 5 MAR 6 MAR 7 lingkungan.
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
50
2 % MAR MAR 10
MAR 9
= = Pengelolaan a Py aler (e Gares e Pelaksanaan pengendalian MAR 2.7 MAR 2.8 MAR 2.9
=a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
= inerja orgar kebijakan terkait pengelolaan kebijakan terkait pariwisata. kebijakan terkait ekonomi
Q o kehutanan. kreatif.
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
.

Level 2

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan pariwisata.

Y

MAR 2.8.1
Pengendalian pelaksanaan

MAR 2.8.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait akses
pengembangan pariwisata pemodalan paiwisata.

berkelanjutan.

Level 3

MAR 2.8.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait akses pemodalan paiwisata.

Y

MAR 2.8.2.1 MAR 2.8.2.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 2.8.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kekayaan

intelektual pariwisata.

[
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
manusia pariwisata.

- / e /
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6.55

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual pariwisata

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

n pelaksanaan
it transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan pariwisata.

MAR 2.8.3

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual pariwisata.

MAR 2.8.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

MAR 2.8.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait akses
pemodalan paiwisata.

MAR 2.8.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kekayaan

intelektual pariwisata.

MAR 2.8.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
manusia pariwisata.

Y4

MAR 2.8.3.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
ebijakan.

MAR 2.8.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

J
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6.56

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia pariwisata

Level O

Level 1

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
Pengendalian pelaksanaan
kan terkait transportasi.

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan pariwisata.

MAR 2.8.4

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia pariwisata.

MAR 2.8.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan pariwisata
berkelanjutan.

MAR 2.8.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait akses
pemodalan paiwisata.

MAR 2.8.3
Pengendalian pelaksanaan
ijakan terkait kekayaan
intelektual pariwisata.

MAR 2.8.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
manusia pariwisata.

Y4

Menyusun rencana aksi

pengends:

MAR 2.8.4.1

n implementasi

MAR 2.8.4.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

/
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6.57

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan ekonomi kreatif

Level O

Level 1

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1 o MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan ie anas Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan ijakan terkait energi dan kebijakan terkait sumber daya
maritim. pertambangan. maritim.

MAR 2.4 MAR 2.5 MAR 2.6

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org; si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publika.
manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a : Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN mtenjal n:!_an akuntabilitas
= inerja orgar
oW
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undan, , advokasi
hukum, persida dan protokol
-

Pengendalian pelaksanaan n pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur. : ait transportasi. kebijakan terkait pengelolaan
lingkungan.

MAR 2.7 MAR 2.8 MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan kebijakan terkait pariwisata. kebijakan terkait ekonomi
kehutanan. kreatif.

Level 2

Level 3

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi kreatif.

MAR 2.9.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan ekonomi kreatif.

Y

MAR 2.9.1 MAR 2.9.2
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kebijakan terkait akses
pengembangan ekonomi pemodalan ekonomi kreatif.
kreatif.

MAR 2.9.3 MAR 2.9.4
ndalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
n terkait kekayaan kel kan terkait sumber daya
intelektual ekonomi kreatif. manusia ekonomi kreatif.

A
A

MAR 2.9.1.1 MAR 2.9.1.2

Menyusun rencana aksi Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi pengendalian implementasi
kebijakan. kebijakan.

/
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6.58

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait akses permodalan ekonomi kreatif

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisa Pengendalian pelaksa
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemari
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan o asi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendal
== dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= kinerja ol
oW
o o
(@]
= MAR 11
cungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.7
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kehutanan.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan

ijakan terkait transportasi.

AR 2.8
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pariwisata.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

m.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelclaan
lingkungan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

Level 2

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi kreatif.

AR 2.9.1 MAR 2.9.2
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
ebijakan terkait kebijakan terkait akses
pengembangan ekonomi pemodalan ekonomi kreatif.
kreatif.

MAR 2.9.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kekayaan
intelektual ekonomi kreatif.

MAR 2.9.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
manusia ekonomi kreatif.

Level 3

MAR 2.9.2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait akses pemodalan ekonomi kreatif.

Y4

Menyusun rencana aksi

pengendaliar

plementasi

MAR 2.9.2.1

Melaksanakan rel
pengendalian implementasi

-ana aksi

J
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6.59

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual ekonomi kreatif

Level O

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisa Pengendalian pelaksa
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemari
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=2
wy
o]
[Vl
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan o asi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
la a manusia
g (human capital)
<C
oo
o
% =
=] MAR MAR 9 MAR 10
5 = Pengelolaan a Fremrme el e e e Pelaksanaan pengendal
== dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= kinerja ol
oW
o o
(@]
= MAR 11
cungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
-

Level 1

MAR 2

Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.

MAR 2.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kedaulatan
maritim.

MAR 2.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur.

MAR 2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait energi dan
pertambangan.

MAR 2.5
ngendalian pelaksanaan
ijakan terkait transportasi.

MAR 2.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya

m.

MAR 2.6
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelclaan

lingkungan.

MAR 2.7 MAR 2.8
Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan kebijakan terkait pariwisata.

kehutanan.

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait ekonomi

kreatif.

J - /

Level 2

Level 3

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi kreatif.

A (" MAR 2.9.3 )

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait kekayaan intelektual ekonomi kreatif.

Y4

MAR 2.9.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan ekonomi
kreatif.

MAR 2.9.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait akses
pemodalan ekonomi kreatif.

MAR 2.9.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kekayaan
intelektual ekonomi kreatif.

MAR 2.9.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
manusia ekonomi kreatif.

~
<~

A
avs

MAR 2.9.3.1
Menyusun rencana aksi
ian implementasi

MAR 2.9.3.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

pengendali
kebijakan.

/ - /
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6.60

Pengendalian dan pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia ekonomi kreatif

Level O

Level 1

( A MAR 2
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES . L . .
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kemaritiman.
N\
s
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisa Pengendalian pelaksa
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemari MAR 2.1 MAR 2.2 MAR 2.3
= pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
= kemaritiman kebijakan terkait kedaulatan jakan terkait energi dan kebijakan terkait sumber daya
3‘ maritim. pertambangan.
7]
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
MAR 2.4 MAR 2.5 MAR 2.6
> Pengendalian pelaksanaan ngendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait infrastruktur. kebijakan terkait transportasi. kebijakan terkait pengelelaan
MAR 5 MAR 6 MAR 7 lingkungan.
Pengelolaan o asi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
lal a manusia
g (human capital)
<C
50
2 =
= MAR MAR 9 MAR 10
== Pengelolaan a Py aler (e Gares e Pelaksanaan pengendall MAR 2.7 AR 2.8 MAR 2.9
= 8 dan keuangan dan BMN il G R S Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
= kinerja o kebijakan terkait pengelolaan kebijakan terkait pariwisata. kebijakan terkait ekonomi
0o kehutanan. kreatif.
oy O
o
= MAR 11
kungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 2

MAR 2.9
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi kreatif.

MAR 2.9.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait
pengembangan ekonomi
kreatif.

MAR 2.9.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait akses
pemodalan ekonomi kreatif.

Level 3

MAR 2.9.4

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait sumber daya manusia ekonomi kreatif.

2

MAR 2.9.4.1
Menyusun rencana aksi

MAR 2.9.4.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

pengendaliar

MAR 2.9.3
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait kekayaan
intelektual ekonomi kreatif.

MAR 2.9.4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait sumber daya
manusia ekonomi kreatif.

- AN /
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6.61

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait strategi dan kebijakan percepatan investasi

Level O

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata
a

MAR 8
Pengelolaan angg:

dan keuangan

PROSES MANAIERIAL/
PENDUKUNG

perundang-undar
hukum, persidang

ML
Pengelolaan sumber daya
manusia
(human capital}

AR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

MAR 10
Pelaksanaan pengendalian
internal dan akuntabilitas

kinerja org

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan

. adwvokasi
n, dan protokol

-~ ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
s, <
s Y !
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan

%: perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman

= pelaksanaan kebijakan bidang

= emaritiman

)

wy

k]

wy

=] MAR 3 MAR 4

= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan

perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

\,
-

Level 1

MAR 3
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
investasi.

N\ ~
e S

MAR 3.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
percepatan investasi.

MAR 3.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk investasi.

N _/

\_ M >y
Level 2 Level 3
(" MAR 3.1 R é MAR 3.1.1 N
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait strategi
percepatan investasi. dan kebijakan percepatan investasi. .

Y

MAR 3.1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

strategi dan kebijakan
percepatan investasi.

MAR 3.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kerja sama
investasi pemerintah dan
dan usaha.

\
4 )

MAR 3.1.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 3.1.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

1
(Policy Adoption)

MAR 3.1.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 3.1.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

J

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 145




Cross Functional Map (strategi dan kebijakan percepatan investasi)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: Internal:
Deputi 6 Deputi 6
Deputi 1 Deputi 1
Deputi 2 Deputi 2
Deputi 3 Deputi 3
Deputi 4 Deputi 4
Deputi 5 Menginventarisasi Deputi 5 - (SR
; c - Menyusun agenda tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus.
isu privat dan isu " : . c
Eksternal: blik kebijakan Eksternak ruang lingkup dan alternatif solusi
Kemen BUMN publl Kemen BUMN kebijakan
Kemen ATR/BPN Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM Kemen ESDM
Kemen PUPR Kemen PUPR
Kemen Parekraf Kemen Parekraf
Kemendag Kemendag
Kemenperin Kemenkeu
Kemendagri Kemenperin
Kemenhub Kemendagri
Kemenkes Kemenhub
Kemenkeu Kemenkes
KLHK KLHK
BKPM BKPM
Bappenas
Pemda
Menelaah agenda
SEEAE kebijakan >
) Menelaah alternatif
St solusi
Menteri Koordinator LETETN R Tidak Ya Menetapkan
kebijakan Menteri Koordinator rekomendasi
A 4 kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 6
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5
Setmenko

Eksternal:
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemen Parekraf
Kemendag
Kemenkeu
Kemenperin
Kemendagri
Kemenhub
Kemenkes

KLHK

BKPM
Bappenas
Kemenkumham
Setneg

Setkab

Menerbitkan produk

kebijakan

Internal:
Deputi 6
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5

kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekemendasi
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemen Parekraf
Kemendag
Kemenkeu
Kemenperin
Kemendagri
Kemenhub
Kemenkes

KLHK

BKPM

Pemda

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Staf Ahli

Menteri Koordinator

Tidak Ya Menetapkan produk

v kebijakan

Menteri Koordinator

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi6
Deputi1
Deputi2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5

Eksternal:
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemen Parekraf
Kemendag
Kemenkeu
Kemenperin
Kemendagri
Kemenhub
Kemenkes.

KLHK

BKPM
Bappenas
Pemda

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya
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6.62

pemerintah dan badan usaha

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama investasi

Level O

Level 1

MAR 3.1

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan terkait percepatan

investasi.

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o ) o MAR 3 - i
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
\_ - i
> > investasi. <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
%: perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=
vy
k]
oy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N
( MAR 3.1 MAR 3.2
MAR 5 MAR 6 MAR 7 Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi perumusan, penetapan, da'} perumusan, penetaparn, daf}
| \a manusia pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
= (human capital) percepatan investasi. pengelolaan produk investasi.
<C
5w
S =
= MAR 8 MAR 9 MAR 10
E % Pengelolaan g Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
= dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja orga
D w
©h o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar » advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
L A J
Level 2 Level 3
-~ N | N

MAR 3.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

.
(

MAR 3.1.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
strategi dan kebijakan
percepatan investasi.

MAR 3.1.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan kerja sama
emerintah dan
badan usaha.

J
<

MAR 3.1.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 3.1.2.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 3.1.2.
Menetapkan ke
(Policy Adoption)

MAR 3.1.2.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 3.1.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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Cross Functional Map (pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal:
Internal:
Deputi Deputi 6
N : Deputi 1
Dcnul': 2 Deputi 2
Deputi 3 Deputi 3
i1 Deputi4 Merumuskan
i Menginventarisasi Deputi 5 tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
EEE . . . Menyusun agenda , 3 n )
isu privat dan isu kebijakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Eksternal: publik Kemen BUMN kebijakan
Kemen BUMN Kemen ATR/BPN
Kemen ESOM Kemen ESDM
Kemen ATR/BPN e
Kemen PUPR
Kemen Parekraf K;::nmw:i:knf
Kemenkeu kemendagri
Rt Kemenhub
Cewariled Kemenkes
Kemenhub Kemendag
P Kemenkea
Bappenas
Bappenas e
Pemda Pemda
Badan Usaha Badan Usaha
Menelaah agenda ot £
' kebijakan e Menelaah al FEH‘IETI
solusi
i Menetapkan
Menteri Koordinator LE TR Al SEE S Tidak ¥a rekomendasi
obiv Menteri Koordinator
heigalen " kebijakan
Policy Adoption Policy Implementation
Internal:
Deputi 6 Menyusun indikator
Deputi 1 dan ukuran capaian
. Deputi 2 e
Mene{zb;}t{(a; produk s kinerja
eoijakan Deputi 4 Mentransformasikan
Txmis produk kebijakan
Menyosialisasikan Eksternal: dalam program dan
" rekomendasi Kemen BUMN kegiatan
E=ins: kebijakan Kemen ATR/BPN
Kemen BUMN ——
Kemen ATR/BPN Kemen PUPR
ESDM
::x: o K‘"““:;'“"’“‘ Merumuskan
Kemen Parckraf — asumsi kendala d
— Kemendagri alternatif solusi
Kemenperin Melaksanakan uji e pelaksanaan o
Kemendagri publik rekomendasi (e e Melakukan koordinasi
Kemenhub kebijakan KLHK dengan stakeholder
Kemenkes BKPM dalam pemberlakuan
BKPM Lembaga Keuangan kebijakan.
Bappenas Pemda
Kemenkumham Badan Usaha
Setneg
Setkab
Staf Ahli
Staf Ahli
Tidak Menetapkan produk Menteri Koordinator
Menteri Koordinator —V/ et
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 6
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi4
Deputi 5

Eksternal:Kemen BUMN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemen ATR/BPN
Kemen Parekraf
Kemenkeu
Kemenperin
Kemendagri
Kemenhub
Kemenkes

KLHK

BKPM

Bappenas
Pemda

Melakukan analisis
nerja program
kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun

kendala dalam instrumen
pelaksanaan pengukuran
program kebijakan program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

[YP—
rekomendasi

perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.63

jasa

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan pengelolaan investasi bidang

Level O

Level 1

MAR 3.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk investasi.

Y

MAR 3.2.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi bidang
jasa.

MAR 3.2.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi strategis.

LN

MAR 3.2.1
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi bidang jasa.

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o ) o MAR 3 . )
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
\_ g N
> A investasi.
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
%: perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=
v
i}
72}
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N
d MAR 3.1 MAR 3.2
MAR 5 MAR 6 MAR 7 Koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi dan sinkronisasi
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi perumusan, penetapan, dan perumusan, penetapan, dan
| \a manusia pelaksanaan terkait pelaksanaan kebijakan terkait
= (human capital) percepatan investasi. pengelolaan produk investasi.
<C
5w
2 =
= MAR 8 MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan g P el (e el Pelaksanaan pengendalian
= dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja orga
D w
©h o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar » advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
. A 4
Level 2 Level 3

MAR 3.2.1.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 3.2.1.2
Merumuskan kebijakan
(Policy Formulation)

MAR 3.2.1.3
Menetapkan kebijakan
(Policy Adoption)

MAR 3.2.1.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 3.2.1.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/
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6.64

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi strategis

Level O

Level 1

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata
a

MAR 8
Pengelolaan angg:

dan keuangan

PROSES MANAIERIAL/
PENDUKUNG

ML
Pengelolaan sumber daya
manusia
(human capital}

AR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

MAR 10
Pelaksanaan pengendalian
internal dan akuntabilitas

kinerja org

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan
perundang-undar
hukum, persidang

. adwvokasi
n, dan protokol

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o ) o MAR 3 . )
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan bidang
> — < \_ investasi.
MAR 1 MAR 2 4
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan

%: perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman

= pelaksanaan kebijakan bidang

= emaritiman

>

wy

(W)

v

= MAR 3 MAR 4

= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan

perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

\
s MAR 3.1 MAR 3.2

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk investasi.

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan terkait
percepatan investasi.

\

Level 2

Level 3

MAR 3.2

Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan produk investasi.

MAR 3.2.2
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi strategis.

Y4

MAR 3.2.1
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan terkait

pengelolaan investasi bidang
jasa.

MAR 3.2.2
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan terkait
pengelolaan investasi strategis.

A

Y4

MAR 3.2.2.1
Menyusun agenda kebijakan
(Agenda Setting)

MAR 3.2.2.2
Merumuskan kebijakan
{Policy Formulation)

MAR 3.2.2.3
Menetapkan kebijakan
{Policy Adoption)

MAR 3.2.2.5
Mengevaluasi kebijakan
(Policy Evaluation)

MAR 3.2.2.4
Melaksanakan kebijakan
(Policy Implementation)

A

/

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 152




6.65

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait strategi dan kebijakan percepatan investasi

Level O

Level 1

MAR 4
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang investasi.

4 ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jun]
)
o]
wy
= MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
) (human capital)
=T
o
w
ﬁ =
=1 MAR 8 MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan anggaran Pl e (e e e Pelaksanaan pengendalian
an keuangan dan BMN internal dan akuntabi
dan ki i Id ke bi
= o !
= kinerja organisa
Q&
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-und. , advokasi
hukum, persidang dan protokol
.

J |\

MAR 4.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait percepatan
investasi.

MAR 4.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
produk investasi.

I\

Level 2

Level 3

MAR 4.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait percepatan investasi.

N 4

MAR 4.1.1

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait strategi dan kebijakan percepatan investasi.

24

AR 4.1.1
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait strategi dan

kebijakan percepatan investa

MAR 4.1.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kerja sama investasi
pemerintah dan badan usaha.

.
e

N

MAR 4.1.1.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implement:
kebijakan.

MAR 4.1.1.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

J
<

/
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6.66 Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha

Level O Level 1

~
MAR 4
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES . .. . . .
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang investasi.
\
> <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<E( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
s |
vy
(")
72
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi dalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan n bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
g MAR 4.1 MAR 4.2
MAR 5 MAR 6 MAR 7 Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
Pengelolaan orga Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikas kebijakan terkait percepatan kebijakan terkait pengelolaan
lzksana _ manusia investasi. produk investasi.
= (human capital}
=
o
)
§ =
=2 MAR 8 MAR 9 MAR 10
{Z( = Pengelolaan anggaran Femme e (e s e Pelaksanaan pengendalian
dan keuangan dan BMN internal dan akuntabi
s B8 nal di ]
= kinerja organisa
0w o
@S a
o
o= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-und , advokasi
hukum, persidan, dan protokol
. >y \ j

Level 2

Level 3

MAR 4.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait percepatan investasi.

N |

MAR 4.1.2
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan kerja sama investasi pemerintah dan
badan usaha.

\

a4

MAR 4.1.1
endalian pelaksanaan
kebijakan terkait strategi dan

kebijakan percepatan investasi.

MAR 4.1.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan
kerja sama investasi
pemerintah dan badan usaha.

N
(

A

MAR 4.1.2.1

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

MAR 4.1.2.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Iy
<N

J
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6.67

Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi bidang jasa

Level O

Level 1

MAR 4.2
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk investasi.

MAR 4.2.1
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi bidang jasa.

e ~
MAR 4
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES . . . . .
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang investasi.
N,
' <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=
vy
(ve)
72}
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
( MAR 4.1 MAR 4.2
MAR 5 MAR 6 MAR 7 Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
Pengelolaan or sasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi ijjakan terkait percepatan kebijakan terkait pengelolaan
laksana _ manusia investasi. produk investasi.
) (human capital)
<C
o
0
ﬁ =
=2 MAR 8 MAR 9 MAR 10
<Z( = Pengelolaan anggaran Pl e (e e e Pelaksanaan pengendalian
=a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabi
= kinerja organisa
@D W
©» oo
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-und , advokasi
hukum, persidang dan protokol
\ _/
Level 2 Level 3

Y4

MAR 4.2.1
endalian pelaksanaan
n terkait pengelolaan

MAR 4.2.2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan terkait pengelolaan

investasi strate,

investasi bidang jasa.

A

Y

MAR4.2.1.1 MAR 4.2.1.2
Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi

kebijakan.

Menyusun rencana aksi
pengendalian implementasi
kebijakan.

/
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Cross Functional Map (pengelolaan investasi bidang jasa)

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: :)“:;."ﬁﬂ';
Deputi 6
Dq)ul: 1 Deputi1
Deputi 2 T iz
Deputi 3 Enis
Deputi & Deputi4 Merumuskan
Deputi 5 Menginventarisasi Deputi 5 tujuan, sasaran, dan Menetapkan fokus
. " Menyusun agenda = . .
isu privat dan isu o Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi

Eksternal: . kebijakan kebiiak
Kemen BUMN publik Kemen BUMN ebijakan
—— Kemenkop UKM

et Kemen ESDM
Kemen ESDM [t
Kemen Parekraf men arekra
Kemendag e
—— Kemenkeu
[reeta Kemenperin
Kemendagri Kemendagri
—— Kemenhub

mentt Kemenkes
Kemenkes T
KLHK
e .

Menelaah il N Menelaah alternatif
Seerr] lenelaah agenda staf Ahli o
kebijakan
. . Menetapkan agenda . . Tidak Ya Menetapkan
Menteri Koordinator — kebijakan Menteri Koordinator rekomendasi
v kebijakan

Policy Adoption Policy Implementation
Internal: Internal:
Deputi 6 Deputi 6 Menyusun indikator
Deputi 1 Deputi 1 i
Dcnul':Z Menerbitkan produk D!nm;l dan ukaran.r.apalan
Deputi3 kebijakan Deputi 3 kinerja
Deputi 4 Deputi 4 Mentransformasikan
Deputi 5 - Deputi 5 produk kebijakan
Setmenko Menyosialisasikan o — dalam program dan
rekomendasi " -
Eksternal: & Kemen BUMN kegiatan
Kemen BUMN kebijakan Kemenkop UKM
Kemenkop UKM Kemen ESDM
e Kemen Parekraf
Kemen Parekraf Kemendag Merumuskan
Kemendag. Kemenkeu asumsi kendala dan
Kemenkeu xmﬂ“:ﬂ"} alternatif solusi
Kemenperin Melaksanakan uji e pelaksanaan
Kemendagri . - Kemenhub =
—— publik rekomendasi i — kebijakan s = s
e kebijakan KLHK dengan stakeholder
KLHK BKPM dalam pemberlakuan
Kk Bappenas kebijakan.
Bappenas e
Kemenkumham
Setneg
Setkab
staf Ahli
Staf Ahli
q Menteri Koordinator
Tidak e
Menteri Koordinator .
kebijakan
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Policy Evaluation

Melakukan analisis
erja program
kebijakan.

Mengidentifikasi Menyusun

kendala dalam instrumen
pelaksanaan pengukuran kinerja
program kebijakan program kebijakan

staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan
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6.68 Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi strategis

Level O Level 1

MAR 4
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES . . . . .
Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang investasi.
N,
> <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
=
vy
(ve)
72}
= MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
( MAR 4.1 MAR 4.2
MAR 5 MAR 6 MAR 7 Pengendalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
Pengelolaan or sasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi ijjakan terkait percepatan kebijakan terkait pengelolaan
laksana _ manusia investasi. produk investasi.
) (human capital)
<C
o
0
ﬁ =
=2 MAR 8 MAR 9 MAR 10
= = Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabi
= kinerja organisa
@D W
©» oo
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-und , advokasi
hukum, persidang dan protokol
\ _/

Level 2 Level 3

MAR 4.2 MAR 4.2.2
Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan produk investasi. Pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan investasi strategis.

. ~ . )
7~ N7 S

MAR 4.2.1 MAR 4.2.2
endalian pelaksanaan Pengendalian pelaksanaan
akan terkait pengelolaan kebijakan terkait pengelolaan

MAR 4.2.2.1 MAR 4.2.2.2

Menyusun rencana aksi Melaksanakan rencana aksi
pengendalian implementasi pengendalian implementasi
kebijakan. kebijakan.

investasi bidang jasa. investasi strategis.

N A N /
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Cross Functional Map (pengelolaan investasi strategis)

kebijakan

Agenda Setting Policy Formulation
Internal: Internal:
Deputi 6 Deputi 6
Deputi 1 Deputi 1
Deputi 2 Deputi 2
Deputi 3 Deputi 3
Deputi 4 Deputi 4 Merumuskan
Deputi 5 Menginventarisasi Meryusun agenda Deputi 5 i e dam oo e s
Eksternal: Sl fja“ = kebijakan Eksternal: ruang lingkup dan alternatif solusi
Kemen BUMN publik Kemen BUMN kebijakan
Kemen ATR/BPN Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM Kemen ESDM
Kemen PUPR Kemen PUPR
Kemendag Kemendag
Kemenkeu Kemenkeu
Kemenperin Kemenperin
Kemenhub Kemenhub
Kemenkes Kemenkes
leweri Kementan
Kemlu Kemlu
Gl KLHK
BPKP e
BKPM T
Bappenas s
Pemda

Menelaah agenda Staf Ahl Menelaah alFernatlf

Staf Ahli solusi

Menteri Koordinator

Menetapkan agenda

kebijakan

Menteri Koordinator

Tidak

Ya

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Policy Adoption

Policy Implementation

Internal:
Deputi 6
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5
Setmenko

Eksternal:
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemendag
Kemenkeu
Kemenperin
Kemenhub
Kemenkes
Kementan
KLHK

BKPM
Kemenhumkam
Setneg

setkab

Menyosialisasikan

Menerbitkan produk

kebijakan

Internal:
Deputi 6
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5

rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

Eksternal:
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemendag
Kemenkeu
Kemenperin
Kemenhub
Kemenkes
Kementan
KLHK

BKPM

Pemda
Badan Usaha

Menyusun indikator
dan ukuran capaian
kinerja
Mentransformasikan
produk kebijakan
dalam program dan
kegiatan

Merumuskan
asumsi kendala dan
alternatif solusi
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan koordinasi
dengan stakeholder
dalam pemberlakuan
kebijakan.

Staf Ahli

Menteri Koordinator

Tidak

Menetapkan produk

kebijakan

Menteri Koordinator
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Policy Evaluation

Internal:
Deputi 6
Deputi 1
Deputi 2
Deputi 3
Deputi 4
Deputi 5

Eksternal:
Kemen BUMN
Kemen ATR/BPN
Kemen ESDM
Kemen PUPR
Kemendag
Kemenkeu
Kemenperin
Kemenhub
Kemenkes
Kementan
KLHK

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menyusun
instrumen
pengukuran kinerja
program kebijakan

Staf Ahli

Melakukan analisis
kinerja program
kebijakan.

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Tidak Ya
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7. Bagan Peta Proses Bisnis pada Setiap Urusan Manajerial/Pendukung

Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi

Level O

Y

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

Y

MAR 1

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang kemaritiman

PROSES UTAMA

emaritiman

MAR 3
Koordinasi dan

pelaksanaan

perumusan, penetapan, dan

MAR 4

nkronisasi Pengendalian pelaksanaan

kebijakan bidang investasi
an bidang

PROSES MANAJERIAL/

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata
laksana

dan keuangan

PENDUKUNG

MAR 6 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
(human capital)

MAR 9 MAR 10
Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
dan BMN internal dan akuntabilitas
kinerja organis

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi

hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 5

Pengelolaan organisasi dan tata laksana

MAR 5.1
Pengelolaan organisasi yang
tepat ukuran (right size) dan
tepat fungsi (right function}.

MAR 5.2

Pengelolaan tata laksana yang

efektif dan efisien.

J/

Level 2

Level 3

MAR 5.1

Pengelolaan organisasi yang tepat ukuran (right size) dan tepat fungsi (right function).

MAR 5.1.1

Pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi.

MAR 5.1.1
Pelaksanaan evaluasi dan
penataan organisasi.

MAR 5.1.3
Pelaksanaan evaluasi
jabatan.

MAR 5.1.2
Penyusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

MAR 5.1.4
Penyusunan Kamus Kompetensi
dan Standar Kompetensi
Jabatan.

~
\

Y4

MAR 5.1.1.1
Menetapkan Tim Penataan
Organisasi.

MAR 5.1.1.3

Mengolah dan menganalisis
data.)

MAR 5.1.1.2
Mengkaji peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.

MAR 5.1.1.4
Menyusun laporan hasil
evaluasi kelembagaan dan
rancangan

AN

/
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7.2

Penyusunan analis jabatan dan analis beban kerja

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\,
P
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
]
vy
i}
vy
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kel kan bidang
investasi
\,
A
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publik
laksana manusia
) (human capital)
<<
o
o
3 =
=] MAR 8 MAR 9 MAR 10
§ % Pengelolaan a Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akunta
e kinerja org
i)
v o
o
[==
o
gan peraturan
-
hukum, persidangan, dan protokol
-

Level 1

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata laksana

A

MAR 5.1 MAR 5.2
Pengelolaan organisasi yang Pengelolaan tata laksana yang
tepat ukuran (right size) dan efektif dan efisien.
tepat fungsi (right function).

Level 2

Level 3

MAR 5.1
Pengelolaan organisasi yang tepat ukuran (right size) dan tepat fungsi (right function).

MAR 5.1.2
Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

N
/

MAR 5.1.1
Pelaksanaan evaluasi dan
penataan organisasi.

MAR 5.1.2
Penyusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

MAR 5.1.4

MAR 5.1.3
Pelaksanaan evaluasi
jabatan.

Penyusunan Kamus
Kompetensi dan Standar
Kompetensi Jabatan.

Y4

N

MAR 5.1.2.1
Menetapkan Tim Penyusun
ANIAB ABK.

MAR 5.1.2.2
Melakukan pengumpulan data
dari unit kerja.

MAR 5.1.2.4
Menetapkan dokumen ANJAB
ABK dan proyeksi kebutuhan

formasi jabatan Kemenko
Marves.

MAR 5.1.2.3
Memvalidasi usulan unit kerja.
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7.3

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Level O

r I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
P
MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
vy
o
vy
< MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan akan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-~
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital}
<<
o
o
5 =
= MAR MAR © MAR 10
<Z( % Pengelolaan garan Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=1 dan keuangan dan BMN internal dan akuntabili
- = kinerja organisasi
o o
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
-

Level 1

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata laksana

A

MAR 5.1
Pengelolaan organisasi yang
tepat ukuran (right size) dan
tepat fungsi (right function).

MAR 5.2
Pengelolaan tata laksana yang
efektif dan efisien.

Level 2

MAR 5.1
Pengelolaan organisasi yang tepat ukuran (right size) dan tepat fungsi (right function).

Y4

MAR 5.1.1
Pelaksanaan evaluasi dan
penataan organisasi.

MAR 5.1.2
Penyusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

MAR 5.1.4

MAR 5.1.3
Pelaksanaan evaluasi
jabatan.

Penyusunan Kamus
Kompetensi dan Standar
Kompetensi Jabatan.

Level 3

MAR 5.1.3
Pelaksanaan evaluasi jabatan.

s

A

MAR 5.1.3.1
Melakukan pengumpulan data
dari unit kerja.

MAR 5.1.3.2
Melakukan pengumpulan data
dari unit kerja.

MAR 5.1.3.4
Menetapkan dokumen Evaluasi
Jabatan dan Kepmenko tentang

Kelas Jabatan pada Kemenko
Marves.

faktor jabatan..
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7.4

Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
'
MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
vy
i)
vy
< MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan jakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\
r
MAR 5 MAR & MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
) (human capital)
<<
oc
o
3 =
= MAR 8 MAR 9 MAR 10
§ % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
e kinerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata laksana

A

MAR 5.1
Pengelolaan organisasi yang
tepat ukuran (right size) dan
tepat fungsi (right function).

MAR 5.2
Pengelolaan tata laksana yang
efektif dan efisien.

Level 2

Level 3

Pengelolaan organisasi yang tepat ukuran (right size) dan tepat fungsi (right function).

MAR 5.1

MAR 5.1.4
Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.

Y4

MAR 5.1.1
Pelaksanaan evaluasi dan
penataan organisasi.

MAR 5.1.3
Pelaksanaan evaluasi
jabatan.

MAR 5.1.2
Penyusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.

MAR 5.1.4
Penyusunan Kamus
Kompetensi dan Standar
Kompetensi Jabatan.

Y4

J

MAR 5.1.4.1
Menetapkan Tim Penyusun
Kamus Kompetensi dan Standar
Kompetensi Jabatan.

MAR 5.1.4.2
Melakukan pengumpulan data
dari unit kerja.

MAR 5.1.4.4
Menetapkan Permenko
tentang Kamus Kompetensi
dan Standar Kompetensi
Jabatan Kemenko Marves.

MAR 5.1.4.3
Memvalidasi usulan unit kerja.
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7.5

Pemetaan proses bisnis

Level O

Level 1

s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata laksana
N\
. >
MAR 2
Koordinasi dan sinkrenisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
i)
vl
2 MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi endalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan akan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\ MAR 5.1 LB B
r Pengelolaan organisasi yang F‘engelcllaari tata Ia!<5_ana yang
MAR 5 MAR 6 MAR 7 tepat ukuran (right size) dan efektif dan efisien.
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi tepat fungsi (right function).
laksana manusia
e (human capital)
<<
o
(&)
5 =
=} MAR 8 MAR O MAR 10
<Z( % Pengelclaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
= dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
e = kinerja organis
o
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
- A

J/

Level 2

Level 3

MAR 5.2

Pengelolaan tata laksana yang efektif dan efisien.

MAR 5.2.1

Pemetaan Proses Bisnis.

Y

MAR 5.2.1

Pemetaan Proses Bisnis.

MAR 5.1.2
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur.

Y

MAR5.2.1.1
Menetapkan Tim Penyusun
Peta Proses Bisnis Kemenko

Marves.

MAR 5.2.1.3

Memvalidasi usulan unit kerja.

MAR5.2.1.2
Melakukan pengumpulan data
dari unit kerja.

MAR 5.2.1.4
Menetapkan Permenko tentang
Peta proses Bisnis Kemenko

Marves.

A
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7.6  Penyusunan standar operasional prosedur

Level O Level 1

(
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata laksana

Y

N\
~ S

MAR 5.1 MAR 5.2
Pengelolaan organisasi yang

MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR 3
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan akan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

PROSES UTAMA

Y

Pengelolaan tata laksana yang

tepat ukuran (right size) dan efektif dan efisien.

MAR 5 MAR 6 MAR 7 L :
tepat fungsi (right function).

Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
(human capital}

MAR 8 MAR 9 MAR 10

Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian

dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
kinerja organisas

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 2 Level 3

MAR 5.2 ) MARS5.2.2
Pengelolaan tata laksana yang efektif dan efisien. Penyusunan Standar Operasional Prosedur

N
A
N
J

5.2.1.1 MAR 5.2.2.1
Menetapkan Tim Penyusun Melakukan pengumpulan data
Peta Proses Bisnis Kemenko dari unit kerja.
Marves.

MAR 5.2.1 MAR 5.2.2

Pemetaan Proses Bisnis. Penyusunan Standar
Operasional Prosedur.

MAR 5.2.2.4
Menetapkan Kepmenko
tentang SOP pada Kemenko
Marves.

MAR 5.2.2.3
Memvalidasi usulan unit ke
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7.7

Penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai

Level O

' N
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
's Y A
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
vy
wi)
Wy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 6 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikz
manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
<Z( % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisasi
0w
o oo
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 6

Pengelolaan sumber daya manusia

(human capital)

Y4

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawal.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi
pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan penataan pegawai.

Y4

MAR 6.1.1
Penyusunan rencana formasi

dan kebutuhan pegawai.

J

Level 3

MAR 6.1.1

Penyusunan rencana formasi dan kebutuhan pegawai.

N

MAR 6.1.1.1
Menetapkan panitia seleksi
penerimaan pegawai.

MAR 6.1.1.4
Menyusun laporan hasil
penyusunan rencana formasi
dan kebutuhan pegawai.

perundang-undangan dan

MAR 6.1.1.2
Mengkaji peraturan

MAR 6.1.1.3
Mengolah dan menganalisis
data

dokumen ANJAB ABK.

MAR 6.1.1.5
Menyampaikan rencana
formasi dan kebutuhan
pegawai kepada instansi

terkait.
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7.8

Persiapan pelaksanaan rekrutmen pegawai

Level O

' I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
's ' 3
MAR 1 M.
- Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
vy
wi)
Wy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
g
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
= MAR 8 MAR 9 MAR 10
§ % Pengelolaan a Pengelolaan ketatausahaan F_‘elaksanaan pengenda_lian
s a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisasi
0w
o oo
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

a2

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem
pegawai.

Level 2

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

N

MAR 6.2.1
Persiapan pelaksanaan
rekrutmen pegawai.

MAR 6.2.2
Pelaksanaan seleksi dan
pengumuman hasil seleksi.

MAR 6.2.3
Pengangkatan dan masa
percobaan CPNS.

MARG.2.4
Pengangkatan CPNS menjadi
PNS dan pengambilan sumpah.

Level 3

MAR 6.2.1
Persiapan pelaksanaan rekrutmen pegawai.

Y

MAR 6.2.1.1 MAR 6.2.1.2
Pengumuman lowongan

formasi pegawai.

MAR 6.1.1.3
Pelamaran lowongan formasi
pegawai.

Menyusun rencana
rekrutmen pegawai.

A
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7.9

Pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s ' N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
@ = inerja organisas|
o w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

Y4

MAR 6.2.1 MAR 6.2.2
Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan seleksi dan
rekrutmen pegawai. pengumuman hasil seleksi.

MAR 6.2.3

MAR 6.2.4
Pengangkatan CPNS menjadi
PNS dan pengambilan sumpah.

Pengangkatan dan masa
percobaan CPNS.

Level 3

MAR 6.2.2
Pelaksanaan seleksi dan pengumuman hasil seleksi.

N

MAR 6.2.2.1
Melaksanakan seleksi
administra:

MAR 6.2.2.2
Melaksanakan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD).

MAR 6.2.2.3
Melaksanakan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB).

MAR 6.2.2.4
Mengumumkan hasil seleksi.

A
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7.10 Pengangkatan dan masa percobaan PNS

Level O Level 1

~ ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 6 )
Pengelolaan sumber daya manusia
> - < (human capital)
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
%2}
L
3
MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan MAR 6.1 MAR 6.3 .
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi Perencanaan kebutuhan dan MAR 6.2 Pengembangan kompetensi
pelaksanaan kebijakan bidang penataan pegawai. Perekrutan pegawai. pegawai.
investasi
\,
~
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
= (n MAR 6.4 MAR 6.5
w = Penyelengaraan evaluasi kinerja Pengembangan sistem karier
g o MAR & MAR 9 MAR 10 pegawai. pegawai.
= % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=2 dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas
0w
oy o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 2 Level 3

MAR 6.2 é MAR 6.2.3
Perekrutan pegawai. Pengangkatan dan masa percobaan CPNS.

~ )
f N |7 S

MAR 6.2.3.1 MAR 6.2.3.2 MAR 6.2.2.3
Melaksanakan pemberkasan Melaksanakan pengangkatan Melaksanakan masa percobaan
CPNS

MAR 6.2.1 MAR 6.2.:
Persiapan pelaksanaan Pelaksanaan seleksi dan
rekrutmen pegawai. pengumuman hasil sele

dan penetapan NIP CPNS. menjadi CPNS.

MAR 6.2.3 MAR 6.2.4
Pengangkatan dan masa Pengangkatan CPNS menja
percobaan CPNS. PNS dan pengambilan sump.
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7.11

Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s ' N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
@ = inerja organisas|
o w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

Perencanaan kebutuhan dan

MAR 6.1 MAR 6.3
Pengembangan kompetensi

pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

penataan pegawai.

MAR 6.4 MAR 6.5
Penyelengaraan evaluasi kinerja Pengembangan sistem karier
pegawai. pegawai.

Level 2

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

\

MAR 6.2.1
Persiapan pelaksanaan
rekrutmen pegawai.

MAR 6.2.2
Pelaksanaan seleksi dan
pengumuman hasil seleksi.

MAR 6.2.3

MAR 6.2.4
Pengangkatan CPNS menjadi
PNS dan pengambilan sumpah.

Pengangkatan dan masa
percobaan CPNS.

Level 3

MAR 6.2.4
Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan pengambilan sumpah.

\

MAR 6.2.4.1
Mengangkat CPNS menjadi
[3

MAR 6.2.4.2
Memberhentikan CPNS yang
tidak memenuhi syarat.

MAR 6.2.4.3
Mengambil sumpah/janji PNS.
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7.12 Penyelenggaraan asesment pegawai (individual assesment)

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan F_‘E-Iaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas|
0w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6

Pengelolaan sumber daya manusia

(human capital)

'

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4

Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegaw:

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi pegawai.

Y4

MARG6.3.1
Penyelengaaran asesmen
pegawai (individual
assesment).

Pelaksanaan anal
pengembangan

MAR 6.3.2

kebutuhan

mpetensi

MAR 6.3.3

Penyusunan rencana
pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.4
Pelaksanaan pengembangan
kompetensi pegawai.

Level 3

MAR 6.3.1

Penyelengaaran asesmen pegawai (individual assesment).

N

MAR 6.3.1.1
Memperbarui basis data
kompetensi pegawai.

MAR 6.3.1.2
Menyiapkan lembaga asesmen
{assessment centre) pegawai.

MAR 6.3.1.3
Melaksanakan asesmen
pegawai.
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7.13 Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan F_‘E-Iaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas|
0w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6

Pengelolaan sumber daya manusia

(human capital)

'

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4

Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegaw:

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi pegawai.

Y4

MAR 6.3.1
Penyelengaaran asesmen
pegawai (individual
assesment).

Pelaksanaan anali

ebutuhan

pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.3

Penyusunan rencana
pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.4
Pelaksanaan pengembangan
kompetensi pegawai.

Level 3

MAR 6.3.2

Pelaksanaan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

MAR 6.3.2.1
Mengukur dan menganalisis
kesenjangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.2.2
Mengidentifikasi dan
merumuskan kebutuhan
pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.2.3
Memperbarui basis data
kebutuhan pengembangan

kompetensi pegaw:
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7.14 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan F_‘E-Iaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas|
0w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

'

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegaw:

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi pegawai.

Y4

MAR 6.3.1
Penyelengaaran asesmen
pegawai (individual
assesment).

MAR 6.3
Pelaksanaan analisis kebutuhan
pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.3
Penyusunan rencana Pelaksanaan pengembangan

MAR 6.3.4

pengembangan kompetensi
pegawai.

kompetensi pegawai.

Level 3

MAR 6.3.3
Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai.

\

MAR 6.3.3.3
Menyusun rencana
pelaksanaan pengembangan
pegawai.

R6.3.3.1
Melakukan verifikasi data

MAR 6.3.3.2
Mengembangkan kurikulum,
jalur, dan jenis pengembangan
pegawai.

kebutuhan pengembangan
kompetensi pegawai.

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVEs | |74




7.15 Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
' SN
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
2 MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
ELCENE] manusia
:_[T (human capital}
oo
o
3 =
> MA MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan a Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
= dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organis
wy
o w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

'

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegaw:

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.3

Pengembangan kompetensi pegawai.

Y

MAR 6.3.1
Penyelengaaran

MAR 6.3
Pelaksanaan analisis kebutuhan

pegawai (individual
assesment).

MAR 6.3

Penyusunan rencana
pengembangan kompetensi

pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.3.4
Pelaksanaan pengembangan
kompetensi pegawai.

pegawai.

Level 3

MAR 6.3.4
Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.

\

MAR 6.3.3.3
Menyusun laporan
pelaksanaan pengembangan

MAR 6.3.4.1
Menetapkan rencana
pelaksanaan pengembangan

MAR 6.3.4.2
Melaksanakan pengembangan
kompetensi pegawai.

pegawai.

MAR 6.3.4.4
Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pengembangan kompetensi
pegawai.

mpetensi pegawai.

MAR 6.3.4.2
Memperbarui basis data
pengembangan pegawai.
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7.16 Penyusunan rencana kinerja pegawai

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
s
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan F_‘E-Iaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas|
0w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja pegawai.

Y

Penyusunan rencana kinerja

MAR 6.4.2
Pelaksanaan penilaian kinerja
pegawai.

MAR 6.4.3
Perumusan tindak lanjut
penilaian kinerja pegawai.

MAR 6.4.1

pegawai.

Level 3

MAR 6.4.1
Penyusunan rencana kinerja pegawai.

Y

MAR 6.4.1.1
Menyusun Sasaran Kerja
Pegawai.

MAR 6.4.1.2
Menetapkan Sasaran Kerja
Pegawai.

MAR 6.4.1.3
Pengembangan sistemn
informasi kinerja.
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7.17 Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
s
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan F_‘E-Iaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas|
0w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja pegawai.

Y

MAR 6.4.1

Penyusunan rencana kinerja
pegawai.

MAR 6.4.2
Pelaksanaan penilaian kinerja
pegawai.

MAR 6.4.3
Perumusan tindak lanjut
penilaian kinerja pegawai.

A

Level 3

MAR 6.4.2
Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai.

\

MAR 6.4.2.1

Memantau kinerja pegawai.

MAR 6.4.2.2
Mengukur dan memberikan
penilaian kinerja/Sasaran Kerja
Pegawai.

MAR 6.4.1.3
Menetapkan hasil penilaian
kinerja pegawai.

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES | 177




7.18 Perumusan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
s
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan F_‘E-Iaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas|
0w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja pegawai.

N

Penyusunan rencana kinerja

MAR 6.4.2
Pelaksanaan penilaian kinerja
pegawai.

MAR 6.4.3
Perumusan tindak lanjut
penilaian kinerja pegawai.

MAR 6.4.1

pegawai.

AN

Level 3

MAR 6.4.3
Perumusan tindak lanjut penilaian kinerja pegawai.

N

MAR 6.4.3.1
Membuat laporan kinerja

MAR 6.4.3.2
Memberikan
penghargaan/sanksi kinerja
pegawai.

pegawai.

A
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7.19 Penyusunan rancangan unsur pola karier

Level O

Level 1

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier pegawai.

MAR 6.5.2
Penyusunan rancangan alur
karier (career path) pegawai:
regular dan fast track.

MAR 6.5.3
Penyusunan rancangan pela
perpindahan jabatan
(succession plan) dan

MAR 6.5.1
Penyusunan rancangan
unsur pola karier.

dukungan administrasi pensiun
pegawai.

MAR 6.5.1
Penyusunan rancangan unsur pola karier.

~ ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 6 )
Pengelolaan sumber daya manusia
N, < I
> - < \_ (human capital)
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
%2}
L
3
MAR 3 MAR 4
£ Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan MAR 6.1 MAR 6.3 .
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi Perencanaan kebutuhan dan MAR 6.2 Pengembangan kompetensi
pelaksanaan kebijakan bidang penataan pegawai. Perekrutan pegawai. pegawai.
investasi
\,
-~
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
o IC) MAR 6.4 MAR 6.5
w = Penyelengaraan evaluasi kinerja Pengembangan sistem karier
< ) MAR ¢ MAR 9 MAR 10 pegawai. pegawai.
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=2 dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= inerja organisas
LW
oy o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.
Level 2 Level 3
e N ~N

Y4

MAR 6.5.1.1
Mengidentifikasi
dalam organisasi.

MAR 6.5.1.3
Menginventarisasi standar
kompetensi semua jabatan
dalam organisasi.

Menginventarisasi syarat
semua jabatan dalam
organisasi.

MAR 6.5.1.4
Menetapkan kategori/rumpun
jabatan.
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7.20 Penyusunan rancangan alur karier (Career path) pegawai regular dan fast track

Level O

¢ I
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s ' N
MAR 1
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
>
wy
k]
wy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
N\,
-
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
= (human capital)
<C
oo
o
3 =
> MAR MAR 9 MAR 10
51 % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
@ = inerja organisas|
o w
© o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\.

Level 1

MAR 6
Pengelolaan sumber daya manusia
(human capital)

Y4

MAR 6.1
Perencanaan kebutuhan dan
penataan pegawai.

MAR 6.3
Pengembangan kompetensi
pegawai.

MAR 6.2
Perekrutan pegawai.

MAR 6.4
Penyelengaraan evaluasi kinerja
pegawai.

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier
pegawai.

Level 2

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier pegawai.

‘\

MAR 6.5.1
Penyusunan rancangan
unsur pola karier.

MAR 6.5.3
Penyusunan rancangan pola
perpindahan jabatan
{succession plan) dan
dukungan administrasi pensiun
pegawai.

regular dan fast track.

Level 3

MAR 6.5.2
Penyusunan rancangan alur karier (career path) pegawai: regular dan fast track.

\

MAR 6.5.2.1
Menyiapkan dan
memperbaru

MAR 6.5.2.2
Menyiapkan dan memperbarui
informasi terkait kepangkatan

dan masa kerja pegawai.

terkait pendidikan dan usia
pegawai.

A
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7.21

Penyusunan rancangan pola perpindahan jabatan (succession plan) dan dukungan administrasi pengsiun pegawai

Level O

Level 1

MAR 6.5
Pengembangan sistem karier pegawai.

Y4

MAR 6.5.1
Penyusunan rancangan
unsur pola karier.

MAR 6.5.2
Penyusunan rancangan alur
karier (career path)} pegawai:

regular dan fast track.

(success

MAR 6.5.3

Penyusunan rancangan pola

perpindahan jabatan
plan) dan

dukungan administrasi pensiun

pegawai.

MAR 6.5.3

Penyusunan rancangan pola perpindahan jabatan (succession plan) dan dukungan administrasi

pensiun pegawai.

(" ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 6 )
Pengelolaan sumber daya manusia
\ p, -
> ~ < > (human capital)
MAR 1 ™M
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
52‘: perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
)
[%2)
i}
3
MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan MAR 6.1 MAR 6.3 .
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi Perencanaan kebutuhan dan MAR 6.2 Pengembangan kompetensi
pelaksanaan kebijakan bidang penataan pegawai. Perekrutan pegawai. pegawai.
investasi
\,
e
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
= (human capital)
=
= 5 MAR 6.4 MAR 6.5
Y = Penyelengaraan evaluasi Pengembangan sistem karier
< > MAR 8 MAR 9 MAR 10 pegawai. pegawai.
E % Pengelolaan garan Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
22 dan keuangan dan BMN internal dan akunta
= inerja o
@0 w
i)
o o
(@]
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\_ A >y \ /
Level 2 Level 3
~ s N

>y

N,
7

MAR 6.5.3.1

jabatan horizontal.

MAR 6

dalam organisasi

Merancang pola perpindahan

Menginventarisasi standar
kompetensi semua jabatan

MAR 6.5.3.2
Menginventarisasi syarat
semua jabatan dalam
organisasi.

Menetapkan kategori/rumpun
jabatan.

<\
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7.22 Pengelolaan infrastruktur

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

h'd

PROSES UTAMA

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang kemaritiman

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR 3 MAR 4
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

Y

PROSES MANAJERIAL/

PENDUKUNG

MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
[ELEETE] manusia
(human capital)

MAR 8 MAR 9 MAR 10
Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalia
dan keuangan dan BMN internal dan akuntz s
kinerja o

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

Y4

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Pengelolaan publikasi dan
hubungan masyarakat..

AN

Level 2

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Y4

MAR 7.1.1
Pengelolaan infrastruktur

MAR 7.1.2
Pengelolaan data

MAR 7.1.3
Pengelolaan sistem inform:

MAR 7.1.4
Pemberian dukungan layanan

Level 3

MAR 7.1.1
Pengelolaan infrastruktur

\

MAR 7.1.1.1
Mengelola server.

MAR 7.1.1.2
Mengelola Internet Service

Provider (ISP).

J
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7.23 Pengelolaan data

Level O

MAR 5
Pengelolaan organisasi dan tata
[ELEETE]

MAR 8
Pengelolaan anggaran
dan keuangan

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

hu

Pengelolaan sumber daya
ELTLE]
(human capital)

Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN internal dan akuntz s

' ™\
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
P
MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
wy
i}
w
Q MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
=

MAR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

MAR 9 MAR 10
Pelaksanaan pengendalia

kinerja of

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
kum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

Y4

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Pengelolaan publikasi dan
hubungan masyarakat..

AN

Level 2

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Y4

MAR 7.1.1
Pengelolaan infrastruktur

MAR 7.1
Pengelolaan sistem informasi.

MAR 7.1.2
Pengelolaan data

MAR 7.1.4
Pemberian dukungan layanan
K.

Level 3

MAR 7.1.2
Pengelolaan data.

N

MAR 7.1.2.1
Mengumpulkan data. Memverifikasi data.

MAR 7.1.2.3

Melakukan input data. MAR 7.1.2.4

Mempublikasikan data.

N
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7.24 Pengelolaan sistem informasi

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

h'd

PROSES UTAMA

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang kemaritiman

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR 4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang investasi

MAR 3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

Y

PROSES MANAJERIAL/

PENDUKUNG

AR 6 MAR 7
Pengelolaan sumber d Pengelolaan TIK dan publikasi
ELTLE]
(human capital)

si dan tata

MAR 8

Pengelolaan

MAR 9 MAR 10
Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalia

dan BMN internal dan a s
kinerja of

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

Y4

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Pengelolaan publikasi dan

hubungan masyarakat..

AN

Level 2

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Y4

MAR 7.1.1
Pengelolaan infrastruktur

MAR 7.1.2
Pengelolaan data

MAR 7.1.3
Pengelolaan sistem informasi.

MAR 7.1.4
Pemberian dukungan layanan

Level 3

MAR 7.1.3
Pengelolaan sistem informasi.

\

MAR 7.1.3.1
kebutuhan

MAR 7.1.3.4
Melakukan testing/user
acceptance test.

MAR 7.1.3.2
Melakukan desain sistem.

MAR 7.1.3.5
Melakukan maintenance sistemn.

MAR 7.1.3.3
Melakukan implementasi sistem
{coding and deployment).

MAR 7.1.3.6
Melakukan evaluasi sistem.

A
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7.25 Pemberian dukungan layanan TIK

Level O

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

h'd

PROSES UTAMA

MAR 2
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang kemaritiman

Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR 4
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan bidang investasi

MAR 3
Koordinasi dan sinkronisasi
perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

Y

PROSES MANAJERIAL/

PENDUKUNG

MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
[ELEETE] manusia
(human capital)

MAR 8
Pengelolaan anggaran
dan keuangan

MAR 9 MAR 10
Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalia

dan BMN internal dan akunts s
kinerja of

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 1

MAR 7
Pengelolaan TIK dan publikasi

Y4

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

Pengelolaan publikasi dan
hubungan masyarakat..

AN

Level 2

MAR 7.1
Pengelolaan TIK.

\

MAR 7.1.1
Pengelolaan infrastruktur

MAR 7.1.3
Pengelolaan sistem informasi.

MAR 7.1.2
Pengelolaan data

MAR 7.1.4
Pemberian dukungan layanan
TIK.

Level 3

MAR 7.1.4
Pemberian dukungan layanan TIK.

N

MAR 7.1.4.1
Mengelola permohonan
dukungan layanan TIK.

MAR 7.1.4.2
Melakukan penjadwalan
dukungan layanan TIK.

Memberikan du
AL

MAR 7.1.4.3
kungan layanan
K.

J
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7.26 Menganalisis situasi

Level O Level 1

-~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 7 o
Pengelolaan TIK dan publikasi

h'd

NS
s S

MAR 7.1 MAR 7.2
Pengelolaan TIK. Pengelolaan publikasi dan

MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR 3 MAR 4
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

PROSES UTAMA

Y

hubungan masyarakat..
MAR 5 MAR 6 MAR

7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
[ELEETE] manusia
(human capital)

MAR 8 MAR 9 MAR 10
Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalia
dan keuangan dan BMN internal dan akuntz s
kinerja o

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 2 Level 3

MAR 7.2 MAR 7.2.1
Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat.. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

\
J
N\
A

MAR 7.2.1.2 MAR 7.2.1.3
Melaksanakan peliputan, Menyiapkan bahan pu
publikasi dan dokumentasi kebijakan bidang kemaritiman
kegiatan Kemenko Marves. dan investasi.

MAR 7.2.1.1
Mengelola pelaksanaan
komun publik yang efektif.

MAR 7.2.1 MAR 7.2.2
Pengelolaan dan pelayanan Pengelolaan opini publik.

informasi publik.

MAR 7.2.1.4 MAR 7.2.1.5

Menyosialisasikan kebijakan Melaksanakan komunikasi
bidang kemaritiman dan dengan media massa, antar
investasi. lembaga dan masyarakat.
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7.27 Pengelolaan opini publik

Level O Level 1

-~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 7 o
Pengelolaan TIK dan publikasi

h'd

NS
s S

MAR 7.1 MAR 7.2
Pengelolaan TIK. Pengelolaan publikasi dan

MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
pelaksanaan kebijakan bidang
kemaritiman

MAR 3 MAR 4
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi

PROSES UTAMA

Y

hubungan masyarakat..
MAR 5 MAR 6 MAR

7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
[ELEETE] manusia
(human capital)

MAR 8 MAR 9 MAR 10
Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalia
dan keuangan dan BMN internal dan akuntz s
kinerja o

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 2 Level 3

MAR 7.2 ) MAR 7.2.2
Pengelolaan publikasi dan hubungan masyarakat.. Pengelolaan opini publik.

\
AN
\
AN

MAR 7.2.1 MAR 7.2.2
Pengelolaan dan pelayanan Pengelolaan opini publik.

MAR 7.2.2.1 MAR 7.2.2.2

Membangun jaringan Mengana kebutuhan e ey et

Marves dan menyiapkan counter
opinion (jika diperlukan).

informasi publik. komunikasi publik untuk publikasi dan isu hubungan

pemantauan berita. masyarakat.
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7.28 Koordinasi dan penyusunan rencana strategis kementerian koordinator dan unit

Level O Level 1

MAR 8

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
Pengelolaan anggaran

> \_ dan keuangan J
MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
(%2}
o)
vy
=] MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
. MAR 8.1 MAR 8.2 MAR 8.3
-~ Penyusunan dokumen Penyusunan rencana anggaran. Pengelolaan keuangan.

perencanaan.
MAR 5 ML
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya
[ELEELE] manusia
(human capital)

AR 7
Pengelolaan TIK dan publi

MAR &
Pengelolaan anggaran
dan keuangan

MAR 10

Pelaksanaan pengendalian

internal dan akuntabilitas
kinerja organisas

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan

perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 2 Level 3

MAR 8.1
Penyusunan dokumen perencanaan.

MAR 8.1.1
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator dan Unit.

N
A
N
J

MAR 8.1.1.1
Membentuk Tim Penyusun
Rencana Strategis Kemenko

MAR B.1.1.2
Melakukan pengumpulan
bahan dari unit kerja.

MAR 8.1.1.3
Melakukan telaah dan analisis
sesuai peraturan perundang-

MAR 8.1.1
Koordinasi dan Penyusunan

Rencana Strate;

MAR 8.1.2
Penyusunan Rencana Kerja
Kemenko Marves.

Kementerian Koordinator
dan Uni

Marves.

undangan bersama unit kerja.

MAR 8.1.1.4

Menyusun rancangan Rencana
Strategis Kementerian
Koordinator dan Unit.

MAR 8.1.1.5
Menetapkan Rencana Strategis
Kementerian Koordinator dan

Unit. (Permenko)
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7.29 Penyusunan rencana kerja Kemenko Marves

Level O

MAR 5 ML
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya
[ELEELE] manusia
(human capital)

MAR 8 MAR 9
Pengelolaan anggaran

Pengelolaan ketatausahaan
dan keuangan

dan BMN

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan

perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

f ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
e
MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
% perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
(%2}
o)
vy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
.\,
s

AR 7
Pengelolaan TIK dan publi

MAR 10

Pelaksanaan pengendalian
internal dan akuntabilitas
kinerja organisas

Level 1

MAR 8
Pengelolaan anggaran
dan keuangan

N

MAR 8.1
Penyusunan dokumen

MAR 8.2
Penyusunan rencana anggaran.

MAR 8.3
Pengelolaan keuangan.

perencanaan.

J

Level 2

Level 3

MAR 8.1
Penyusunan dokumen perencanaan.

Y4

MARS8.1.1
Koordinasi dan Penyusunan

Rencana Strategis

MAR 8.1.2
Penyusunan Rencana Kerja
Kemenko Marves.

Kementerian Koordinator
dan Unit.

A

MAR 8.1.2
Penyusunan Rencana Kerja Kemenko Marves.

Y

MAR8.1.2.2
Melakukan telaah dan analisis
sesuai peraturan perundang-
undangan bersama unit kerja.

MARB.1.2.1
Melakukan pengumpulan
bahan dari unit kerja.

MAR 8.1.2.3
Menyusun rancangan Rencana
Kerja Kemenko Marves.

MAR 8.1.2.4
Menetapkan Rencana Kerja
Kemenko Marves.
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7.30 Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian

Level O

f ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
s 5
MAR 2
« Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
(%2}
o)
vy
Q MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
.\,
-~
MAR 5 ML AR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publil
[ELEELE] manusia
(human capital)
=
o
[
§ =
=2 MAR 8 MAR 9 MAR 10
{Z( = Pengelolaan anggaran ol e e s e Pelaksanaan pengendalian
S a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organisas
v o
o o
o
o« MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 8

Pengelolaan anggaran

dan keuangan

Y4

MAR 8.1
Penyusunan dokumen
perencanaan.

Penyusunan rencana anggaran.

MAR 8.2

MAR 8.3
Pengelolaan keuangan.

Level 2

MAR 8.2
Penyusunan rencana anggaran.

N

MAR 8.2.1
Penyusunan rencana kerja dan

anggaran (RKA) kementerian.

A

Level 3

MAR 8.2.1

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian.

N

MAR 8.2.1.1
Menyusun RKA sesuai Surat
Bersama.

MARS8.2.1.3

Membahas RKA dengan DPR.

MAR 8.2.1.2
Membahas RKA dengan
Bappenas dan Kemenkeu.

MAR 8.2.1.4
Menyampaikan RKA dan
mengoordinasikan penerbitan
DIPA Kemenko Marves.

AN
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7.31 Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan

Level O Level 1

' ™
MAR 8
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
Pengelolaan anggaran
> \_ dan keuangan J
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
< perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
]
wy
[ e
7]
= MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\ MAR 8.1 MAR 8.2 MAR 8.3
s Penyusunan dokumen Penyusunan rencana anggaran. Pengelolaan keuangan.
erencanaan.
MAR 5 MAR 6 MAR 7 =
Pengelolaan org si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
) {human capital)
<C
o
[l
% =
=2 MAR 8 MAR O MAR 10
{Z( = Pengelolaan anggaran eyl i (e et fer Pelaksanaan pengendalian
an keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
S a dan ks [ | dan akuntabi
- kinerja organisas
L
5 a
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
\ M vy \ /

Level 2 Level 3

MAR 8.3 MAR 8.3.1
Pengelolaan keuangan. Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

a4
J
)
J

MAR 8.3.1.1 MAR 8.3.1.2
Mengelola keuangan dan Mengelola pembayaran gaji dan
pengadministrasian dokumen hak pegawai lainnya.
MAR 8.3.1 e

Pengelolaan dan pelaksanaan kasi keuangan

RB.3.3
Pelaksanaan koordinasi

akuntansi, dan penyusunan
laporan keuangan

administrasi keuangan dan laporan hasil
perbendaharaan. i

AR 8.3.1.3

L
Melakukan pembukuan dan MAR 8.2.1.4
penyusunan laporan Melakukan administrasi
pertanggung jawaban perpajakan Kemenko Marves.
bendahara.
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7.32 Pelaksanaan verifikasi keuangan dan tindak lanjut laporan hasil verifikasi

Level O

-~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\
P
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jus]
vy
k]
[a)
= MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 6 MAR 7
Pengelolaan org si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
) {human capital)
<<
o
o
% =
=2 MAR 8 MAR O MAR 10
{Z( = Pengelolaan anggaran eyl i (e et fer Pelaksanaan pengendalian
S a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organisas
0w
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
. >y

Level 1

MAR 8
Pengelolaan anggaran
dan keuangan

Y4

MAR 8.1
Penyusunan dokumen

MAR 8.2
Penyusunan rencana anggaran.

MAR 8.3
Pengelolaan keuangan.

perencanaan.

N

Level 2

MAR 8.3
Pengelolaan keuangan.

~\

MAR 8.3.1
Pengelolaan dan pelaksanaan

administrasi keuangan dan
perbendaharaan.

MAR 8.3.2
Pelaksanaan verifikasi keuangan
dan tindak lanjut laporan hasil
ve si

AR B.3.3
Pelaksanaan koordinasi
akuntansi, dan penyusunan
laporan keuangan

A

Level 3

MAR 8.3.2
Pelaksanaan verifikasi keuangan dan tindak lanjut laporan hasil verifikasi.

V4

MAR 8.3.2.1
Melaksanakan verifikasi
keuangan.

MAR 8.3.2.2
Menindaklanjuti laporan hasil
verifikasi.

MAR 8.3.2.3
Melakukan pengarsipan berkas
pertanggungjawaban keuangan.

AN
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7.33 Pelaksanaan koordinasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

Level O

Level 1

' ™
MAR 8
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
Pengelolaan anggaran
> \_ dan keuangan J
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
< perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
]
wy
[ e
7]
= MAR 3 MAR 4
= Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\ MAR 8.1 MAR 8.2 MAR 8.3
s Penyusunan dokumen Penyusunan rencana anggaran. Pengelolaan keuangan.
erencanaan.
MAR 5 MAR 6 MAR 7 =
Pengelolaan org si dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksana manusia
) {human capital)
<C
o
[l
% =
=2 MAR 8 MAR O MAR 10
{Z( = Pengelolaan anggaran eyl i (e et fer Pelaksanaan pengendalian
an keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
S a dan ks [ | dan akuntabi
- kinerja organisas
L
5 a
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protoko
\ M vy \ /

Level 2 Level 3

MAR 8.3
Pengelolaan keuangan.

MAR 8.3.3
Pelaksanaan koordinasi akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan.

Y4
AN
aY4
AN

MAR 8.3.1
Pengelolaan dan pelaksanaan

administrasi keuangan dan
perbendaharaan.

R8.3.3
Pelaksanaan koordinasi
akuntansi, dan penyusunan
laporan keuangan

MAR 8.3.2.1
Melakukan pelaporan

keuangan secara periedik.

MAR 8.3.2.2
Melakukan penilaian
Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan.
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7.34 Penciptaan arsip

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
r Y a
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij g
5 kemaritiman
(%]
i)
vy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
iy (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
= Q MAR 9 MAR 10 :
3 Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s dan keuangan internal dan akuntabilitas
o = <inerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR S
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN.

Y

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan.

MAR 9.2
Pengelolaan Persuratan.

MAR 9.3
Pengelolaan Barang Milik
Megara.

Level 2

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan

Y4

MAR 9.1.1

Penciptaan arsip

MAR 9.1.2
Penggunaan arsip.

MAR 9.1.3
Penyimpanan arsip.

J/

Level 3

MAR 9.1.1
Penciptaan arsip

\

MAR 9.1.1. MAR 9.1.1.2

Membuat ar:

Menerima arsip.

A
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7.35 Pengunaan arsip

Level O Level 1

' ™ f
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR S
Pengelolaan ketatausahaan
\ <
> ~ < \_ dan BMN.
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
s perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij &
= kemaritiman
o
[%2]
ek}
vy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\, MAR 9.1 MAR 9.2 MAR 9.3
( Pengelolaan kearsipan. Pengelolaan Persuratan. Pengelolaan Barang Milik
MAR 5 MAR 7 Negara.
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
iy (human capital)
<T
o
ol
ﬁ =
= MAR 10
g % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s B dan keuangan internal dan akuntabilitas
= Ginerja organisasi
©“ o
- o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokal
o

Level 2

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan

Y4

Penciptaan arsip

MAR 9.1.1 MAR 9.1.2
Penggunaan arsip.

MAR 9.1.3
Penyimpanan arsip.

Level 3

MAR 9.1.2
Penggunaan arsip.

Y4

MAR 9.1.2.2

Mendistribusikan arsi

J
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7.36 Penyimpanan arsip

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
r a
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij g
5 kemaritiman
(%]
i)
vy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
iy (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
= Q MAR 9 MAR 10 :
3 Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s dan keuangan internal dan akuntabilitas
o = <inerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR S
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN.

Y

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan.

MAR 9.2
Pengelolaan Persuratan.

MAR 9.3
Pengelolaan Barang Milik
Megara.

Level 2

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan

N

J

MAR 9.1.1 MAR 9.1.2

Penggunaan arsip.

MAR 9.1.3
Penyimpanan arsip.

Penciptaan arsip

Level 3

MAR 9.1.3
Penyimpanan arsip.

N

J

MAR9.1.3.1 MAR 9.1.3.2

Menyimpan arsip.

Memelihara arsip.
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7.37 Pengelolaan surat masuk

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
r a
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij g
5 kemaritiman
(%]
i)
vy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
iy (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
= Q MAR 9 MAR 10 :
3 Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s dan keuangan internal dan akuntabilitas
o = <inerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN.

Y4

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan.

MAR 9.2
Pengelolaan Persuratan.

MAR 9.3
Pengelolaan Barang Milik
Negara.

Level 2

MAR 9.2

Pengelolaan Persuratan.

Y4

MAR9.2.1

Pengelolaan surat masuk.

MAR 9.2.2
Pengelolaan surat keluar.

AN

Level 3

MAR 9.2.1
Pengelolaan surat masuk

Y4

Menerima dan

mencatat/mengagendakan
surat masuk.

MAR
Mendistribus

1.2
n surat kepada

tujuan surat (internal).

J
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7.38 Pengelolaan surat keluar

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
r a
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij g
5 kemaritiman
(%]
i)
vy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
iy (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
= Q MAR 9 MAR 10 :
3 Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s dan keuangan internal dan akuntabilitas
o = <inerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN.

Y4

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan.

MAR 9.2
Pengelolaan Persuratan.

MAR 9.3

Pengelolaan Barang Milik

Negara.

Level 2

MAR 9.2

Pengelolaan Persuratan.

N

MAR 9.2.1

Pengelolaan surat masuk.

MAR 9.2.2

Pengelolaan surat keluar.

J

Level 3

MAR 9.2.2
Pengelolaan surat keluar.

\

MAR 9.2.2.1 MAR 9.2.2.2

Mengirimkan surat kep:

Memberikan penomoran surat
secara terpusat.

tujuan surat (eksternal).

J
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7.39 Pencatatan asal perolehan barang milik negara

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
r a
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij g
5 kemaritiman
(%]
i)
vy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
usia
iy (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
= Q MAR 9 MAR 10 :
3 Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s dan keuangan internal dan akuntabilitas
o = <inerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR 9
Pengelolaan ketatausahaan
dan BMN.

Y4

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan.

MAR 9.2 MAR 9.3
Pengelolaan Persuratan.
Megara.

Pengelolaan Barang Milik

N

Level 2

MAR 9.3
Pengelolaan Barang Milik Negara.

Y4

MAR 9.3.1
Pencatatan asal perolehan

Barang Milik Negara

MAR 9.3.2
Pengelolaan barang Barang
Milik Negara

J

Level 3

MAR 9.3.1
Pencatatan asal perolehan Barang Milik Negara.

Y4

MAR 9.3.1.1
Mencatatkan barang yang

MAR 9.3.1.2
Mencatatkan barang yang
diperoleh dari sumber lain:
hibah, perjanjian, putusan
pengadilan, dil.

diperoleh dari belanja APBN.

J/
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7.40 Pengelolaan barang Milik Negara

Level O

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
\ <
r a
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
g perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebij g
5 kemaritiman
(%]
i)
vy
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MAR 5 MAR 7
Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
iy (human capital)
<T
o
o
ﬁ =
= Q MAR 9 MAR 10 :
3 Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s dan keuangan internal dan akuntabilitas
o = <inerja organisasi
oo
o o
o
= MAR 11
ngan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

Level 1

MAR S

Pengelolaan ketatausahaan

dan BMN.

Y4

MAR 9.1
Pengelolaan kearsipan.

MAR 9.2
Pengelolaan Persuratan.

MAR 9.3
Pengelolaan Barang Milik
Megara.

N

Level 2

MAR 9.3
Pengelolaan Barang Milik Negara.

Y4

MARS9.3.1
Pencatatan asal perolehan

MAR 9.3.2
Pengelolaan barang Barang

Barang Milik Negara Milik Negara

J

Level 3

MAR 9.3.2

Pengelolaan Barang Milik Negara.

N

MAR 9.3.2.1
Mencatat dan menetapkan
status penggunaan barang.

MAR 9.3.2.2
Mencatat dan menetapkan
pemanfaatan barang.

MAR 9.3.2.4

Mencatat penghapusan
barang: lelang, rusak, dll.

Mencatat pemindahtanganan
barang: penjualan, hibah,
penyertaan modal, atau tukar-
menukar.

MAR 9.3.2.5

Mempertanggungjawabkan.

J

/
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7.41

Penyusunan perjanjian kinerja

Level O

f ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
'
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jun ]
vy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-
MAR S MAR & MAR 7
Pengelolaan orga i dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publil
laksana manusia
= (human capital)
=T
(==
o
ﬁ =
=] MAR 8 MAR 9 MAR 10
% % Pengelclaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s B dan keuangan dan BMN internal dan akuntal
= kinerja organisasi
A
o o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-und: dvokasi
hukum, persidang dan protokol
.

Level 1

Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.

MAR 10

MAR 10.1

Pengelolaan Kinerja

A\

MAR 10
Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal (SPIP).

Level 2

MAR 10.1
Pengelolaan Kinerja.

MAR 10.1.1
Penyusunan Perjanjian
Kinerja.

MAR 10.1.2
Moenitoring dan evaluasi
Kinerja.

MAR 10.1.4
Reviu atas Laporan Kinerja.

MAR 10.1.5
Ewaluasi atas implementasi
SAKIP.

MAR 10.1.3
Penyusunan Laporan Kinerja.

Level 3

MAR 10.1.1
Penyusunan Perjanjian Kinerja.

MAR 10.1.1.1
Menyusun indikator kinerja.

MAR 10.1.1.2
Menetapkan target kinerja.

MAR 10.1.1.3
Melaksanakan perjanjian
kinerja.

/
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7.42 Monitoring dan evaluasi kinerja

Level O Level 1

MAR 10
Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES

> </
' \
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jun ]
vy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
b MAR 10.1 MAR 10

Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Sistermn
MAR 5 MAR & MAR 7 Pengendalian Internal (SPIP).
Pengelolaan orga i dan tata Pengelclaan sumber daya Pengelolaan TIK dan pubilil
laksana manusia
{human capital)

MAR 8 MAR 9 MAR 10
Pengelclaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
dan keuangan dan BMN internal dan akuntal
kinerja organisasi

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-und: dvokasi
hukum, persidan; dan protokol

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

Level 2 Level 3

MAR 10.1 MAR 10.1.2
Pengelolaan Kinerja. Monitoring dan evaluasi Kinerja.

MAR 10.1.1 MAR 10.1.2 MAR 10.1.3
Penyusunan Perjanjian Monitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja.
Kinerja. Kinerja.

MAR 10.1.2.1 MAR 10.1.2.2
Melaksanakan pemantauan Melaksanakan

kinerja. evaluasifpengukuran kinerja.

MAR 10.1.4 MAR 10.1.5
Reviu atas Laporan Kinerja. Evaluasi atas implementasi
SAKIP.

. A AN /
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7.43 Penyusunan laporan kinerja

Level O

Pengelolaan orga i dan tata
lak

Pengelclaan anggaran

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

perundang-und
hukum, persidan

aksana manus
(human capital)

MAR S MAR & MAR 7
Pengelclaan sumber daya

Pengelolaan TIK dan pubilil
ia

MAR 8 MAR 9 MAR 10

Pengelolaan ketatausahaan
dan keuangan dan BMN

Pelaksanaan pengendalian
internal dan akuntal
kinerja organisasi

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan

dvokasi
dan protokol

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\
'
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jun ]
vy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-

Level 1

MAR 10
Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.

MAR 10.1 MAR 10
Pengelolaan Kinerja

Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Internal (SPIP).

A\

Level 2

MAR 10.1

Pengelolaan Kinerja.

MAR 10.1.1
Penyusunan Perjanjian

MAR 10.1.2
Monitoring dan evaluasi

MAR 10.1.3

Penyusunan Laporan Kinerja.

Kinerja. Kinerja.

MAR 10.1.4
Reviu atas Laporan Kinerja.

MAR 10.1.5
Evaluasi atas implementasi
SAKIP.

Level 3

MAR 10.1.3
Penyusunan Laporan Kinerja.

MAR 10.1.3.1 MAR 10.1.3.2

Menyajikan laporan kinerja.

Menyusun laporan kerja.

/
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7.44 Reviu atas laporan kinerja

Level O Level 1

MAR 10

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES L . A .
Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.

> </
' \
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jun ]
vy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
b MAR 10.1

Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Sistem
MAR 5 MAR & MAR 7 Pengendalian Internal (SPIP).
Pengelolaan or i Pengelclaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
{human capital)

MAR 8 MAR 9 MAR 10

Pengelclaan al Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian

dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
kinerja organisasi

PROSES MANAJERIAL/
PENDUKUNG

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol

Level 2 Level 3

MAR 10.1 MAR 10.1.4
Pengelolaan Kinerja. Reviu atas Laporan Kinerja.

N
LN
avs
N

MAR 10.1.1 MAR 10.1.2 MAR 10.1.3
Penyusunan Perjanjian Moeoenitoring dan evaluasi Penyusunan Laporan Kinerja.

Kinerja. Kinerja. MAR 10.1.3.1

Mereviu atas laporan kinerja.

MAR 10.1.4 MAR 10.1.5
Reviu atas Laporan Kinerja. Evaluasi atas implementasi
SAKIP.

. / - /
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7.45 Evaluasi atas implementasi SAKIP

Level O

Level 1

MAR 10.1
Pengelolaan Kinerja.

MAR 10.1.1
Penyusunan Perjanjian
Kinerja.

MAR 10.1.2
Monitoring dan evaluasi
Kinerja.

MAR 10.1.3
Penyusunan Laporan Kinerja.

MAR 10.1.4
Reviu atas Laporan Kinerja.

MAR 10.1.5
Evaluasi atas implementasi
SAKIP.

MAR 10.1.5
Evaluasi atas implementasi SAKIP.

.~ ™~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES . . MAR 10 s . . . .
Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.
> ~
>
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<E( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
s |
vy
il
wy
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
> MAR 10.1
Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Sistermn
MAR 5 MAR & MAR 7 Pengendalian Internal (SPIP).
Pengelolaan or Pengelclaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
= (human capital)
=T
o
9
ﬁ =
s 2 MAR 8 MAR © MAR 10
= % Pengelclaan al Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=2 dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
o= kinerja organisasi
@0 w
©»h o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
q /
Level 2 Level 3
s N ~ ~N

MAR 10.1.5.1
Melaksanakan evaluasi atas

implementasi SAKIP.

N

/
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7.46 Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP

Level O

Level 1

MAR 10

Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.

f ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
s N
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
jun ]
vy
o]
[Vl
I MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
-~
MAR S MAR & MAR 7
Pengelolaan or Pengelclaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
= (human capital)
=T
(==
o
23
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
% % Pengelclaan al Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s B dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
o= kinerja organisasi
o
vy &
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
.

MAR 10.1
Pengelolaan Kinerja

MAR 10.2
Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Internal (SPIP).

J

Level 2

Level 3

MAR 10.2
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP).

MAR 10.2.1

Pelaksanaan Penilaian Mandiri maturitas SPIP.

Y

MAR 10.2.1
Pelaksanaan Penilaian
Mandiri maturitas SPIP.

MAR 10.2.2
Pelaksanaan penilaian ri

AL
a4

MAR 10.2.1.1
Melakukan perencanaan
Penilaian Mandiri maturitas
SPIP.

MAR 10.2.1.3

Menyusun laporan Penilaian
Mandiri maturitas SPIP.

MAR 10.2.1.2
Melaksanakan Penilaian
Mandiri maturitas SPIP.

MAR 10.2.1.4
Menindaklanjuti
rekomendasi Laporan

Quality Assurance dari BPKP

an Mandiri
maturitas SPIP.

LN

/
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7.47 Pelaksanaan penilaian risiko

Level O

Level 1

MAR 10.2
Pelaksanaan Sisterm Pengendalian Internal (SPIP).

A

MAR 10.2.1
Pelaksanaan Penilaian
Mandiri maturitas SPIP.

MAR 10.2

Pelaksanaan penilaian risiko.

.~ ™~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES o MAR 10 N o o
L ) Pelaksanaan pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja organisasi.
~ N
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§( perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
s |
vy
il
A
= MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
s MAR 10.1 MAR 10.2
Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan Sistem
MAR 5 MAR & MAR 7 L Pengendalian Internal (SPIP).
Pengelolaan or Pengelclaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
manusia
= (human capital)
=T
==
9
ﬁ =
s 2 MAR 8 MAR © MAR 10
= % Pengelclaan al Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=2 dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
o= kinerja organisasi
@0 w
©»h o
o
= MAR 11
Dukungan perancangan peraturan
perundang-undangan, advokasi
hukum, persidangan, dan protokol
§ /
Level 2 Level 3
4 N

MAR 10.2.2
Pelaksanaan penilaian risiko.

Y

MAR 10.2.2.1
Pengelolaan Kinerja

MAR 10.2.2.2
Pelaksanaan Sistem

MAR 10.2.2.3
Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Internal (SPIP).

Pengendalian Internal (SPIP).

LN

/
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7.48 Penyusunan rancangan peraturan perundang - undangan (internal)

Level O

' )
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
e N
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
wy
k)
wy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan orga dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
manusia
‘&T (human capital)
=
o
% =
z 2 MAR 9 MAR 10
= % Pengelclaan Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s B dan BMIN internal dan akuntabili
= kinerja organis
0w
- o
2 MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. >y

Level 1

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan

protokol.

(

MAR 11.1
Dukungan perancangan
peraturan perundang-

undangan.

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

\

MAR 11.2
Dukungan advokasi hukum.

MAR 11.4
Dukungan Keprotokolan.

Level 2

MAR 11.1
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan.

Y

Penyusunan rancangan
peraturan perundang-

MAR 11.1.1 MAR 11.1.2
Pelaksanaan evaluasi
peraturan perundang-

undangan dan penyusunan

rekomendasi peraturan

MAR 11.1.3
Pemberian dukungan
perancangan naskah hukum

undangan (internal). non peraturan.

perundang-undangan {Internal
dan eksternal).

Level 3

MAR 11.1.1

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (internal).

MAR 11.1.1.1
Menginventarisasi dan
menetapkan kebutuhan

rancangan peraturan.

MAR 11.1.1.2

MAR 11.1.1.4
Melaksanakan harmonisasi
rancangan peraturan ke
KemenkumHAM.

MAR 11.1.1.5

Menyusun rancangan
peraturan secara teknis.

Menetapkan dan mendaftarkan
peraturan ke Berita Negara.

MAR 11.1.1.3
Membahas dan menganalisis
rancangan peraturan menurut

ukum.

MAR 10.1.1.6
Membuat salinan peraturan.

/
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7.49 Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang — undangan dan penyusunan rekomendasi peraturan perundang — undangan (internal dan

MAR 11.1.2
Pelaksanaan evaluasi
peraturan perundang-

undangan dan penyusunan
rekomendasi peraturan
perundang-undangan (Internal
dan eksternal).

MAR 11.1.1
Penyusunan rancangan

MAR 10.1.3
Pemberian dukungan
perancangan naskah hukum
non peraturan.

peraturan perundang-
undangan (internal).

eksternal)
Level O Level 1
s ~
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 11 . .
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan
\ <
p= - < ( protokol. <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§[ perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kel P4
= kemaritiman
o
vy
(W)
wI
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, pe _etapan,_d kebijakan bidang investasi MAR 11.1 MAR 11.2
pelaksanaan kebijakan bidang Dukungan perancangan Dukungan advokasi hukum.
peraturan perundang-
\ S undangan.
r "
MARS MAR 6 AR 7
Pengelolaan orga dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
1 manusia
By (human capital)
< MAR 11.3 MAR 11.4
5 g Dukungan Persidangan. Dukungan Keprotokolan.
=5 MAR 9 MAR 10
<ZE % Pengelolaan a aran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s a dan keuangan dan BMN internal dan akuntabili
= kinerja organis
0w
vy O
e MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
\ M >y \ /
Level 2 Level 3
. N | O R
MAR 11.1 MAR 11.1.2
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan dan penyusunan rekomendasi peraturan
perundang-undangan (Internal dan eksternal). J

NS
'/

Menginventarisasi dan

menetapkan kebutuhan

rancangan rekomendasi
peraturan.

MAR 11.1.2.3
Mengevaluasi peraturan
secara hukum.

\

MAR 11.1.2.2
Mengevaluasi peraturan secara
teknis.

MAR 11.1.2.4
Menyusun rekomendasi
peraturan dan memberikan ke
pemrakarsa.

/
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7.50 Pemberian dukungan perancangan naskah hukum non peraturan

Level O

Level 1

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 11 . .
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan
\ <
s < < > protokol. <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§[ perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
)
vy
v}
wI
=] MAR 3 MAR 4
E Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi MAR 11.1 MAR 11.2
pEIakﬁa"E"i:v:it:g;ka" e Dukungan perancangan Dukungan advokasi hukum.
peraturan perundang-
> undangan.
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
laksana manusia
By (human capital)
=< MAR 11.3 MAR 11.4
5 g Dukungan Persidangan. Dukungan Keprotokolan.
=3 MAR 8 MAR 9 MAR 10
<ZE % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
=2 dan keuangan an BRAN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
0w
o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
L A J . /

Level 2 Level 3

MAR 10.1.3
Pemberian dukungan perancangan naskah hukum non peraturan.

MAR 11.1
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan.

Y
A
avs
A

MAR 11.1.2
Pelaksanaan evaluasi
peraturan perundang-
undangan dan penyusunan
rekomendasi peraturan
perundang-undangan (Internal
dan eksternal).

MAR 11.1.3.1
Menginventarisasi dan
menetapkan kebutuhan
rancangan naskah hukum.

MAR 11.1.3.2
Menyusun rancangan naskah
hukum secara teknis.

MAR 11.1.1
Penyusunan rancangan

MAR 10.1.3
Pemberian dukungan
perancangan naskah hukum
non peraturan.

peraturan perundang-
undangan (internal).

MAR 11.1.3.3
Menganalisis rancangan
naskah hukum.

MAR 10.1.3.4
Menyusun rancangan naskah
hukum dan memberikan ke
pemrakarsa.

- / \- J
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7.51 Pelaksanaan advokasi hukum

Level O

Level 1

MAR 11.2

Dukungan advokasi hukum.

Y4

MAR 11.2.1
Pelaksanaan advokasi

hukum.

MAR 11.2.2
Pelaksanaan informasi
hukum.

MAR 11.2.1

Pelaksanaan advokasi hukum.

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 11 ) .
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan
\ <
> — < > protokol. <
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
)
%2}
L
72}
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi MAR 11.1 MAR 11.2
pEIakﬁa"Eai:v':it:g;ka" ke Dukungan perancangan Dukungan advokasi hukum.
peraturan perundang-
\ undangan.
>
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan orga dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
manusia
- {human capital)
=< MAR 11.3 MAR 11.4
5 g Dukungan Persidangan. Dukungan Keprotokolan.
g 2 MAR o MAR 10 :
= Pengelclaan Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
s o dan BMN internal dan akuntabili
= kinerja organis
0w
o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
- A vy \ )
Level 2 Level 3
- N | O N

MAR 11.2.1.1
Menentukan isu advokasi.

MAR 11.2.1.2

pendukung.

MAR 11.
Membangun j

MAR 11.2.1.5

MAR 10.2.1.7
Memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan
advokasi.

Mengumpulkan data

Menyusun strategi advokasi.

MAR 11.2.1.3
Menganalisis data.

MAR 10.2.1.6
Melaksanakan advokasi.

/
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7.52 Pelaksanaan informasi hukum

Level O

Level 1

Y4

MAR 11.2
Dukungan advokasi hukum.

MAR 11.2.1
Pelaksanaan advokasi

MAR 11.2.2
Pelaksanaan informasi

ukum. hukum.

N

MAR 11.2.2
Pelaksanaan informasi hukum.

' ™
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 11 ) .
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan
p < rotokol
' SN /_ P . \
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§[ perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
)
%2}
L
72}
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi MAR 11.1 MAR 11.2
pEIakﬁa"Eai:v':it:g;ka" ke Dukungan perancangan Dukungan advokasi hukum.
peraturan perundang-
> undangan.
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
laksana manusia
By (human capital)
=< MAR 11.3 MAR 11.4
5 g Dukungan Persidangan. Dukungan Keprotokolan.
=3 MAR 8 MAR o MAR 10
<Z.: % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
= dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
0w
o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. >y \ )
Level 2 Level 3
4 N\

s

MAR 11.2.2.1
Mengumpulkan dokumen
hukum.

MAR 11.2.2.3
Mengembangkan arsip digital.

MAR 11.2.2.2
Mengklasifikasi dokumen dalam
katalog.

MAR 11,
Membangun jaringan (JDIH}).

A

/
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7.53 Penyiapan bahan rapat Menteri Koordinator

Level O

' )
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
e N
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
wy
k)
wy
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
laksana nusia
By (human capital)
<T
o
o
% =
o MAR 8 MAR 9 MAR 10
<ZE % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
0w
- o
2 MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. >y

Level 1

MAR 11

protokol.

Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan

(

MAR 11.1
Dukungan perancangan
peraturan perundang-

undangan.

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

MAR 11.2
Dukungan advokasi hukum.

MAR 11.4
Dukungan Keprotokolan.

<\

Level 2

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

N

MAR 11.3.1
Penyiapan bahan rapat
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.3
Perumusan hasil rapat koerdinasi
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.2
Pelaksanaan rapat koordinasi
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.4
Pemantauan dan evaluas
rapat koordinasi Mente
Koordinator.

AL

Level 3

MAR 11.3.1

Penyiapan bahan rapat Menteri Koordinator.

e

MAR 11.3.1.1
Menyiapkan bahan rapat
koordinasi Menteri

MAR 11.3.1.2

Koordinator.

Keynote Speaker.

Menyiapkan bahan rapat
Menteri Koordinator sebagai

MAR 11.3.1.3
Menyiapkan bahan rapat
terbatas kabinet untuk Mente
Koordinator.

N

/
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7.54 Pelaksanaan rapat koordinasi Menteri Koordinator

Level O Level 1

PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES MAR 11 ) )
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan
\ <
> — < > protokol. <
MAR 1 MAR 2
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
<§[ perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
)
%2}
L
72}
Q MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi MAR 11.1 MAR 11.2
pelaksanaan kebijakan bidang Dukungan perancangan Dukungan advokasi hukum.
peraturan perundang-
\ undangan.
>
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publi
laksana manusia
By (human capital)
= MAR 11.3 MAR 11.4
w g Dukungan Persidangan. Dukungan Keprotokolan.
=3 MAR 8 MAR o MAR 10
<Z.: % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
= dan keuangan dan BMN internal dan akuntabilitas
= kinerja organis
0w
o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. A S \ /

Level 2 Level 3

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

MAR 11.3.2
Pelaksanaan rapat koordinasi Menteri Koordinator.

Y2
J/
Y4
J

MAR 11.3.1
Penyiapan bahan rapat
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.3
Perumusan hasil rapat koordinasi
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.2
Pelaksanaan rapat koordinasi
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.4
Pemantauan dan evaluasi ha:
rapat koordinasi Menteri
Koordinator.

MAR 11.3.2.1 MAR 11.3.2.2

Melakukan fasilitasi
pelaksanaan rapat koordinasi.

Melakukan koordinasi
pengumpulan bahan dan sarana

prasarana rapat koordinasi.

MAR 11.3.2.3
Melakukan koordinasi dengan
unit penanggung jawab dan
protokol Menteri Koordinator.

/
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7.55 Perumusan hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator

Level O

Level 1

MAR 11

protokol.

Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan

(

' )
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
e N
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
wy
k)
wy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksa manusia
‘&T (human capital)
=
o
% =
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
<ZE % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN i nal dan akuntabilitas
= kinerja organisasi
0w
- o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. >y

MAR 11.1
Dukungan perancangan
peraturan perundang-

undangan.

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

<\

MAR 11.2
Dukungan advokasi hukum.

MAR 11.4
Dukungan Keprotokolan.

Level 2

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

Y4

MAR 11.3.1
Penyiapan bahan rapat
Menteri Koordinator.

MAR 11.3

MAR 11.3.2
Pelaksanaan rapat koordinasi
Menteri Koordinator.

3 MAR 11.3.4
Perumusan hasil rapat koordinasi
Menteri Koordinator.

Pemantauan dan evaluasi hasil
rapat koordinasi Menteri
Koordinator.

AN

Level 3

MAR 11.3.3
Perumusan hasil rapat koordinasi

Menteri Koordinator.

N

MAR 11.3.3.2
MAR 11.3.3.1
Menyusun draf risalah hasil
rapat koordinasi.

koordinasi.

Melakukan koordinasi untuk
persetujuan dari unit
penanggung jawab rapat

A

MAR 11.3.3.3
Mencetak risalah hasil rapat
koordinasi dengan security

paper.

/
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7.56 Pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator

Level O

Level 1

MAR 11
Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan
protokol.

~ S

' )
PETA PROSES BISNIS KEMENKO MARVES
N\ <
e N
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
wy
k)
wy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MARS MAR 6 MAR 7
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksa manusia
‘&T (human capital)
=
o
% =
> MAR 8 MAR 9 MAR 10
<ZE % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN i nal dan akuntabilitas
= kinerja organisasi
0w
- o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. >y

MAR 11.1
Dukungan perancangan
peraturan perundang-

undangan.

MAR 11.2
Dukungan advokasi hukum.

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

MAR 11.4
Dukungan Keprotokolan.

Level 2

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

N

Penyiapan bahan rapat
Menteri Koordinator.

Perumusan hasil rapat koordinasi
Menteri Koordinator.

MAR 11.3.1 MAR 11.3.2
Pelaksanaan rapat koordinasi

Menteri Koordinator.

MAR 11.3.3

MAR 11.3.4
Pemantauan dan evaluasi hasil
rapat koordinasi Menteri
Koordinator.

AN

Level 3

MAR 11.3.4
Pemantauan dan evaluasi hasil rapat koordinasi Menteri Koordinator.

S
~ S

MAR 11.3.4
Melakukan pemantauan dan

- /

evaluasi hasil rapat koordinasi
Menteri Koordinator.
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7.57 Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan pengamanan Menteri Koordinator

Level O

' )
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N\ <
e N
MAR 1 MAR 2
< Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
= perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang kemaritiman
= pelaksanaan kebijakan bidang
= kemaritiman
o
wy
k)
wy
e MAR 3 MAR 4
o Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian pelaksanaan
perumusan, penetapan, dan kebijakan bidang investasi
pelaksanaan kebijakan bidang
investasi
\,
>
MARS MAR 6
Pengelolaan organisasi dan tata Pengelolaan sumber daya Pengelolaan TIK dan publikasi
laksa manusia
‘&T (human capital)
=
o
% =
= =2 MAR 8 MAR 9
= % Pengelolaan anggaran Pengelolaan ketatausahaan Pelaksanaan pengendalian
== dan keuangan dan BMN i nal dan akuntabilitas
= kinerja organisasi
0w
- o
= MAR 11
o Dukungan perancangan
peraturan perundang-
undangan, advokasi hukum,
persidangan, dan protokol
. >y

Level 1

MAR 11

Dukungan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, persidangan, dan

protokol.

(

MAR 11.1
Dukungan perancangan
peraturan perundang-

undangan.

MAR 11.3
Dukungan Persidangan.

<N

MAR 11.2
Dukungan advokasi hukum.

MAR 11.4
Dukungan Keprotokolan.

Level 2

MAR 11.4
Dukungan Keprotokolan.

\

MAR 11.4.1
Pelaksanaan kegiatan

keprotokolan dan pengamanan
Menteri Koordinator.

N

Level 3

MAR 11.4.1

Pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan pengamanan Menteri Koordinator.

v

MAR 11.4.1.1
Melakukan koordinasi dan

fasilitasi kegiatan keprotokolan
Menteri Koordinator.

N

MAR 11.4.1.2
Melakukan koordinasi dan

fasilitasi pengamanan Menteri

Koordinator.

/
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8. Penutup

Peta proses bisnis Kemenko Marves disusun dengan mempertimbangkan
ke-khas-an dan juga pembeda core business (urusan utama) antara Kemenko
Marves dengan kementerian teknis dan kementerian koordinator lainnya.
Pembeda ini bukan pada sektor namun kepada pengelompokan urusan yang
menjadi isu terkait kemaritiman dan investasi dengan mempertimbangkan visi,
misi dan strategi organisasi agar peta proses bisnis “tak lekang dimakan waktu”.
Dalam prinsipnya, penyusunan peta proses bisnis tidak mengikuti perubahan
organisasi, karena organisasi menyesuaikan dengan peta proses bisnis. Peta
proses bisnis disusun untuk menjelaskan core business dari Kemenko Marves dan
core business organisasi tidak berubah kecuali terdapat agenda perubahan urusan
dari peta proses bisnis.

Selain dari core business, juga terdapat management process/supporting
process (proses pendukung). Proses pendukung adalah proses yang menjadi
pendukung pelaksanaan urusan utama dari organisasi seperti pengelolaan
organisasi dan tata laksana, SDM, TIK dan publikasi, anggaran dan keuangan,
ketatausahaan dan BMN, pengendalian internal dan akuntabilitas kinerja
organisasi, dan dukungan perancangan peraturan perundang-undangan,
advokasi hukum, persidangan dan protokol. Seluruh urusan pendukung ini
masuk dalam kategori supporting dalam organisasi.

Peta proses bisnis Kemenko Marves disusun sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah agar mudah dibaca
dan dipahami dengan menjelaskan secara makro hal-hal yang Kemenko Marves
kerjakan dan bagaimana proses kerja makro nya. Sedangkan untuk penjelasan
proses kerja mikronya dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
Disajikan pula cross functional map (peta lintas fungsi) untuk menjelaskan fungsi
yang saling terkait dengan para pelaku aktivitasnya. Dalam hal ini yang

dipetalintaskan adalah fungsi, bukan organisasi.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

ud}' Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002
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